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Annisa Rahma Octaviany, 2021, Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-
KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Dr. Choirul 
Saleh, M.Si., Taufiq Akbar Al Faj’ri SS., M.Pd. 244 + xviii hal 
  
Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dinilai belum dapat berjalan dengan baik. Akuntabilitas 
memiliki peran untuk melihat tingkat kesesuaian dan tolak ukur kinerja dalam peyelenggaraan 
pelayanan publik. Sebagaimana dengan pelayanan pembuatan E-KTP yang diselenggarakan oleh Dinas 
Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada saat ini masih ditemui beberapa 
permasalahan dan keluhan yang diajukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan rendahnya 
akuntabilitas kinerja pelayanan pembuatan E-KTP yang dinilai belum akuntabel dan menghambat 
proses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Hal ini 
ditunjukan dengan adanya keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur 
pelayanan yang kurang efektif, berbelit-belit, dan lamban serta tidak tersedianya blanko untuk 
pencetakan E-KTP. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proses 
dan pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualiltatif. Lokasi penelitian ini adalah Kota Tangerang Selatan dan situs penelitian ini 
adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
model yang dikemukakan oleh Burhan Bungin yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, display 
data, verivikasi, dan penegasan kesimpulan yang dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu 1. 
Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses 
pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, prosedur, jangka waktu, biaya, target pencapaian 
program pelayanan E-KTP dan sudah memenuhi pertanggungjawaban terhadap Walikota dan Ditjen 
Dukcapil Kemendagri serta masyarakat. Namun dalam pelaksananya masih ditemukan beberapa aspek 
yang belum berjalan dengan sesuai. Salah satunya adalah dalam hal kedisiplinan. Hal ini dikarenakan 
masih ditemukan adanya pegawai yang terlambat hadir pada jam pelayanan sehingga membuat 
masyarakat harus menunggu lebih lama untuk dilayani. Adapun yang menjadi faktor penghambarnya 
adalah sarana dan prasarana dalam hal jaringan belum memadai, rendahnya partisipasi dan kesadaran 
masyarakat, dan kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan 
Saran yang dapat peneliti berikan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
adalah menyediakan alternatif jaringan, memberikan sanksi berupa surat peringatan terhadap pegawai 
yang melakukan pelanggaran kedisiplinan, meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Tangerang 
Selatan dalam pembuatan E-KTP dengan cara melakukan sosialisasi dan publikasi informasi. 
 
Kata Kunci: Akuntabilitas, Kinerja, Pelayanan Publik, Kota Tangerang Selatan, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  




Annisa Rahma Octaviany, 2021, Public Service Performance Accountability in Making E-KTP 
at the Department of Population and Civil Registration of South Tangerang City. Dr. Choirul 
Saleh, M.SI., Taufiq Akbar Al Faj’ri SS., M.Pd. 244 + xviii pages 
  
 Public service performance accountability in making E-KTP at the Department of Population 
and Civil Registration of South Tangerang City is considered not to be able to run well. Accountability 
has a role to see the level of conformity and performance benchmarks in the implementation of public 
services. As with the E-KTP making service organized by the South Tangerang City Population and 
Civil Registration Service, at this time there are still some problems and complaints submitted by the 
public related to the low accountability of the performance of the E-KTP making service which is 
considered not yet accountable and hampers the service process. population administration for the 
people of South Tangerang City. This is indicated by complaints from the public regarding the 
implementation of service systems and procedures that are less effective, convoluted, and slow as well 
as the unavailability of forms for printing E-KTPs. Based on this, the researcher wants to find out more 
about the process and achievement of accountability for the performance of the E-KTP service at the 
South Tangerang City Population and Civil Registration Office and its supporting and inhibiting factors. 
The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. 
The location of this research is South Tangerang City and the site of this research is the Department of 
Population and Civil Registration of South Tangerang City. This research uses interview, observation, 
and documentation methods. The data analysis used is the data analysis model proposed by Burhan 
Bungin which consists of data collection, data reduction, data display, verification, and confirmation of 
conclusions which are limited by two research focuses, namely 1. Accountability of public service 
performance in making E-KTP at the Office Population and Civil Registration of South Tangerang City 
2. Supporting and inhibiting factors in the process of achieving accountability for public service 
performance at the Department of Population and Civil Registration of South Tangerang City. 
The results of the research conducted indicate that the accountability of public service 
performance in making E-KTP at the South Tangerang City Population and Civil Registration Service 
has been running in accordance with applicable regulations, procedures, time periods, costs, targets for 
achieving the E-KTP service program and has fulfilled the responsibility. against the Mayor and the 
Directorate General of Dukcapil, Ministry of Home Affairs and the community. However, in its 
implementation there are still some aspects that have not been running properly. One of them is in terms 
of discipline. This is because there are still employees who are late for service during service hours, 
making people have to wait longer to be served. The inhibiting factors are inadequate network facilities 
and infrastructure, low community participation and awareness, and lack of employee discipline in 
providing services. 
Suggestions that researchers can give in achieving accountability for public service 
performance in making E-KTP at the South Tangerang City Population and Civil Registration Service 
are to provide alternative networks, provide sanctions in the form of warning letters to employees who 
commit disciplinary violations, increase public awareness of South Tangerang City in making E-KTP 
by socializing and publishing information. 
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1.1 Latar Belakang 
Upaya pembangunan administrasi negara pada dasarnya merupakan penyempurnaan 
dari sebuah sistem dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas administrasi negara dalam rangka mendukung pelaksanaan 
pemerintahan. Pemerintah memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalankan yaitu, fungsi 
pelayanan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development 
function) dan fungsi perlindungan (protection function). Ketiga fungsi tersebut harus 
dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan. Akuntabilitas merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik. Akuntabilitas didefinisikan sebagai sebuah kewajiban untuk 
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja, 
tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif dalam suatu organisasi kepada 
pihak yang berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN: Hal 43).  
Akuntabilitas merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengertian Good Governance menurut Ganie 
(2000: 142) menjelaskan bahwa Good Governance merupakan sebuah mekanisme 
pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan 
sektor non-Negara dalam satu kesatuan usaha kolektif. Upaya untuk menghubungkan tata 
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan pelayanan publik bukanlah 
merupakan suatu hal yang baru.  Good Governance muncul sebagai tuntutan bagi perubahan 
kinerja pelayanan publik agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang 
berdayaguna, bersih, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Akuntabilitas 
adalah salah satu prinsip penting dalam Good Governance. Konsep ini menjadi salah satu 
   
 
2 
bentuk acuan dalam upaya peningkatan kualitas pada beberapa aspek pemerintahan, tidak 
hanya mengacu pada perbaikan sarana dan prasarana melainkan salah satunya adalah dalam 
hal penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas memiliki peran untuk melihat tingkat 
kesesuaian dan tolak ukur kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana 
yang telah dikemukakan oleh Dwiyanto (2002:55) Akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar 
tingkat kesesuaian dan ketepatan penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai atau 
norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder.  
Kinerja menurut Pasolong (2007:176) diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap 
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan dibandingkan dengan kriteria yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Sedangkan definisi kinerja menurut Tangkilisan (2005:187) adalah 
suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam rangka menjalankan 
misi yang dimilikinya dan dapat diukur dari tingkat produktivitas, responsivitas, 
responsibilitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas. Kinerja pelayanan publik memiliki 
pengaruh sangat besar terhadap kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh 
karena itu, membangun suatu manajemen pelayanan publik yang andal adalah suatu 
keharusan yang harus diciptakan oleh pemerintah jika mereka ingin meningkatkan 
kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang baik tidak 
dapat terwujud apabila tidak ada manajemen atau pengelolaan yang baik seperti yang 
dinyatakan oleh Pangastuti (2008:28) bahwa usaha-usaha manajemen kinerja ditujukan 
untuk mendorong kinerja dalam mencapai tingkat tertinggi dalam organisasi. Terwujudnya 
pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu unsur keberhasilan dari kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, 
dijelaskan bahwa Pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka 
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pemenuhan atas kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk berupa 
barang, jasa, dana, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk 
dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik seringkali 
dijadikan tolak ukur yang paling mudah diahami mengenai sejauh mana kinerja pemerintah 
dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pelayanan publik memegang salah satu fungsi 
penting pemerintah selain fungsi proteksi, regulasi, dan distribusi. Pelayanan publik 
merupakan sebuah proses dan sekaligus hasil (Output) yang menunjukan bagaimana suatu 
fungsi pemerintahan dijalankan. Pelayanan publik memiliki keterkaitan dan hubungan 
timbal balik yang erat dengan kesejahteraan rakyat. Dengan pelayanan publik yang 
berkualitas tentu akan menciptakan rasa kepuasan dari masyarakat selaku pengguna 
pelayanan publik. Tantangan utama dan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam 
ranah pelayanan publik bukan hanya untuk membuat bagaimana pelayanan publik tersebut 
dapat berfungsi, efektif, dan efisien, tetapi juga bagaimana membuatnya bertanggungjawab 
(accountable) terhadap masyarakat dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat 
dengan tujuan membuat pelayanan publik yang diselenggarakan memiliki orientasi kepada 
hasil (output). 
Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada 
masyarakat adalah bentuk pelayanan administratif dalam bidang kependudukan terutama 
dalam pelayanan pembuatan E-KTP. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan 
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa Administrasi 
Kependudukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penerbitan 
dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu 
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sistem diharapkan dapat menyediakan pelayanan publik dalam bentuk pemenuhan atas hak 
administratif penduduk dan perlindungan penerbitan dokumen kependudukan tanpa 
mendapatkan perlakuan diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tanggungjawab yang besar 
sebagai instansi penanggungjawab penerbitan data dan dokumen kependudukan. Salah satu 
bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil adalah pelayanan dalam pembuatan E-KTP.  
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Kartu Tanda 
Kependudukan Elektronik yang selanjutnya disingkat E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk 
yang dilengkapi oleh Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten / Kota. Penerapan E-KTP yang saat ini telah dilaksanakan merupakan bagian 
dari upaya untuk mempercepat dan mendukung akurasi terbangunnya database 
kependudukan di ranah kabupaten / Kota, Provinsi, maupun database kependudukan secara 
nasional. Dengan diberlakukanya E-KTP maka akan meminimalisir adanya praktik 
pemalsuan KTP dan setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi untuk memiliki E-KTP lebih 
dari satu. Hal ini dikarenakan di dalam E-KTP sudah terdapat kode keamanan dan rekaman 
elektronik data penduduk yang berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.  
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah 
dalam sektor pelayanan pemenuhan hak administratif kependudukan kinerjanya belum 
seperti yang diharapkan. Rendahnya kualitas kinerja pelayanan publik telah menjadi satu 
sorotan yang diarahkan terhadap pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat tercermin dari adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait kinerja 
pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pembuatan E-KTP 
mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, berbelit-belit, 
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dan lamban. Hal ini tercermin dari keluhan yang diajukan oleh masyarakat Kota Tangerang 
Selatan yang tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dilansir dari 
wartakota.tibunnews.com (2020), hal itu dikarenakan lambatnya proses pelayanan yang 
diberikan pegawai dan pelayanan yang didapatkan masyarakat tidak sesuai dengan yang 
sudah disosialisasikan. Masyarakat mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan birokrasi 
dan ketidaksesuaian jadwal datang yang diberikan oleh pegawai. Akibatnya masyarakat 
sangat dirugikan karena waktu terbuang secara percuma ketika akan mengurus dokumen 
kependudukan disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi pelayanan.  
Disamping itu, sarana dan prasarana pendukung pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga dinilai belum memadai untuk mendukung 
pelayanan dengan jumlah kuota masyarakat yang banyak.  Hal ini terlihat dari adanya 
penumpukan antrean masyarakat didepan loket tanpa ada penerapan protokol kesehatan 
pada saat pandemi Covid-19. Adapun permasalahan utama yang sangat sering terjadi dalam 
pelayanan pembutan E-KTP adalah blanko yang tidak tersedia. Dilansir dari 
wartakota.tribunnews.com (2019) yang menyatakan bahwa banyak masyarakat Kota 
Tangerang Selatan kesulitan untuk mendapatkan E-KTP dikarenakan Kota Tangerang 
Selatan hanya diberikan jatah sebanyak 500 blanko E-KTP setiap minggunya sementara 
kebutuhan pencetakan E-KTP mencapai 1000 keping tiap minggunya. Permasalahan lain 
terkait kapasitas kinerja pegawai dalam mendukung tingkat akurasi dokumen juga terjadi, 
dilansir dari Rmolbanten.com (2020) bahwa terdapat kejanggalan berupa ketidaksesuaian 
data daftar pemilih sementara (DPS) dengan jumlah perekaman data yang dilakukan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penetapan 
DPS yang dilakukan oleh KPU, terdapat selisih sebesar 25.000 data dimana jika tidak 
dilakukan penyesuaian dan perbaikan maka akan menghambat jalanya pelaksanaan Pilkada 
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2020. Selain itu, dampak luas dari berbagai permasalahan terkait pembuatan E-KTP ini juga 
dapat mengakibatkan kegagalan dalam membangun database E-KTP sehingga memicu 
ketidaksesuaian dalam membangun data pemilih yang benar yang akan berdampak pada 
saat proses pemilihan umum. Database kependudukan ini memiliki peran yang sangat 
penting untuk mendukung tertib administrasi pelayanan publik, tertib administrasi 
kependudukan, tertib pelaksanaan pemilihan umum, dan tertib pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah.  
Pelayanan publik harus dilaksanakan secara akuntabel dapat 
dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada pimpinan unit pelayanan 
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik oleh 
instansi pemerintah yang akuntabel adalah dengan ditetapkanya Keputusan Menteri 
Pendyagunaan Aparatur Negara Nomor.KEP/26/M.PAN/2/2004, 24 Februari 2004 yang 
berisi tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang kemudian 
dijabarkan melalui petunjuk teknis penyelenggaraan akuntabilitas dalam pelayanan publik 
yang memuat tentang pentingnya suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dapat 
dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi akuntabilitas 
kinerja, akuntabilitas biaya, dan akuntabilitas produk pelayanan publik. Tujuan dari 
ditetapkanya pedoman ini adalah sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan publik 
untuk dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pelayanan. Pemerintah sebagai 
pelaksana layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggungjawab dan 
berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan yang baik dalam menjalankan tugasnya 
demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dari segi kualitas maupun 
kuantitasnya. 
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Indikator atau dimensi akuntabilitas dipahami sebagai tolak ukur agar akuntabilitas 
pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik. Penetapan dimensi ini bertujuan untuk 
membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai 
dengan rencana, pedoman, dan peraturan yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk 
mengukur akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada penelitian ini diturunkan berdasarkan 
teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226-
227) yang mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi 
oleh organisasi dan lembaga pemerintah agar akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
berjalan dengan baik. Dasar pemilihan teori akuntabilitas kinerja yang dikemukakan oleh 
Sheila Elwood sebagai grand theory dipahami bahwa berdasarkan teori ini telah terbukti 
untuk membandingkan dan menilai apakah proses pelayanan yang dilakukan sudah sesuai 
dengan rencana, pedoman, dan peraturan yang berlaku berdasarkan keempat dimensi yang 
menekankan bahwa pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 
disamping harus berakuntabilitas menurut umum juga harus berakuntabilitas dalam hukum, 
proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, program yang telah diimplementasikan, dan 
kebijakan yang dibuat. Empat dimensi tersebut diantaranya adalah: 
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
Berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana 
publik. 
2. Akuntabilitas Proses 
Berhubungan dengan apakah prosedur yang digunakan sudah cukup baik dalam 
bidang kecukupan sistem, informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan 
prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian 
pelayanan publik yang bersifat responsif, cepat, dan murah biaya. 
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3. Akuntabilitas Program 
Berhubungan dengan pertimbangan terhadap keberhasilan tujuan yang telah 
ditetapkan dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program dengan 
memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program 
berarti bahwa program yang telah dibuat oleh organisasi hendaknya merupakan 
program yang bermutu untuk mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan 
tujuan organisasi. 
4. Akuntabilitas Kebijakan 
Berhubungan dengan pertanggungjawaban Lembaga publik atas kebijakan yang 
diambil dan ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa 
depan.  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan 
instansi layanan publik yang memberikan akses penyelenggaraan pelayanan kependudukan 
dan pencatatan sipil yang termasuk di dalamnya adalah layanan pembuatan E-KTP terhadap 
masyarakat Kota Tangerang Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan 
yang akuntabel dalam rangka pembuatan E-KTP di wilayah Kota Tangerang Selatan. 
Kinerja aparat birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan E-KTP tersebut 
merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan timbulnya berbagai keluhan dari 
masyarakat terkait kinerja pelayanan aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan. Berbagai Permasalahan tersebut tercermin dengan rendahnya 
akuntabilitas kinerja pelayanan berdasarkan identifikasi permasalahan yang tercantum 
dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan tahun 2016-2021 diantaranya adalah belum efektifnya penerapan Sistem Informasi 
Adminstrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu sehingga menyulitkan masyarakat untuk 
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membuat E-KTP, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan 
administrasi kependudukan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan administrasi 
kependudukan yang cepat dan akurat, kurangnya kapasitas SDM dalam memberikan 
pelayanan dimana kemamampuan pegawai memegang peran penting dalam mendukung 
keakuratan dokumen kependudukan, hal ini berhubungan dengan adanya permasalahan 
terkait kurang akuratnya data pemilih tepat (DPT) karena database kependudukan belum 
sepenuhnya dapat diandalkan untuk menjamin akurasi DPT dalam kegiatan pemilu / pilkada 
serta masih terdapat kendala yaitu berupa adanya penduduk yang lahir, meninggal ataupun 
penduduk yang pindah domisilinya belum tercatat atau terdata oleh pihak kecamatan.  
Berdasarkan fakta tersebut menunjukan bahwa kinerja pelayanan publik yang 
dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
dinilai belum akuntabel sehingga menghambat proses pelayanan administrasi kepada 
masyarakat Khususnya Kota Tangerang Selatan. Dasar pemilihan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai tempat penelitian terkait akuntabilitas 
kinerja pelayanan publik dipahami berdasarkan uraian permasalahan yang menunjukan 
bahwa kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dinilai belum akuntabel 
dan masih menimbulkan sebuah polemik yang berkembang di masyarakat Kota Tangerang 
Selatan, khususnya dalam hal mampu atau tidaknya pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja 
pelayanan publik dengan baik untuk mengelola dan menyelesaikan segala permasalahan 
yang timbul dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada proses 
pembuatan E-KTP.  
Akuntabilitas kinerja pelayanan publik aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan dalam pembuatan E-KTP merupakan bagian dari sebuah 
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penilaian kinerja di Organisasi Pemerintahan yang dimaksudkan untuk mengetahui ukuran 
sejauh mana keberhasilan organisasi ini dalam mencapai misinya dan untuk melihat tingkat 
kesesuaian pelayanan publik yang telah diselenggarakan. Untuk menilai akuntabilitas 
kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat diukur berdasarkan Teori Akuntabilitas 
kinerja melalui dimensi yang dikemukakan oleh Sheila Elwood. Oleh karena itu, 
berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-
KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dengan judul 
“Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka 
dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah proses dan pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam 
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan? 
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai akuntabilitas kinerja 
pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah 
dijabarkan diatas, sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui proses dan pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam 
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai akuntabilitas 
kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
1.4 Kontribusi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif secara teoritis 
maupun praktis. Adapun kontribusi dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Kontribusi Teoritis 
Bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan wawasan serta ilmu 
pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan tentang administrasi publik, 
khususnya mengenai pelayanan publik. Serta diharapkan untuk dapat memberikan 
sumbangan pengetahuan terhadap kinerja pelayanan publik dan untuk memperkaya 
pengetahuan di bidang administrasi publik. 
2. Kontribusi Praktis 
Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi 
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena dengan diketahui nya dimensi-dimensi 
akuntabilitas ini dapat menjadi tolak ukur apakah akuntabilitas kinerja pelayanan 
publik di bidang pembuatan E-KTP ini sudah dapat diimplementasikan dengan baik.  
3. Kontribusi Akademis 
Sebagai bahan pembanding atau dasar bagi semua pihak untuk penelitian-penelitian 
selanjutnya yang berminat di bidang pembahasan yang sama di masa mendatang. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka akan 
dijelaskan sistematika pembahasan secara garis besar sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.  
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi tentang paparan dan uraian teori sebagai landasan yang 
digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang 
dipaparkan dalam penelitian ini juga dapat digunakan sebagai instrument 
analisis data yang telah didapat oleh peneliti di lapangan. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang jenis penellitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, 
sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, metode keabsahan data, 
analisis data. 
BAB IV : PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penguraian hasil 
penelitian yang mencakup penyajian data dan analisis data yang diperoleh 
selama penelitian. Setelah menuliskan penyajian data kemudian menganalisa 
hasil penelitian tersebut dengan teori yang digunakan sebagai pedoman oleh 
peneliti 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari data yang telah disajikan dalam 
pembahasan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Dalam bab ini 
juga berisi uraisan saran mengenai akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
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dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 









2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 
Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan fokus tema yang sama yaitu 
mengenai akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Adapun penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya yaitu: 
1) Desi Agitia dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Program E- 
KTP di Tingkat Pemerintahan Daerah Pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Malang” 
Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian di sebuah kabupaten yaitu 
Kabupaten Malang dengan fokus tema yang sama untuk mengetahui dan mengukur 
akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam Program E-KTP pada tingkat pemerintahan 
daerah tepatnya beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Pada penelitian ini, 
peneliti menggunakan Teori Akuntabilitas kinerja berdasarkan dimensi yang dikemukakan 
oleh Sheila Elwood sebagai grand theory untuk mengukur kinerja pelayanan publik. Dari 
hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dapat 
dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan dan 
dihubungkan dengan standar pelayanan publik seperti prosedur, biaya, waktu, produk, 








2) Linda Widowati dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa 
Sridadi Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Tahun 2016” 
 Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada penelitian di sebuah Desa yang 
terletak di Kecamatan Rembang dengan fokus tema yang sama untuk mengetahui dan 
mengukur akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam program pengelolaan dana desa 
pada tingkat pemerintahan desa beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Pada 
penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Akuntabilitas kinerja berdasarkan dimensi yang 
dikemukakan oleh Sheila Elwood sebagai grand theory untuk mengukur kinerja pelayanan 
publik. Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan 
publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sridadi dapat dikatakan kurang 
akuntabel. Hal ini didasarkan pada aspek kedisiplinan kinerja prosedur, pelaksanaan tugas 
dan wewenang, tanggungjawab serta perilaku moral dan pertanggungjawaban kepada bupati 
dan masyarakat belum dapat terlaksana secara akuntabel oleh kepala desan dan perangkat 
Desa Sridadi. 
3) Cindy Apriyana dengan judul “Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk Pada Program E-KTP Pada Kantor Camat Medan Johor” 
Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada penelitian di sebuah kecamatan Medan 
Johor dengan fokus tema yang sama untuk mengetahui dan mengukur akuntabilitas kinerja 
pelayanan publik dalam Program E-KTP pada tingkat pemerintahan daerah tepatnya beserta 
faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
Teori Akuntabilitas kinerja berdasarkan dimensi yang dikemukakan oleh Sheila Elwood 
sebagai grand theory untuk mengukur kinerja pelayanan publik. Dari hasil penelitian di 
lapangan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan program E-KTP pada Kantor 






kurangnya komunikasi antar pegawai dengan masyarakat dan belum tercapainya target yang 
diharapkan dalam perekaman dan pencetakan E-KTP di Kecamatan Medan Johor. 
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Sumber: Olahan Penulis 
Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan maka 
dapat disimpulkan bahwa, meskipun penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama 
meneliti dari segi akuntabilitas kinerja pelayanan publik menggunakan Teori akuntabilitas 
kinerja yang dikemukakan oleh Sheila Elwood sebagai dasar dari pengukuran akuntabilitas 
kinerja pelayanan publik, tetapi tentu saja setiap penelitian memiliki pokok permasalahan 
yang berbeda. Dengan banyaknya ragam pengukuran akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
beserta faktor pendukung dan penghambatnya tentu membuat peneliti tertarik untuk 
menggali lebih jauh dan diharapkan untuk dapat memberikan masukan dan saran sebagai 
bentuk upaya untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik pada penyelenggaraan 
pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
kedepannya.  
2.2  Administrasi Publik 
Administrasi berdasarkan etimoligis berasal dari Bahasa latin yang terdiri dari kata 
administrate (Latin: ad = pada, ministrare = melayani), yang secara operasional berarti 
melayani, memenuhi, dan membantu. Dalam Bahasa asalnya terbentuk kata benda yang 
disebut administration dan kata sifat administrativus. Sedangkat dalam Bahasa Inggris 
menjadi administration yang berarti mengelola (to manage) atau menggerakan (to direct), 
dan dalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi. 
Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu: 
1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari Bahasa Belanda “administratie” yang 
meliputi kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, ketik mengetik, pembukuan ringan, 






didokumentasikan agar dapat ditemukan dengan mudah apabila akan dipergunakan 
kembali baik secara terpisah maupun sebagai sebuah keseluruhan yang tidak 
terpisahkan dan segala sesuatu yang bersifat teknik ketatausahaan (clerical work). 
2. Administrasi dalam arti luas berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari kata 
administration yaitu seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam upaya 
mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana 
tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. 
Administrasi publik Gie yang dikemukakan dalam Pasolong 
(2011:3) didefinisikan bahwa Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan 
yang dilakukan sekelompok orang dalam sebuah kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 
White dalam Waluyo (2007:35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua 
kegiatan Negara dengan tujuan untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. 
Pengertian administrasi publik menurut Rosenbloom (2005:5) didefinisikan 
sebagai bentuk pemanfaatan teori-teori, proses manajemen, politik, dan hukum untuk 
kemudian mampu menjadi bentuk sebuah optimalisasi pemerintah guna menjamin bahwa 
pemerintah adalah fungsi pengaturan pelayanan masyarakat. Salah satu sudut pandang yang 
digunakan untuk memahami administrasi publik sebagaimana yang dikenalkan oleh David 
H. Rosenbloom adalah melalui penekanan pada aspek konstitusi, public interest, pasar, dan 
kedaulatan. Adapun konteks administrasi publik menurut Rosenbloom adalah dengan 
melihat administrasi publik dari empat hal yaitu manajerial, politik, hukum (legal), dan 
konteks pekerjaan. Berikut merupakan penjelasan dari keempat konteks pendekatan 
administrasi publik menurut Rosenbloom: 
1. Administrasi publik dalam konteks manajerial 
Secara individual, pendekatan manajerial tradisional terhadap administrasi publik 






mempertimbangkan anggota publik menjadi pelanggan. Pendekatan manajerial dalam 
New Public Management menyusun struktur organisasi secara kompetitif seperti pada 
sebuah perusahaan dan lebih menganggap individu sebagai sebuah konsumen.  
2. Administasi publik dalam konteks politik 
Pendekatan politik dalam administrasi publik menekankan pada perluasan dan 
keuntungan pluralisme politik dengan administrasi publik. Secara individu, pendekatan 
politik terhadap administrasi publik cenderung bersifat mengagregasi individu ke dalam 
suatu kelompok masyarakat (sosial), ekonomi atau politik yang luas. Struktur 
organisasi dalam pendekatan politik administrasi publik diorganisir dengan nilai-nilai 
politik 
3. Administrasi publik dalam konteks hukum (legal) 
Secara individual, pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan 
proses, hak-hak substantif (yang sesungguhnya), dan keadilan yang mengedepankan 
individu sebagai seseorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik. Struktur 
yang disenangi dari pendekatan hukum bagi administrasi publik adalah prosedur lawan 
/ yang berlawanan yang melibatkan hakim dan juri sebagai wasit. 
4. Administrasi publik dalam konteks pekerjaan 
Administrasi publik merupakan salah satu kategori pekerjaan dan bersifat idealis yang 
mencakup pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, 
administrasi publik merupakan bidang studi multidisiplin yang baru karena didalamnya 
mengadopsi ilmu politik, sosiologi, bisnis, psikologi, hukum, dll. 
Berdasarkan kumpulan definisi mengenai adminstrasi diatas dapat disimpulkan 
bahwa administrasi merupakan suatu bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dalam upaya pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 






manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa 
bekerja sendiri untuk mencapai tujuanya. 
Kajian dan praktik dari administrasi publik di berbagai negara terus mengalami 
perkembangan. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas 
permasalahan yang dihadapi oleh administrator publik. Dengan adanya kompleksitas ini 
mendorong para teorisi untuk mengembangkan ilmu administrasi publik. Denhadt & 
Denhardt (2003:11) mengemukakan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi 
publik. Ketiga perspektif administrasi publik tersebut diantaranya adalah: 
1. Old public administration 
Model old public administration atau administrasi publik klasik yang menekankan 
perhatian pada bagaimana pemerintah melakukan tindakan administrasi secara 
demokratis, bebas dari manipulasi kekuasaan, efektif ddan efisien, serta bagaimana 
pemerintah dapat beroperasi secara tepat, benar, dan berhasil. Fokus perhatian pada 
model OPA adalah interaksi dan kerjasama di dalam organisasi pemerintah yang 
dibangun melalui hierarki yang cenderung berpusat pada pemerintah maka hubungaya 
bersifat atasan dan bawahan, interaksi sepihak dan tidak setara. Model ini memberikan 
peran yang sangat besar kepada pemerintah, baik dalam perumusan kebijakan maupun 
penyampaian pelayanan publik. Organisasi publik identik dengan sifat yang tidak 
efisien, tidak efektif, tidak produktif dan tidak kreatif dalam melakukan inovasi.  
2. New public administration 
New public administration merupakan teori manajemen publik yang menekankan 
bahwa praktik manajemen sektor swasta dinilai lebih baik dibandingan dengan praktik 
manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik 






swasta ke dalam sektor publik seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi serta 
privatisasi perusahaan publik. Model new public administration menghendaki suatu 
birokrasi publik yang mempunyai kriteria good governance dengan kemampuan untuk 
memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, efektif dan 
efisien, dan terbangunya suatu orientasi pada nilai-nilai untuk mewujdkan good 
government. Perspektif New Public Administration mendapatkan kritik keras dari 
banya pakar yang menilai bahwa dalam perspektif ini terdapat masalah yang terletak 
pada nilai-nilai yang dikedepankan seperti efisiensi, rasionalitas, produktivitas, dan 
bisnis karena berpotensi untuk bertentangan dengan nilai kepentingan publik dan 
demokrasi. 
3. New public service 
New public service merupakan teori manajemen publik yang mengajarkan egaliter dan 
persamaan hak antara warga negara. Dalam model ini, kepentingan publik dirumuskan 
sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang terdapat dalam masyarakat. Dasar teoritis 
pelayanan publik yang ideal menurut paradigma New Public Service adalah pelayanan 
publik yang harus bersifat responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai publik 
yang berlaku. Tugas pemerintah adalah untuk melakukan negosiasi dan 
menggabungkan berbagai kepentingan masyarakat, kelompok, dan komunitas. Hal ini 
mengandung pengertian bahwa karakter dan nilai yang terkandung dalam pelayanan 
publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Karena 
masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga selalu berubah 
mengikuti perkembangan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 
Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi dan berperan 






dikemukakan oleh Dimock (1992: 40) yang menyatakan bahwa administrasi merupakan 
bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini dapat dipahami karena berdasarkan 
paradigma administrasi, administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar 
proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Perkembangan administrasi sebagai sebuah disiplin ilmu mengalami beberapa proses 
pergantian cara pandang yang pemahamanya dilihat dari paradigma. Perkembangan 
paradigma tersebut kemudian menggambarkan adanya perubahan dan perbedaan dalam 
teori, tujuan, metodologi, dan nilai-nilai yang mendasari. Henry (2004:30-50) 
mengemukakan paradigma administrasi publik diantaranya adalah: 
1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926) 
Tokoh pencetus paradigma dikotomi politik dan administrasi adalah J. Goodnow dan 
Leonard D. White. Dalam paradigma ini terdapat dua fungsi pokok pemerintah yaitu 
fungsi politik dan fungsi administrasi. Letak permasalahanya adalah dimana 
administrasi negara berada sehingga dibedakan dengan jelas antara administrasi negara 
dan politik. 
2. Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937) 
Prinsipnya adalah bahwa administrasi negara dapat diterapakan dimana saja meskipun 
memiliki perbedaan terhadap kebudayaan, lingkungan, visi, dan lainya. Tokoh dari 
paradigma ini adalah Willoughby, Gullick, dan Urwick yang sangat dipengaruhi oleh 
pemikiran-pemikiran para tokoh manajemen klasik yaitu Fayol dan Taylor. 
3. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970) 
Merupakan bentuk suatu usaha untuk mendapatkan kembali hubungan konseptual 
antara administrasi negara dan ilmu politik dimana pada fase ini administrasi negara 






Morstein-Marx yang mengemukakan bahwa suatu pemisahan antara politik dan 
administrasi sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau bersifat tidak realistis. Lokus 
pada paradigma ini terletak pada birokrasi pemerintahan sebagai penekanan pada 
paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. 
4. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) 
Perkembangan dari paradigma ini diawali dengan ketidaksengajaan bahwa ilmu 
administrasi dianggap sebagai ilmu kedua setalah ilmu politik. Usaha pengembangan 
ini bertujuan untuk mempercepat proses mencari alternative paradigma dari ilmu 
administrasi. 
5. Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang) 
Pada proses ini, administrasi Negara telah berkembang ke ranah teori organisasi, ilmu 
kebijakan, dan ekonomi politik. Paradigma ini merupakan paradigma terakhir yang 
telah memiliki lokus dan fokus yang jelas. Fokusnya adalah berupa teori manajemen, 
teori organisasi, dan kebijakan publik sedangkan lokusnya berupa masalah-masalah dan 
kepentingan publik. 
2.3 Akuntabilitas  
2.3.1 Definisi Akuntabilitas 
Istilah pertanggungjawaban (accountability) menurut Jabbra dan Dwicedi (1989:5) 
secara tradisional memiliki makna sebagai kemampuan untuk memberikan sebuah jawaban 
terhadap perilaku atau tindakan seseorang (answerability for one’s actions or behavior). 
Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
sekaligus menjadi salah satu acuan pemerintah dalam proses penyelenggaraan publik. 
Dalam beberapa pengertian, pada umumnya akuntabilitas dikaitkan pada sebuah proses 






dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas juga merujuk pada bentuk pertanggungjawaban 
seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. 
Dalam perspektif pemerintahan, istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai 
bentuk legalitas dari tindakan administrasi. Pegawai publik dan organisasinya dipandang 
“accountable” jika mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakanya. Jika 
didefinisikan secara luas, akuntabilitas memiliki makna keterjawaban seperti yang telah 
dikemukakan oleh Oakerson dalam Raba (2006:10) yang menjelaskan bahwa 
berakuntabilitas memiliki makna harus memberikan sebuah jawaban terhadap suatu 
tindakan (action) atau ketidakbertindakan (inaction) seseorang. Pada dasarnya akuntabilitas 
adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik yang bertujuan untuk dapat 
menjelaskan dan menjawab segala hal yang berhubungan dengan langkah dari seluruh 
keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil dari 
kinerjanya.  
Untuk memahami definisi akuntabilitas berikut telah dikemukakan beberapa definisi 
akuntabilitas menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut: Akuntabilitas menurut 
Widodo (2001:30) didefinisikan sebagai sebuah perwujudan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media 
pertanggungawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dari definisi tersebut menjelaskan 
bahwa jika dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan terdapat suatu kesalahan maka akan 
dapat digugat oleh rakyat sebagai penerima pelayanan masyarakat. Miriam Budiarjo dalam 
Raba (2006:80) mengemukakan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dari 
pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah (pemerintah) oleh pihak yang 
memberikan mandat (rakyat). Pernyataan ini sejalan dengan konsep akuntabilitas yang 






tanggungjawab moral untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyatnya. 
Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui 
distribusi kekuasaan pada berbagai tingkatan lembaga pemerintahan sehingga dapat 
mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. 
J. B Ghartey dalam LAN (2004:35) mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan 
untuk mencari jawaban terhadap sebuah pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan 
apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang 
memerlukan jawaban tersebut antara lain adalah apa yang harus dipertanggungjawabkan, 
siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat, mengapa 
pertanggungjawaban harus diserahkan, apakah pertanggungjawaban seiring dengan 
kewenangan yang memadai, dan lain-lain. Pada bentuk yang paling sederhana, konsep 
akuntabilitas merujuk pada konsep otoritatif dimana seseorang diberikan hak resmi untuk 
menuntut penjelasan orang lain sehingga pihak tersebut memiliki kewajiban untuk 
memberikan penjelasan tentang tindakanya. Beberapa definisi dari konsep akuntabilitas 
yang telah dikemukakan menunjukan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah wujud 
pelaksanakaan kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang 
telah dilakukan mencakup kewajiban untuk melaporkan keberhasilan ataupun kegagalan 
pencapaian misi organisasi serta pengelolaan sumber daya yang ada. 
2.3.2  Jenis Akuntabilitas  
Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengendalian 
sumber daya aparatur dalam penerapan kebijakan publik dalam rangka mencapai tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan hal tersebut dalam proses 
pencapaian good governance diperlukan adanya kontrol penuh dari keseluruhan stakeholder 






Pentingnya akuntabilitas kemudian memunculkan beberapa pandangan mengenai kategori 
atau jenis akuntabilitas.  
Menurut Jabbra dan Dwivedi (1989:5-8) akuntabilitas dibagi menjadi lima macam, 
yaitu:  
1. Akuntabilitas administratif 
Dalam rangka pertanggungjawaban organisasi diperlukan adanya pertanggungjawaban 
yang dimulai dari pusat menuju unit-unit dibawahnya. Untuk membatasi hubungan 
yang bersifat hieraki internal agar lebih jelas maka dapat dibentuk sebuah jaringan yang 
informal. Oleh karena itu sebuah prioritas ditentukan pada tingkatan yang lebih tinggi 
dan diutamakan pada jenjang yang paling atas diikuti terus sampai kebawah dan pda 
pengawasan dilaksanakan secara intensif agar aparat menuruti perintah yang diberikan. 
Jika terjadi pelanggaran maka akan diberikan peringatan dan sanksi dari yang paling 
ringan hingga pemecatan. 
2. Akuntabilitas legal 
Semua tindakan administrasi dari pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan 
dihadapan badan legislatif dan mahkamah. Bentuk pelangaran kewajiban hukum atau 
keterbatasan kemampuanya memnuhi keinginan Badan Legislatif maka 
pertanggungjawaban aparatur atas semua tindakanya dapat dilaksanakan didepan 
pengadilan maupun proses revisi aturan yang dianggap bertentangan dengan undang-
undang. 
3. Akuntabilitas politik 
Aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibanya harus mengakui adanya 
sebuah kuasa kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk menetapkan dan 






adanya kepatuhan pelaksanaan perintahnya dan tanggung jawab administrasi yang legal 
harus dapat diterima oleh pejabat politik. 
4. Akuntabilitas profesional 
Aparat profesional berharap untuk dapat memperoleh kebebasan yang lebih besar 
dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menetapkan kepentingan publik serta mereka 
berharap pula adanya masukan yang baik demi perbaikan. Kode etik profesional dan 
kepentingan publik harus berjalan secara berkesinambungan untuk memilih dari 
keduanya makan mereka harus mengutamakan akuntabilitasnya pada kepentingan 
publik. 
5. Akuntabilitas moral 
Aparat pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindakanya berdasarkan 
moral. Akuntabilitas moral perlu diterapkan dan dikembangkan untuk menghindari 
adanya penyimpangan kepentingan. Oleh karena itu, semua tindakan yang dilakukan 
oleh aparat hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana 
diakui oleh konstitusi dan peraturan lainya. Oleh karena itu publik berharap agar para 
perilaku politisi dan aparat didasarkan atas nilai-nilai moral yang berlaku pada 
masyarakat.  
Adapun Yango dalam Raba (2006:44-45) mengemukakan bahwa terdapat 4 jenis 
akuntabilitas diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Traditional / regulatory accountability 
Akuntabilitas tradisional memiliki makna bahwa untuk mempertahankan tingkat 
efisiensi penyelenggaraan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan 
pelayanan prima maka diperlukan adanya akuntabilitas tradisional untuk mendapatkan 






berhubungan dengan peraturan fiskal dan peraturan penyelenggaraan administrasi 
publik. 
2. Managerial accountability 
Akuntabilitas managerial memfokuskan efisiensi dan penghematan penggunaan dana 
dan berbagai sumber daya yang ada. 
3. Program accountability 
Akuntabilitas program memfokuskan pada penciptaan hasil dari operasi pemerintah. 
Seluruh pegawai pemerintah harus mampu untuk menjawab pertanyaan yang 
berhubungan dengan pencapaian tujuan pemerintah, bukan hanya sekedar ketaatan 
terhadap peraturan yang berlaku. 
4. Process accountability 
Akuntabilitas proses memfokuskan pada informasi yang berhubungan dengan tingkat 
pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan berbagai aktivitas 
organisasi. Hal ini dikarenakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan memiliki 
kemampuan untuk menolak suatu kebijakan pemerintah yang sekiranya merugikan 
mereka. 
Berbeda dengan jenis akuntabilitas yang telah dikemukakan diatas, Samuel Paul 
dalam Supriatna (2001:103) membedakan akuntabilitas menjadi sebagai berikut: 
1. Democratic Accountability 
Akuntabilitas demokrasi merupakan jenis akuntabilitas yang merupakan gabungan 
antara political accountability dan administrative accountability. Jenis akuntabilitas ini 
menggambarkan pemerintah yang akuntabel terhadap kinerja atas semua kegiatan yang 
dilakukan kepada pemimpin politik. Pada hakikatnya pelaksanaan akuntabilitas 
dilakukan secara berjenjang baik dari pemimpin pada tingkat bawah hingga pemimpin 






2. Professional Accountability 
Dalam akuntabilitas professional, para pakar dan profesional melaksanakan tugasnya 
yang dilandasi dengan norma dan standar profesi yang berlaku untuk menentukan 
kepentingan masyarakat (public interest). 
3. Legal Accountability  
Dalam akuntabilitas hukum, pelaksanaan ketentuan hukum disesuaikan untuk 
kepentingan public goods dan public service yang merupakan bentuk tuntutan yang 
berasal dari masyarkat. Dengan adanya akuntabilitas hukum, petugas pelayanan publik 
dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka terbukti gagal dan bersalah dalam 
melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diharapkan oleh masyarakat. 
2.3.3 Dimensi Akuntabilitas 
Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002:20) merupakan bentuk kewajiban pihak 
pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban kepada 
pihak pemberi amanah yang berhak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Sheila 
Elwood dalam Mardiasmo (2004:226-227) mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi 
akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organiasi sektor publik, diantaranya adalah: 
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
Akuntabilitas hukum dan kejujuran berhubungan dengan penghindaran dan 
penyalahgunaan jabatan serta jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain 
yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 
2. Akuntabilitas Proses 
Akuntabilitas proses berhubungan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas sudah dinilai cukup baik dalam hal informasi akuntansi, kecukupan 






termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang responsif, cepat, dan 
murah biaya. 
3. Akuntabilitas Program 
Akuntabilitas program berhubungan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah 
ditetapkan dapat dicapai dan apakah suatu organisasi telah dapat mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan penggunaan biaya yang 
minimal. Lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan program yang telah 
dibuat hingga pada tahap pelaksanaan program. Dengan demikian dapat dipahami 
bahwa akuntabilitas program memiliki makna bahwa program yang telah dibuat oleh 
organisasi hendaknya merupakan suatu program yang bermutu dan mendukung 
pencapaian visi, misi, strategi, dan tujuan organisasi. 
4. Akuntabilitas Kebijakan 
Akuntabilitas kebijakan berhubungan dengan bentuk pertanggungjawaban lembaga 
publik atas kebijakan yang diambil dan ditetapkan. Lembaga publik pada hakikatnya 
dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 
mempertimbangkan masa depan. Dalam proses pembuatan kebijakan harus dapat 
mempertimbangkan tujuan, alasan, target, dan pihak pemangku kepentingan 
(stakeholders) yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat serta dampak dari 
kebijakan yang ditetapkan.  
2.3.4 Indikator Akuntabilitas 
Indikator akuntabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas. 
Penetapan alat ukur ini ditunjukan untuk membandingkan dan menilai kegiatan yang telah 
dilakukan apakah sudah sesuai dengan rencana, pedoman, dan peraturan yang berlaku. 
Handayani (2015:25-31) menjelaskan masing-masing dimensi akuntabilitas dari Sheila 






Tabel 2.2 Matriks Indikator Akuntabilitas  
No. Dimensi 
Akuntabilitas 







Berhubungan dengan ketaatan 
dan kesesuaian dengan prosedur 
pelaksanaan dan pengelolaan 




Berhubungan dengan pemberian 
pelayanan publik yang cepat dan 
responsif yang dapat dinilai 
berdasarkan proses yang 
meliputi tingkat ketelitian, 
profesionalitas petugas, 
kelengkapan sarana dan 




Berhubungan dengan pemberian 





Peran yang jelas 
Akuntabilitas yang efektif hanya 
terjadi jika peran dan 
tanggungjawab semua pihak 
yang terlibat jelas dan diatur 
berdasarkan peraturan dan 
kesepakatan Bersama. 
Harapan dan kinerja yang 
jelas 
Setiap aktor dalam menunjang 
akuntabilitas harus paham akan 
target dan perilaku moral yang 
dibebankan kepadanya. Tujuan, 
sasaran dan prestasi yang 
diharapkan harus didefinisikan 
secara jelas. Jika mereka tidak 
melakukanya maka kerangka 
akuntabilitas akan kehilangan 
kekuatan seperti tanggung jawab 
utuk non-kinerja tidak dapat 





Hasil dari program yang 
dijalankan 
Berhubungan dengan hasil dan 








antara target dan 
pencapaian program 
Berhubungan dengan 
pertimbangan apakah tujuan 





Menunjukan adanya kewajiban 
untuk melaporkan dari pimpinan 
puncak dalam bagian tertentu 
kepada pimpinan eksekutif. 
Akuntabilitas keluar 




kelompok klien dan stakeholder 
dalam masyarakat. 
Akuntabilitas kebawah 
Menunjukan bahwa setiap 
pemimpin harus selalu 
mengkomunikasikan dan 
mensosialisasikan berbagai 
kebijakan kepada bawahanya. 
Sumber: Handayani (2015:25-31) 
David Hulme dan Mark Turney dalam Raba (2006:115) menjelaskan bahwa 
akuntabilitas dinilai sebagai suatu konsep yang kompleks dan dapat diukur berdasarkan 
beberapa indikator sebagai berikut: 
1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan 
2. Keberadaan kualitas moral yang memadai 
3. Kepekaan 
4. Keterbukaan 
5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal 
6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas 
Polidano (1998) menjelaskan kategorisasi baru dalam akuntabilitas yang disebut 
sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak 
langsung mengacu pada bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak eksternal 






berhubungan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. 
Adapun menurut Jeff dan Shah (1998:70) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan 
untuk mengukur akuntabilitas diantarnya adalah meningkatnya kepercayaan dan kepuasan 
masyarakat pada pemerintah, munculnya kesadaran masyarakat, meningkatnya 
keterwakilan berdasarkan kepentingan dan pilihan masyarakat, menurunnya kasus korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 
2.3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas 
Moenir dalam Muradi dan Rusli (2013:194-196) menyatakan bahwa terdapat faktor-
faktor yang mempengaruhi akuntabilitas yang dapat menjadi faktor pendukung maupun 
penghambat dalam akuntabilitas, diantaranya adalah: 
1. Faktor kesadaran pegawai 
Adanya kesadaran dari diri pegawai mengenai tindakan terhadap tugas dan wewenang 
yang menjadi tanggungjawabnya sehingga dapat memberi pengaruh yang positif dan 
negatif terhadap terwujudnya akuntabilitas. 
2. Faktor aturan 
Adanya aturan, pedoman atau petunjuk yang mutlak diperlukan oleh organisasi agar 
organisasi, pekerjaan, dan petugas memiliki dasar hukum dan dapat bekerja secara 
teratur. 
3. Faktor organisasi 
Merupakan pengaturan dan mekanisme pekerjaan yang meliuti sistem, prosedur, dan 
metode yang menghasilkan akuntabilitas. 
4. Faktor kemampuan dan keterampilan 
Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai akan berdampak pada 
pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh petugas maupun organisasi 






5. Faktor sarana dan prasarana 
Merupakan faktor tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menciptakan 
akuntabilitas. 
Adapun Aslam Iqbal dalam Pamungkas (2012:2) mengemukakan terdapat beberapa 
faktor yang secara spesifik dikategorikan sebagai faktor yang menghambat terciptanya 
akuntabilitas dalam birokrasi diantaranya adalah: 
1. Low literacy percentage 
Merupakan keadaan dimana masyarakat yang dinilai kurang peduli terhadap hak dan 
masalah sosial cenderung memberikan toleransi terhadap keadaan lack of 
accountability, malpraktik, nepotisme, dan korupsi.  
2. Poor standart of living 
Pegawai dengan standar gaji yang kurang dinilai memiliki kecenderungan untuk 
berusaha mencari penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarganya. Dengan 
demikian, usaha pemenuhan kebutuh tersebut dinggap normal dan dinilai wajib 
meskipun harus mengorbankan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas 
penyediaan barang publik. 
3. General decline on the moral values 
Merupakan sikap moral yang menentukan dalam usaha untuk membedakan antara nilai 
baik dan buruk. Sikap moral yang dimiliki dan terbentuk pada pegawai dalam 
organisasi pemerintahan dapat mengurangi dan mendorong akuntabilitas. 
4. Policy of live and let live 
Terjadinya penurunan nilai moral menyebabkan manusia menjadi lebih mudah untuk 
melakukan hal-hal yang melanggar aturan dan saling berlomba mencari keuntungan 






Akibatnya adalah hak-hak publik untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan serta 
implementasinya dalam perspektif akuntabilitas menjadi terabaikan. 
5. Cultural factors 
Budaya yang berkembang dalam masyarakat dimana para pejabat cenderung 
mementingkan kepentingan keluarga dari publik merupakan salah satu budaya yang 
terjadi dan tidak mendukung akuntabilitas.  
2.4 Kinerja 
2.4.1 Definisi Kinerja 
Manajemen kinerja terdiri dari dua kata yaitu “manajemen” dan “kinerja”. 
Manajemen menurut Griffin dalam Safroni (2012:43) didefinisikan sebagai sebuah proses 
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 
mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sementara itu, kinerja berasal dari pengertian 
performance, yang diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Manajemen kinerja 
menurut Bacal dalam Wibowo (2013:12) didefinisikan sebagai sebuah proses komunikasi 
yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan 
langsungnya. Proses komunikasi ini berupa kegiatan membangun harapan yang jelas dan 
pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan.  Proses dari komunikasi ini 
merupakan suatu sistem yang memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus diikut 
sertakan apabila manajemen kinerja ini hendak memberikan sebuah nilai tambah bagi 
organisasi, manajer, dan karyawan. Adapun manajemen kinerja menurut Castello dalam 
Wibowo (2013:12) didefinisikan sebagai dasar dan kekuatan pendorong yang berada 
dibelakang semua keputusan organisasi, unit kerja, dan alokasi sumber daya.  
Berdasarkan pemahaman tentang manajemen kinerja diatas, dapat disimpulkan 
bahwa manajemen kinerja adalah tentang mengelola organisasi. Seberapa baik kita 






masing pekerja secara individu dan unit kerjanya, melainkan juga kinerja dari keseluruhan 
organisasi. Manajemen kinerja juga merupakan suatu proses yang dapat mendorong 
pengembangan dan peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dan berkualitas melalui 
komunikasi yang berkesinambungan antara pemimpin dan pegawai sejalan dengan apa yang 
diharapkan oleh organisasi. Dasar untuk melaksanakan manajemen kinerja adalah 
perumusan tujuan, adanya kesepakatan dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan, terjadinya 
komunikasi dua arah, dan terdapat umpan balik. Manajemen kinerja bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja organisasi, tim dan individu dalam suatu keterkaitan agar dapat 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  
  Pengertian kinerja menurut A. Dale Timple (1992:231) disamakan dalam Bahasa 
Inggris yaitu “performance”.  Kata performance jika dilihat dalam Kamus Bahasa Inggris 
diartikan sebagai daya guna, prestasi atau hasil. Sedangkan pengertian kinerja secara luas 
adalah bukan hanya sekedar hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana suatu proses 
berlangsung. Dengan demikian, kinerja didefinisikan sebagai melakukan pekerjaan dan 
hasil yang dapat dicapai dari pekerjaan tersebut. Pengertian kinerja menurut Amstrong dan 
Baron dalam Wibowo (2009:7) merupakan bentuk hasil pekerjaan yang memiliki 
keterkaitan yang kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, serta 
memberikan kontribusi pada ekonomi. 
  Aman Sudarto (1999:2) menyatakan bahwa kinerja adalah sebuah hasil atau unjuk 
kerja dari suatu orang yang dilakukan oleh individu dan dapat ditujukan secara konkrit dan 
dapat diukur. Adapun definisi kinerja menurut Murphy dan Cleveland dalam Pasolong 
(2007:175) menyatakan bahwa kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi 
terhadap tugas dan pekerjaan. Dari pernyataan tersebut memiliki makna bahwa kinerja 
pegawai dalam suatu orgaisasi maupun perusahaan ditentukan berdasarkan sikap dan 






melaksanakan pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Simanjuntak (2005:221) pengertian 
dari kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja 
dari setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu 
kompetensi individu yang bersangkutan, dukungan organisasi, serta dukungan manajemen. 
  Berdasarkan beberapa pengertian kinerja yang telah dijabarkan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja pada suatu aktivitas, 
kegiatan, maupun program yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan 
serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka 
waktu tertentu. 
2.4.2 Indikator Kinerja 
Indikator kinerja yang didefinisikan menurut BPKP dalam Abdullah (2014:145) 
merupakan sebuah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat 
pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengertian 
dari indikator kinerja menurut Lohman dalam Abdullah (2014:145) menyatakan bahwa 
indikator kinerja merupakan sebuah variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara 
kualitatif mengenai efisiensi dan efektivitas dri sebuah proses atau operasi dengan 
menggunakan pedoman dari target dan tujuan organisasi. Moeheriono (2012:108) 
mendefinisikan indikator kinerja sebagai berikut: 
1. Indikator kinerja merupakan sebuah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan 
untuk menukur output atau outcome dari suatu kegiatan 
2. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat 
keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuanya. 
Tujuan dari ditetapkanya indikator kinerja adalah untuk memberikan bukti terhadap 
pernyataan apakah hasil yang diharapkan sudah tercapai dengan baik atau belum. Menurut 






1. Jumlah pekerjaan (kuantitas output) 
Kuantitas pekerjaan menunjukan jumlah yang pekerjaan yang dihasilkan oleh individu 
atau kelompok sebagai suatu persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. 
2. Kualitas pekerjaan (kualitas output) 
Setiap pegawai dalam perusahaan harus dapat memenuhi persyaratan tertentu untuk 
menghasilkan pekerjaan sesuai dengan kualitas yang dituntut oleh suatu pekerjaan 
tertentu. 
3. Kerjasama 
Kerjasama merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam perusahaan 
untuk menyelesaikan tugas yang dilakukan bersama dengan pegawai lain. 
4. Tanggung Jawab 
Tanggung jawab merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam 
mengerjakan semua tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan 
standar dan ketentuan yang diberikan. 
5. Inisiatif 
Inisiatif didefinisikan sebagai kemauan pegawai dalam melakukan pekerjaan lain yang 
merupakan tanggung jawab pegawai lain dan melakukanya dengan kemauan sendiri. 
6. Ketepatan Waktu (jangka waktu output) 
Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk suatu jenis pekerjaan 
tertentu harus diselesaikan secara tepat waktu karena memiliki ketergantungan atas 
pekerjaan lainya. 
Sedangkan indikator kinerja menurut Robbins (2006:260) dapat diukur melalui 








1. Kualitas (mutu) 
Kinerja diukur berdasarkan presepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 
dihasilkan dimana sebuah proses hasil kerja dapat mendekati titik kesempurnaan. 
2. Kuantitas (jumlah) 
Jumlah target yang diharapkan melebihi dari target yang telah ditetapkan dan produksi 
yang dihasilkan dapat dalam bentuk siklus kegiatan yang terselesaikan. 
3. Ketepatan waktu 
Pekerjaan tertentu telah diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan tingkat 
aktivitas diselesaikan pada awal waktu dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 
aktivitas lain. 
4. Efektivitas 
Tingkat penggunaan sumber daya organisasi yang meliputi tenaga, uang, dan teknologi 
dimaksimalkan dengan mengaikkan hasil dalam penggunaan sumber daya. 
5. Efisiensi 
Mengukur derajat kesuaian penghasilan output dengan menggunakan biaya serendah 
mungkin. 
Untuk mengetahui kinerja para karyawan, instansi pemerintah menggunakan 
indikator yang disebut indikator kinerja utama atau IKU. Indikator kinerja utama merupakan 
ukuran atau indikator kinerja dari suatu instansi utamanya dalam mencapai tujuan dan 
sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib untuk merumuskan indikator kinerja 
utama dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator 
kinerja utama maka instansi pemerintah akan dapat mengetahui kinerja mereka selama ini. 
Disamping itu, IKU juga berguna untuk dapat menigkatkan kinerja mereka untuk kedepanya 
sehingga instansi pemerintah dapat meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah 






digunakan oleh beberapa instansi pemerintahan. Jenis indikator kinerja utama tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Input Indicator 
Merupakan indikator yang menggambarkan keadaan karyawan baru dalam suatu 
instansi mulai dari kualitas hingga kuantitasnya. 
2. Process Indicator 
Merupakan indikator yang digunakan sebagai acuan lagkah untuk membuat jasa / 
barang. 
3. Output Indicator 
Merupakan indikator yang mengukur output yang dihasilkan dari aktivitas yang telah 
dilakukan oleh suatu instansi. 
4. Outcome Indicator 
Merupakan indikator yang mengukur sejauh mana perembangan kinerja suatu instansi 
(kuntitas dan kualitas kerja, efisiensi kerja, serta perilaku SDM atau karyawan) 
5. Effect Indicator 
Merupakan indikator yang mengukur dampak positif dan negatef dari kinerja suatu 
instansi terhadap instansi itu sendiri maupun pihak yang berkaitan dengan instansi 
tersebut.  
2.4.3 Jenis Kinerja 
Berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai pada hakikatnya 
membutuhkan kriteria yang jelas agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Hal ini 
dikarenakan masing-masing pekerjaan memiliki standarnya masing-masing dan berbeda 
anatara pekerjaan yang satu dengan lainya dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan. 
Menurut Kasmir (2016:182) menjelaskan bahwa dalam praktiknya, kinerja dikategorikan 






kinerja yang dihasilkan oleh seseorang sedangkan kinerja organisasi merupakan bentuk 
kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan secara keseluruhan. 
Jenis kinerja yang dikemukakan oleh Aman Sudarto (1999:3) adalah: 
1. Kinerja Orgnisasi 
Kinerja organisasi merupakan hasil kerja konkrit yang dapat diukur berdasarkan 
organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja 
tersebut dapat dikatakan bersifat kualitatif atau kuantitatif dan tidak selalu 
mencerminkan potensi orang. 
2. Kinerja proses 
Kinerja proses adalah hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya mekanisme 
kerja suatu organisasi yang dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan stadar 
kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak 
selalu mencerminkan potensi organisasi 
3. Kinerja Individu 
Kinerja individu merupakan hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja 
individu berupa produktivitas kerja dan dipengaruhi oleh berbagai fakor dalam diri 
individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja 
bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu.  
Keberhasilan dalam organisasi dengan ragam kinerja tergantung pada kinerja para 
peserta orgnisasi yang bersangkutan. Dalam suatu organisasi terdapat tiga jenis kinerja 
yaitu: 
1. Kinerja Strategik 
Kinerja strategik berkaitan dengan strategi dalam penyesuaian dalam lingungan dan 







2. Kinerja Administratif 
Kinerja administratif berkaitan dengan kinerja administratif organisasi yang termasuk 
didalamnya tentang struktur administrative yang mengatur hubungan otoritas 
(wewenang) dan tanggungjawab dari pihak yang menduduki jabatan dalam organisasi. 
3. Kinerja Operasional 
Kinerja operasional berkaitan dengan efektivitas penggunaan setiap sumber daya yang 
digunakan oleh organisasi. Kemampuan mencapai efektivitas penggunaan sumber daya 
berupa modal, bahan baku, teknologi tergantung pada sumberdaya manusia yang 
mengerjakan.  
Terdapat dua kategori kinerja dalam lingkup organisasi diantaranya adalah kinerja 
internal yang memandang kinerja sebagai sebuah perilaku dan kinerja eksternal yang 
berhubungan dengan pencapaian dari visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Berdasarkan penjelasan dari kedua kategori tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang individu di tempat kerjanya akan memiliki 
dampak pada proses pencapaian tujuan organisasi.  
2.4.4 Pengukuran Kinerja 
Setiap organisasi pada dasarnya telah melakukan identifikasi bahwa dalam proses 
perencanaan prestasi dan terciptanya prestasi organisasi memiliki hubungan yang erat 
dengan prestasi individual para pegawai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi 
kerja dari suatu organisasi merupakan hasil dari kerjasama antar para pegawai yang 
bersangkutan dengan organisasi tersebut bekerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu 
langkah penting yang harus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja 
organisasi. Dengan pengukuran ini maka tingkatan capaian kinerja yang hendak dicapai 






Pengukuran diartikan sebagai upaya untuk membandingkan kondisi riil suatu objek 
dan alat ukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang telah dicapai oleh organisasi 
dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan input, process, output, outcome, benefit, 
dan impact. Young dalam Mangkunegara (2009:42) menyatakan bahwa pengukuran kinerja 
merupakan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai jenis aktivitas dalam 
rantai nilai yang terdapat dalam perusahaan. Hasil dari pengukuran tersebut kemudian 
digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaa, 
suatu rencana dana apa yang diperlukan oleh perusahaan dalam penyesuaian dan 
pengendalian.  
Menurut Werther dan Davis (1996:346) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja 
dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem penilaian (rating) yang sifatnya relevan. 
Sistem penilaian tersebut haruslah mudah untuk digunakan sesuai dengan yang akan diukur 
dan juga dapat mencerminkan hal-hal yang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja juga 
diartikan sebagai proses membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan 
kinerja yang sebenarnya terjadi. Pengukuran kinerja dapat bersifat objektif yang berarti 
pengukuran dapat diterima dan diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan 
bersifat kuantitatif dan dapat bersifat subjektif yang berarti pengukuran tersebut dilakukan 
berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi dari orang yang melakukan penilaian. 
Pengukuran subjektif ini sifatnya sulit untuk diverifikasi oleh orang lain.  
Menurut Belarmino (2013:62-63) pengukuran kinerja atau penilaian kinerja 
memiliki manfaat bagi suatu perusahaan atau organisasi antara lain sebagai bentuk evaluasi 
antar individu dalam suatu organisasi, sarana pengembangan diri dari setiap individu, 








1. Evaluasi antar individu dalam organisasi 
Tujuan dari adanya pengukuran atau penilaian kinerja adalah untuk menilai kinerja 
individu dalam organisasi guna menentukan jumlah dan jenis kompensasi yang 
merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi. 
2. Pengembangan diri dari setiap individu dalam organisasi 
Tujuan dari penilaian kinerja dalam hal pengembangan diri adalah sebagai bentuk 
pengembangan dari karyawan yang memiliki kinerja yang rendah dan memerlukan 
pengembangan yang baik melalui pendidikan formal dan pelatihan. 
3. Pemeliharaan sistem 
Di dalam suatu organisasi terdapat sub sistem yang saling berkaitan antara satu dengan 
yang lainya sehingga perlu untuk dipelihara dengan baik. 
4. Dokumentasi 
Penilaian kinerja akan memberikan manfaat sebagai dasar dari tindak lanjut dalam 
posisi pekerjaan karyawan di masa mendatang yang berhubungan dengan pengambilan 
keputusan. 
Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga hal diantaranya adalah: 
1. Untuk membantu memperbaiki kinerja perusahaan dimana ukuran kinerja dapat 
dijadikan sebagai alat untuk membantu perusahaan menjadi fokus pada tujuan dan 
sasaran program unit kerja yang nantinya akan dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuanya.  
2. Ukuran kinerja suatu perusahaan atau organiasi digunakan untuk mengalokasikan 
sumber daya dan pembuatan keputusan. 
3. Ukuran kinerja suatu perusahaan atau organisasi dimaksudnkan untuk mewujudkan 







2.5 Akuntabilitas Kinerja 
Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentag Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan 
perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan 
oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur 
dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah 
yang disusun secara periodik. Akuntabilitas pelayanan publik secara luas didefinisikan 
sebagai bentuk pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi 
konsumen pelayanan. 
Penilaian kinerja merupakan sebuah kegiatan yang digunakan untuk mengukur 
keberhasilan sutu organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya. Pengukuran kinerja sektor 
publik menurut Mardiasmo (2009:2) dinilai merupakan hal sangat penting guna menilai 
akuntabilitas organisasi dan manajer dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang 
lebih baik. Pernyataan tersebut didukung oleh pemahaman bahwa pengukuran kinerja sektor 
publik bermanfaat untuk membatu manajer pada unit kerja untuk memonitor kinerjanya dan 
fokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Dalam 
konteks pemerintahan, konsep akuntabilitas sudah tidak asing seiring dengan disusunya 
Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map tersebut mengamanatkan tiga sasaran utama 
reformasi Birokrasi diantaranya yaitu: 
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. 
2. Birokrasi yang efektif dan efisien. 
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. 
Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik 






ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban 
pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendyagunaan Aparatur Negara 
Nomor.KEP/26/M.PAN/2/2004, 24 Februari 2004, tentang petunjuk teknis transparansi dan 
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebagai berikut:  
1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 
a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang 
antara lain meliputi tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, 
kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan 
atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan. 
b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji 
pelayanan publik yang telah ditetapkan. 
c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik 
kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi 
pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus 
dilakukan upaya perbaikan. 
d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus 
diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan. 
e. Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan secara berkala 
sesuai mekanisme yang berlaku. 
f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan 
publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. 
2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik 
a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 






b. Pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan penyimpangan biaya pelayanan 
publik harus ditangani oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan dari 
pejabat yang berwenang. 
3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik 
a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 
dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan 
b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan 
c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah. 
Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus didasari oleh prinsip-prinsip diantaranya 
adalah: 
1. Adanya komitmen dari pemimpin dan keseluruhan staf dari instansi yang 
bersangkutan 
2. Didasari oleh suatu sistem yang nantinya akan dapat menjamin penggunaan dari 
sumber-sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perudang-undangan 
yang berlaku. 
3. Menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 
4. Berorientiasa pada prencapaian visi, misi, tujuan, serta hasil dan mafaat yang 
diperoleh. 
5. Jujur, objektif, akurat, dan trransparan 
6. Menyajikan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam proses pecapaian sasaran dan 






Selain prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas, dalam rangka penyelenggaraan 
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih efektif maka sangat diperlukan 
komitmen yang kuat dari organisasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pada 
bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas 
sebagai suatu instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan jika jika telah melewati 
proses yang hanya dapat dicapai dengan upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh 
dan berkelanjutkan. Akuntabilitas tidak hanya memberikan pernyataan yang bersifat 
finansial kepada suatu otoritas atau Lembaga yang lebih tinggi namun juga merupakan 
sumber pengetahuan yang terbuka. Partisipasi dan kesadaran penduduk sangat dibutuhkan 
dalam proses mencapai keberhasilan akuntabilitas. Semakin besar patrisipasi penduduk dan 
penerima layanan maka akan semakin besar pula akuntabilitas pejabat publik. Pada 
hakikatnya akuntabilitas merupakan proses dialog antara pihak pejabat publik dan 
penerima layanan, oleh karena itu pemahaman dari penerima layanan dinilai sangat 
penting. 
Di Indonesia, bentuk kewajiban instansi pemerintah untuk melaksanakan sistem 
akuntabilits kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dari 
pelaksanaan misi organisasi dalam pencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisis 
pencapaian dari akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi terhadap 
kinerja yang diberikan oleh pemerintah baik dari segi proses pembuatan maupun dari segi 
hasil. Keserasian dan keseimbangan yang terlihat dari akuntabilitas kinerja tersebut 
merupakan hal yang harus dipertimbangkan bagi pihak penyelenggara pelayanan publik 






2.6 Pelayanan Publik 
2.6.1 Definisi Pelayanan Publik 
Istilah pelayanan dalam bahsa inggris berasal dari kata “service”. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (2012:394), menjelaskan bahwa pelayanan merupakan perihal atau 
cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan berupa 
uang, jasa serta kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 
Sedangkan menurut Moenir (2015:16-17) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan 
suatu peroses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Pelayanan 
memiliki arti penting dalam kehidupan karena setiap manusia membutuhkan kegiatan 
pelayanan dari manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sejalan 
dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sinambela (2006:3) yang menjelaskan bahwa 
pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, dan secara ekstrim dapat dikatakan 
bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia. 
Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris “public” yang memiliki makna umum, 
masyarakat, dan negara. Kata publik telah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi 
Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menjelaskan bahwa 
pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik yang dimaksudkan sebagai suatu upaya dalam rangka 
memenuhi kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Menurut Inu Kencana Syafi’ie (1999:18) mendefinisikan bahwa 
pelayanan publik merupakan sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, 
harapan, perasaan, sikap dan tindakan yang baik dan benar berdasarkan nilai dan norma 
yang mereka miliki. Adapun definisi pelayanan publik menurut Ratminto dan Atik (2005:5) 






dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Aktivitas tersebut dapat 
dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan.  
Berdasarkan beberapa definisi mengenai pelayanan publik yang telah dikemukakan 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk aktivitas 
pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan 
(masyarakat) berdasarkan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
2.6.2 Prinsip Pelayanan Publik 
Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara Negara atau 
pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang 
dibangun oleh pemerintah, badan usaha atau satuan badan hukum yang bekerjasama untuk 
melaksanaan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dalam proses kegiatan 
penyelenggaraan pelayanan terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan guna 
mendukung dan mewujudkan kegiatan pelayanan semakasimal mungkin kepada 
masyarakat. Adapun prinsip pelayanan publik yang tertuang dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu sebagai berikut: 
1. Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan publik sifatnya tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 
dilaksanakan. 
2. Kejelasan 
Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja maupun pejabat yang 
berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan atau persoalan dan sengketa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, rincian 







3. Kepastian waktu 
Penyelenggaraan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan 
4. Akurasi 
Produk / hasil dari pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 
5. Keamanan 
Proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman dan memiliki 
kepastian hukum. 
6. Tanggung jawab 
Pimpinan pelaksana pelayanan publik atau pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik. 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan instrument pendukung lainya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. 
8. Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi dan sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 
masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan 
Pemberi pelayanan harus menerapkan sikap disiplin, sopan, santun, ramah, dan 
memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
10. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, 







Sedangkan menurut Batinggi dan Ahmad (2013:54-55) menemukakan bahwa dalam 
upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas perlu diterapkan prinsip-prinsip 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Sebelum segala sesuatu dimulai, proses, dan prosedur harus ditetapkan lebih awal. 
2. Proses dan prosedur harus diketahui oleh semua orang yang terlibat, tidak boleh 
membingungkan, dan mengungang interpretasi ganda. 
3. Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam sistem, yang artinya orang-orang 
bekerja mengikuti sistem, satu mata rantai yang pada akhirnya membuahkan hasil. Jika 
sistem itu baik maka kecil kemungkinan kesalahan akan terjadi. 
4. Peninjauan kualitas oleh pihak eksekutif perlu dilakukan secara perodik, dalam arti 
perlu diadakan penyempurnaan dari prosedur jika dipandang perlu dengan 
memperhatikan selera pihak yang dilayani. 
5. Kualitas pelayanan dapat dicapai apabila para pemimpin organisasi dapat menciptakan 
iklim budaya organisasi yang memusatkan perhatian secara konsisten pada peningkatan 
kualitas dan mampu menyempurnakan secara berkala. 
6. Kualitas memiliki makna memenuhi keinginan, kebutuhan, dan selera konsumen. 
7. Kualitas menuntut sistem kerjasama yang erat. Setiap orang dalam sutu organisasi 
sudah seharusnya memandang orang lain sebagai rekannya yang dapat dilihat dan 
dihargai sebagai bagian dari penentu berhasilnya ia dalam melakukan suatu kewajiban. 
Prinsip dari pelayanan publik yang telah dijabarkan diatas merupakan sebuah 
pedoman yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan juga berfungsi sebagai indikator dalam 
penilaian serta evaluasi kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya 
prinsip-prinsip yang yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pelayanan publik, 






kebutuhan dan mendapatkan hasil yang maksimal dengan proses yang tidak menyulitkan 
masyarakat. 
2.6.3 Bentuk Pelayanan Publik 
 Moenir (2006:190) membedakan bentuk pelayanan publik menjadi 3 macam, 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Layanan dengan lisan 
Layanan dengan lisan dilakukan oleh para petugas di bidang hubungan masyarakat, 
bidang layanan informasi dan bidang lain yang ditugaskan untuk memberikan 
penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. 
Untuk mencapai keberhasilan layanan degan lisan yang sesuai dengan harapan, maka 
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana layanan, diantaranya adalah: 
a. Memahami hal-hal yang termasuk dalam bidang tugasnya. 
b. Mampu memberikan penjelasan terhadap sesuatu secara lancar, singkat, padat, dan 
jelas. 
c. Memiliki sikap sopan, santun, dan ramah. 
2. Layanan dengan tulisan 
Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam segi 
jumlah dan peran dalam proses pelaksanaan tugas terlebih sistem layanan saat ini 
menggunakan sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan. Layanan ini dinilai 
cukup efisien terutama untuk layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan dengan 
tulisan terbagi menjadi 2 bagian yaitu: 
a. Layanan berupa petunjuk dan informasi yang ditujukan untuk orang-orang yang 
berkepentingan supaya memudahkan mereka untuk berurusan dengan instansi 







3. Layanan dengan perbuatan 
Layanan dengan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan lisan. Layanan dengan 
perbuatan 70-80% dilakukan oleh petugas pada tingkat menengah dan bawah. Oleh 
karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas sangat menentukan hasil dari 
perbuatan dan pekerjaan. Tujuan utama dari orang yang berkepentingan adalah untuk 
mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan hanya 
sekedar pelayanan dalam bentuk penjelasan dan kesanggupan secara lisan. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 
2002 mengelompokan tiga jenis pelayanan dari instansi serta BUMN dan BUMD. 
Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dan 
produk pelayanan yang dihasilkan. Ketiga jenis pelayanan tersebut diantaranya adalah: 
1. Pelayanan administratif 
Merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, 
penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan bentuk kegiatan tata usaha lainya 
yang secara keseluruhan menghasilkan produk lahir berupa dokumen seperti ijin, 
sertifikat, rekomendasi, keterangan, dan lain-lain yang contohnya berupa pelayanan 
sertifikat tanah, pelayanan administrasi kependudukan, IMB. 
2. Pelayanan barang 
Merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan 
penyediaan dan pengolahan bahan berwujud fisik dari distribusi dan penyampaianya 
kepada konsumen dalam suatu sistem. Kegiatan pelayanan ini menghasilkan produk 
akhir berwujud benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi para 








3. Pelayanan jasa 
Merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan 
prasarana serta penunjangnya. Produk akhir dari pelayanan ini berupa jasa yang 
mendatangkan manfaat bagi penerimaya secara langsung dan habis terpakai dalam 
jangka waktu tertentu. Contoh produk dari pelayanan jasa diantaranya adalah pelayanan 
angkutan darat, laut, dan udara, layanan pos, perbankan, kesehatan, dan pemadam 
kebakaran. 
2.6.4 Unsur Pelayanan Publik 
Menurut Bharata (2004:11) terdapat empat unsur penting dalam proses 
penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya adalah: 
1. Penyedia layanan 
Merupakan pihak yang memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen berupa 
layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang dan jasa. 
2. Penerima layanan 
Merupakan pihak yang disebut sebagai konsumen yang menerima berbagai jenis 
layanan dari pihak penyedia layanan 
3. Jenis layanan 
Merupakan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang 
membutuhkan layanan. 
4. Kepuasan pelanggan 
Dalam memberikan layanan, penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama 
pelayanan yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan unsur yang 
sangat penting karena tingkat kepuasan yang diterima oleh pelanggan akan berkaitan 






Dengan demikian, pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan 
publik sebagai regulator atau pembuat peraturan harus mengubah pola pikir dan kerjanya 
untuk disesuaikan dengan tujuan pemberian otonmi daerah yaitu memberikan dan 
meningkatkan pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan secara maksimal 
kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik pada 
proses penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah harus dapat memberikan 
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik 
secara merata tanpa terkecuali berdasrkan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan keadilan. 
2.6.5    Kualitas Pelayanan Publik 
Kualitas pelayanan merupakan sebuah komponen penting yang harus diperhatikan 
dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Istilah kualitas pelayanan publik sendiri 
tidak dapat dipisahkan dari presepsi mengenai kualitas pelayanan. Menurut Sampara 
dalam Herdiansyah (2011:35), kualitas pelayanan merupakan bentuk pelayanan yang 
diberikan kepada konsumen sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam 
rangka memberikan layanan sebagai sebuah pembakuan pelayanan yang baik. Adapun 
definisi kualitas pelayanan publik menurut Ibrahim dalam Herdiansyah (2011:40) 
mengemukakan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan sebuah kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian dari 
kualitas tersebut ditentukan pada saat proses penyelenggaraan pelayanan publik. 
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik 
merupakan bentuk totalitas pelayanan yang diselenggarakan oleh aparatur negara secara 
maksimal dalam menyediakan suatu produk atau jasa berdasarkan kesesuaian yang telah 
ditetapkan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. 
Untuk dapat menilai sejauh mana mutu kualitas pelayanan publik yang diberikan 






apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Untuk 
mengukur kualitas pelayanan publik menggunakan lima dimensi menurut Parasuraman, 
Zeithaml, dan Berry (1988:2) diantaranya adalah: 
1. Tangibles 
Tangibles atau bukti fisik diartikan sebagai kemampuan penyedia layanan dalam 
menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 
sarana prasarana fisik merupakan sebuah bukti nyata yang diberikan oleh pemberi 
jasa. Bukti fisik ini berupa fasilitas fisik (gedung), peralatan, personil, materi 
komunikasi dan teknologi (peralatan dan perlengkapan yang digunakan). 
2. Reliability 
Reability atau keandalan merukapan kemampuan unit layanan untuk memberikan 
pelayanan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 
Dalam hal ini pemberian pelayanan harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 
berarti kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, sikap simpatik, dan 
akurasi tinggi.  
3. Responsiveness 
Responsiveness atau ketanggapan merupakan sebuah kemauan untuk memberikan 
pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan dengan 
mengutamakan penyampaian informasi yang jelas. 
4. Assurance 
Assurance atau jaminan dan kepastian merupakan bentuk pengetahuan, sopan santun, 
dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai penyedia layanan untuk menumbuhkan 
rasa percaya dari pelanggan terhadap pihak penyedia layanan. Komponen dari 








Merupakan bentuk usaha untuk mengetahui dan mengerti kebutuhan pelanggan secara 
individual. 
Kualitas pelayanan publik digambarkan sebagai suatu kegiatan pelayanan yang 
dilakukan oleh pemerintah penyedia layanan untuk memasarkan atau mendistribusikan 
produk dengan mengutamakan kepuasan dan harapan masyarakat sebagai penerima 
layanan sesuai dengan standar pelayanan dan asas-asas pelayanan publik yang berlaku. 
Kualitas pelayanan publik dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi dari 
masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap pelayanan yang sesungguhnya mereka 
inginkan. Apabila pada penyelenggaraan pemberian pelayanan sudah dapat diterima 
dengan baik oleh masyarakat dan sesuai dengan harapan atau keinginan masyarakat, maka 
pelayanan tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan memuaskan.  
2.6.6  Kinerja Pelayanan Publik 
 Definisi kinerja yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2003:147-148) 
menyatakan bahwa arti performance atau kinerja dapat disimpulkan sebagai 
“performance” yang merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang besangkutan secara 
legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja pelayanan 
publik didefinisikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / aktivitas / 
program yang ditentukan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang 
telah ditetapkan oleh suatu organisasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat berupa penyelenggaraan pelayanan publik.  
Kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrat merupakan suatu hal 






memberikan suatu kejelasan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap lembaga 
pemerintah. Konsep kinerja pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah merujuk 
pada konsep pelayanan prima. Keberhasilan pemerintah dalam membangun kinerja 
pelayanan publik secara efektif, efisien, professional dan akuntabel pada akhirnya akan 
berdampak pada kualitas kinerja pemerintah di mata masyarakatnya. Menurut Mardiasmo 
(2001:121), konsep penukuran kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
organisasi sektor publik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas 
berdasarkan prinsip pelayanan publik memiliki tiga tujuan yaitu untuk memperbaiki 
kinerja pemerintah agar kegiatan pemerintah terfokus pada sasaran dan program unit kerja, 
pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban 
publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 
2.6.7 Akuntabilitas Pelayanan Publik 
Akuntabilitas pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu ukuran yang 
menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah sudah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan 
masyarakat dan menitikberatkan pada apakah pelayanan publik tersebut mampu 
mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya secara keseluruhan. Akuntabilitas 
pelayanan publik juga digambarkan sebagai suatu derajat yang menunjukan besarnya 
tangung jawab yang dimiliki aparat terkait kebijakan maupun proses pelayanan yang 
dilaksanakan oleh aparat birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini terdapat dua bentuk 
akuntabilitas, diantaranya adalah: 
1. Akuntabilitas eksplisit 
Akuntabilitas eksplisit atau answerability merupakan bentuk pertanggungjawaban 
seorang pejabat atau pegawai pemerintahan dalam menanggung konsekuensi dari cara 






2. Akuntabilitas implisit 
Akuntabilitas implisit memiliki makna bahwa setiap pejabat atau pegawai 
pemerintahan secara implisit bertanggungjawab terhadap tindakan, kebijakan, dan 
proses pelayanan publik yang dilaksanakan. 
Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas merupakan suatu ukuran yang 
menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan nilai 
dan norma eksternal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau yang dimiliki oleh 
stakeholder. Akuntabilitas publik menurut Dwiyanto (2008:51) menunjuk pada seberapa 
besar kebijakan dan kegiatan publik tunduk pada para pejabat politik yang telah dipilih 
oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat 
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tersebut konsisten dengan 
kehendak masyarakat banyak. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan salah satu tolak 
ukur terhadap keberhasilan kinerja pelayanan publik. Suatu kegiatan organisasi publik 
memiliki akuntabilitas yang tinggi jika telah mampu melaksanakan kegiatanya secara 
benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.  
Untuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik menurut Komorotomo 
(2005:119-121) terdapat rumusan strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan publik yang harus dilakukan dalam birokrasi tersebut secara mandiri. 
Rumusan strategis ini diantaranya adalah: 
1.    Mengkikis budaya paternalistik 
Upaya untuk menghilangkan budaya paternalistik merupakan langkah yang harus 
dilakukan. Hal ini dikarenakan selama ini birokrasi di Indonesia sudah diindoktrinasi 
oleh kultur birokrasi yang mengarahkan aparat birokrasi untuk selalu melihat keatas 






merasa tidak perlu bertanggungjawab kepada publik melainkan hanya 
bertanggungjwaban pada atasan. 
2.    Menegakan kriteria efektivitas dan efisiensi 
Efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik merupakan salah satu 
indikator yang menentukan keberhasilan dari berjalan atau tidaknya akuntabilitas 
pelayanan publik. 
3. Merampingkan struktur dan memperkaya fungsi 
Merapihkan struktur dan memperkaya fungsi merupakan hal yang harus dilakukan 
dalam menciptakan akuntabilitas pelayanan public dengan melakukan pelayanan satu 
atap yang disebut pelayanan unit terpadu. Dengan merapihkan struktur dan 
memperkaya fungsi sistem birokasi maka akan menciptakan efisiensi dan efektivitas 
birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
4. Mengakomodasi kritik dari publik 
Untuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik maka dibutuhkan peran 
partisipatif dari masyarakat dalam menilai pelayanan dan peran aspiratif birokrasi 
dalam menampung kritikan dari masyarakat yang berguna sebgai bahan evaluasi 
untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan publik apakah sudah sesuai 
dengan harapan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. 
5. Memupuk semangat kerjasama dan mengutamakan sinergi 
Dalam memberikan pelayanan publik, birokrasi harus berprinsip kepada visi dan misi 
dari birokrasi itu sendiri dimana sebagai penyelenggara pelayanan public dan sebagai 









6. Orientasi kepada pelayanan pengguna jasa 
Pelayanan publik yang akuntabel merupakan pelayana yang mengacu pada kepuasan 
pengguna jasa yaitu masyarakat atau publik dimana orienrasi aparat birokrasi adalah 
bagaimana memuaskan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
7. Membudayakan delegasi kewenangan dan diskresi yang bertangungjawab 
2.7 Elektronik KTP 
Permulaan awal dari KTP Elektronik dan KTP berlaku seumur hidup adalah 
dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa 
Kartu Tanda Kependudukan Elektronik yang selanjutnya disingkat E-KTP adalah Kartu 
Tanda Penduduk yang dilengkapi oleh Cip yang merupakan identitas resmi penduduk 
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten / kota. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang 
Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki ijin tinggal tetap yang sudah 
menginjak usia 17 tahun / telah kawin / sudah pernah kawin diwajibkan untuk memiliki 
E-KTP yang berlaku secara Nasional sebagai SIN (Single Identity Number). 
Penjelasan dari Undang-Undang Repuublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan menjelaskan bahwa dengan penerapan KTP elektronik maka masa 
pemberlakuan KTP elektronik yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku lilma 
tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak terdapat perubahan atas elemen data 
Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar dapat 






diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan 
keuangan negara setiap lima tahunnya. 
Menurut Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 pasal 10 A, Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan cip berisi rekaman 
elektronik dan berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut, Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
merupakan: 
1. Identitas resmi bukti domisili penduduk. 
2. Bukti dari penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berhubungan dengan 
administrasi pemerintah. 
3. Bukti dari penduduk untuk kepentingan pengurusan pelayanan publik pada instansi 
pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan 
dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, 
asuransi, perpajakan, dan pertahanan (Pasal 10B ayat 1). 
Pemanfaatan data kependudukan dan E-KTP adalah diantaranya sebagai berikut: 
1. Untuk mengukung suksesnya pemilu pada tahun 2014 dan pilkada berikutnya melalui 
peningkatan akurasi data sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih (DAK2 dan 
DP4) 
2. E-KTP dapat dimanfaatkan secara langsung untuk menggunakan hak pilih dalam 
pemilu dan pilkada 
3. Untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintah dan pelayanan publik bagi 
penduduk dalam skala nasional. 
4. Untuk meningkatkan keamanan negara antara lain sebagai bentuk pencegahan 






5. E-KTP berlaku secara nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres No. 67 
Tahun 2016. 
Sejak awal Mei hingga akhir tahun 2012, pelayanan pembuatan E-KTP di 
Indonesia diselenggarakan dengan dua pelayanan secara parallel yaitu pelayanan regular 
di 197 di Kabupaten / Kota dan pelayanan massal di 300 Kabuapten / Kota dengan target 
sebanyak 168 juta penduduk wajib KTP. Proyek pembuatan E-KTP dilatarbelakangi oleh 
kelemahan sistem pembuatan KTP yang masih bersifat konvensional di Indonesia. Dengan 
keadaan tersebut dapat memungkinkan sesorang untuk melakukan tindak kecurangan 
deperti praktik pemalsuan KTP dan memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini dikarenakan 
belum terdapat sistem basis data terpadu yang mampu menghimpun data penduduk dari 
seluruh Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut pada akhirnya memberikan peluang bagi 
penduduk yang ingin berbuat kecurangan terhadap Negara dengan cara menduplikasikan 
KTP-nya. 
Program pembuatan E-KTP merupakan proyek Nasional yang memakan jumlah 
biaya yang besar. Pelaksanaan pembuatan E-KTP diperlukan adanya komitmen dan 
kerjasama yang kuat antar berbagai sektor, pada tingkat pusat diperlukan adanya kerja 
sama yang baik antar Lembaga seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Departemen dalam negeri, Badan Penggajian dan Penerapan teknologi, Kementerian 
Komunikasi dan Informasi, Kepolisian, Lembaga Imigrasi, dan lain-lain. Sedangkan pada 
tingkat daerah diperlukan kerja sama anatara Lembaga seperti Bupati / Wali Kota, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kominfo dan telematika, Camat, RT / RW. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 dijelaskan 
mengenai tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk untuk WNI, adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota membuat dan 






2. Camat atau nama lain kemudian akan menandatangani surat panggilan penduduk 
berdasarkan daftar yang dimaksud pada poin pertama. 
3. Petugas di kecamatan atau nama lain melalui kepala desa / lurah / nama lain akan 
menyampaikan surat panggilan sebagaimana yang dimaksud pada poin ke dua kepada 
penduduk berdasarkan daftar Penduduk WNI wajib KTP. 
4. Penduduk yang telah menerima surat panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam 
poin ke dua kemudian menandatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan 
membawa surat panggilan beserta KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP. 
5. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik kemudian melakukan verifikasi data 
penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik. 
6. Petugas operator akan melakukan pengambilan dan perekama pas photo, tanda tangan, 
dan sidik jari penduduk. 
7. Petugas kemudian membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP 
Elektronik pada surat panggilan penduduk. 
8. Surat panggilan penduduk sebagaimana yang dimaksud pada poin ke tujuh berguna 
sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekama pas photo, tanda 
tangan, dan sidik jari penduduk. 
9. Petugas operator kemudian melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk ke 
dalam database di tempat pelaynan KTP Elektronik 
10. Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke 
server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam 
Negeri. 








12. Hasil identifikasi sidik jari Penduduk apabila: 
a. Identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik 
b. Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik 
13. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil melaukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi ke dalam 
blanko KTP Elektronik. 
14. Setelah dilakukan personalisasi, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat 
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota untuk diteruskan ke 
tempat pelayanan KTP Elektronik. 
15. Petugas yang bertempat di pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan 
melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk dengan perbandingan 
1:1. 
16. Hasil verifikasi sidik jari penduduk apabila: 
a. Datanya sama, maka KTP Elektronik akan diberikan kepada penduduk. 
b. Datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk. 
17.  Dalam hal datanya tidak sama, petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik 
mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / kota untuk dimusnahkan. 
a. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan 
penduduk. 
b. Database kependudukan dikonsolidasikan dan disimpan dalam database 
Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. 
Pemberlakuan E-KTP ditujukan sebagai upaya untuk menertibkan administrasi 






jelas dan benar oleh Negara. Prosedur proses pembuatan E-KTP pada hakikatnya sama 
dengan pembuatan KTP sebelumnya, namun pada proses pembuatan E-KTP ini dilengkapi 
dengan proses pengambilan sidik jari dan scan retina mata. Proses ini bertujuan untuk 
mencipatakan data yang bersifat tunggal dalam arti setiap orang hanya dengan satu 
identitas (KTP). Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses pembuatan E-KTP 
adalah sebagai berikut: 
1. Proses pembacaan biodata: Entri Nomor KK dan NIK melalui Aplikasi SIAK. 
2. Pengambilan foto. 
3. Perekaman Tanda Tangan. 
4. Perekaman sidik jari 
5. Scan retina mata. 
Secara rinci, langkah-langkah dalam proses pembuatan E-KTP menurut Jurnal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: 
1. Penduduk datang ke tempat pelayanan E-KTP dengan membawa berkas berupa foto 
copy KK dan surat pengantar dari RT/RW setempat dan surat panggilan untuk 
membuat E-KTP dari pemerintah setempat. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil 
nomor antrean di loket yang telah disediakan dan menunggu hingga dipanggil oleh 
petugas yang bersangkutan. 
2. Petugas akan menentri data dan foto penduduk secara digital. Jika penduduk telah 
memiliki KTP sebelumnya, maka petugas akan melakukan verifikasi data 
kependudukan dengan database dan akan dipastikan bahwa penduduk tersebut hanya 
akan memiliki data tuggal. Jika penduduk belum pernah membuat KTP maka akan 






3. Selanjutnya, Penduduk akan melakukan pembubuhan tanda tangan, melakukan 
perekaman sidik jari pada alat perekaman sidik jari, dan melakukan scan retina mata 
pada alat yang telah disediakan. 
4. Pada tahap ini sebenarnya proses pembuatan E-KTP sudah selesai, selanjutnya 
petugas berwenang akan menandatanganidan memberikan stempel resmi pada surat 
panggilan. 
5. Pada tahap terakhir, proses pencetakan E-KTP akan berlangsung selama 2 minggu 








3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan 
akurat mengenai fakta-fakta yang didapatkan sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian. 
Saryono (2010:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 
digunakan untuk menggambarkan, menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas dan 
keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, dan digambarkan 
melalui pendekatan kuantitatif. Pada dasarnya penelitian kualitatif dirancang untuk 
memberikan pengalaman yang sebenarnya dan mengungkapkan makna sebagaimana yang 
terjadi di lapangan penelitian melalui bentuk interaksi langsung antara peneliti dan yang 
diteliti. Adapun Sugiyono (2012:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif 
merupakan penelitan yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik itu 
merupakan satu variabel atau lebih tanpa membuat suatu perbandingan atau 
menghubungkan satu variabel dengan variabel lainya. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian desktiptif dengan pendekatan 
kualitatif dimana dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan data yang didapat dari 
kutipan, wacana, dan teks lainya. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran dan data secara sistematis berfasarkan fakta-fakta yang didapatkan 
mengenai akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas 








3.2 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan objek yang menjadi pusat atau perhatian dari suatu 
permasalahan yang diteliti untuk mengungkapkan data yang dikumpulkan, diolah, dan di 
analisis dalam penelitian. Fokus penelitian bermanfaat sebagai pembatasan terhadap objek 
penelitian yang diangkat dan untuk memudahkan agar peneliti menjadi terfokus dan tidak 
terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan sehingga peneliti benar-benar 
mampu mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Sugiyono 
(2017:207) menyatakan bahwa pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada 
tingkat kepentingan, urgensi, dan reabilitas terhadap masalah yang akan dipecahkan. 
Menurut Moeleong (2000:62) fokus penelitian perlu ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan 
sebagai berikut: 
1. Untuk membatasi suatu bidang tertentu agar tidak meluas sehingga akan mempermudah 
peneliti dalam proses memilih metode pengumpulan data dan analisis data 
2. Untuk memilih data atau informasi yang sesuai untuk kemudian dianalisis dan data 
yang tidak relevan untuk disingkirkan. 
Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Proses dan pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP 
ditinjau dari Teori akuntabilitas kinerja berdasarkan dimensi yang dikemukakan oleh 
Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226-227) yang meliputi: 
a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran  
Akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan lain yang disyaratkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan 
jabatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dan praktik organisasi yang sehat 






b) Akuntabilitas Proses 
Akuntabilitas proses berhubungan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam 
melakukan pelayanan sudah sesuai berdasrkan ketentuan yang berlaku. 
Akuntabilitas proses terwujud melalui pemberian pelayanan yang cepat, 
responsive, dan murah biaya. 
c) Akuntabilitas Program 
Akuntabilitas program berhubungan berhubungan dengan pertimbangan apakah 
suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi publik dapat dicapai atau tidak 
dan apakah suatu organisasi telah mempertimbangan alternative program untuk 
memberikan hasil yang optimal. 
d) Akuntabilitas kebijakan 
Akuntabilitas kebijakan berhubungan dengan pertanggungjawaban Lembaga 
publik atas penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan kepada otoritas yang 
lebih tinggi diatasnya dan kepada masyarakat terkait tindakan, kebijakan, 
pelayanan yang diberikan. 
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pencapaian akuntabilitas kinerja 
pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
sipil Kota Tangerang Selatan. 
a) Faktor pendukung: 
1. Ketersediaan blanko E-KTP 
2. Sumber daya manusia yang kompeten 
3. Koordinasi yang baik antar pegawai 
b) Faktor Penghambat: 
1. Kurangnya sarana dan prasarana 






3. Rendahnya kedisiplinan pegawai 
3.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai 
data yang diperlukan dan merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Nasution 
(2003:43) mengemukakan bahwa lokasi penelitian merujuk pada pengertian lokasi sosial 
yang dicirikan dengan adanya tiga unsur diantaranya adalah pelaku, tempat, dan kegiatan 
yang diobservasi. Adapun situs penelitian dijelaskan sebagai letak yang sebenarnya dimana 
peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan data yang akurat, valid, serta benar-benar 
dibutuhkan yang berkaitan dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah lokasi dan situs penelitian dalam penelitian ini: 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ditunjukan untuk memilih lokasi dimana peneliti melaksanakan 
penelitian terhadap objek yang diteliti dalam mendapatkan data dan juga informasi yang 
dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi peneliltian adalah Kota 
Tangerang Selatan.  
2. Situs Penelitian 
Situs penelitian adalah tempat peneliti untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Situs 
penelitian bertujuan untuk mempermudah penetapan lokus agar sifatnya tidak meluas. 
Adapun situs penelitian ini yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan. Pemilihan situs ini didasari pada fakta bahwa Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan tempat penyedia layanan dan 
penerbitan data kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kota 








3.4 Sumber Data 
Terdapat dua jenis data dalam penelitian pada umumnya, yaitu data kualitatif dan 
data kuantitatif. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada data kualitatif yaitu data 
yang berbentuk kata-kata atau verbal untuk menggambarkan suatu fenomena dan fakta 
yang sedang diamati. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal 
yang mencakup hampir semua data non numerik. Dalam data kualitatif menggunakan kata-
kata untuk menggambarkan suatu fenomena dan fakta yang diamati dalam penelitian. 
Untuk memperoleh data kualitatif dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara, 
analisis dokumen, dan observasi. Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang 
bersumber dari lapangan penelitian. Sumber data primer diperoleh dari pihak terkait 
sebagai informan yang sesuai dengan objek penelitian melalui wawancara. Informan 
penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yaitu didasarkan pada 
pertimbangan bahwa informan penelitian tersebut dapat memberikan informasi dan 
data secara lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan wawancara kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada: 
a. Drs. H Dedi Budiawan, MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan) 
b. Heru Sudarmanto, S.I, MM (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk) 
c. Rendi Heryandi, SE, M. Si (Kepala Seksi SDM dan TIK) 
d. Fajar Bimantoro (Staff Bidang Pelayanan) 
e. Ibu Tuti (Masyarakat pengguna jasa) 






g. Ibu Dewi (Masyarakat Pengguna Jasa) 
1. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung 
memberikan data kepada peneliti yaitu melalui literatur, peraturan perundang-
undangan, media massa, dokumen, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian 
yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 
b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 
c. Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan Tahun 2016-2021 
d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
e. Undang-undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik 
Sumber data memiliki peran yang penting dalam suatu penelitian dan dapat 
dikatakan sebagai salah satu inti dari apa yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini 
dibedakan menjadi dua, yaitu manusia (human) dan bukan manusia. Sumber data manusia 
berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (key informant) dan data yang didapatkan 
dari informan berupa data lunak (soft data). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa 
dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian seperti foto, gambar, tulisan, maupun 
catatan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti. Data yang didapat 
melalui dokumen bersifat data keras (hard data). 







1. Narasumber (Informan) 
Pada penelitan kualitatif, posisi narasumber dikatakan sangat penting karena bukan 
hanya sekedar memberikan respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Oleh 
karena itu, narasumber disebut sebagai informan yaitu orang yang memberikan 
informasi, sumber informasi, sumber data atau dapat juga disebut sebagai subjek yang 
diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 
sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih dan menyeleksi informan didasarkan 
pada pertimbangan bahwa informan penelitian tersebut dapat memberikan informasi 
dan data secara lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian.  
2. Peristiwa / aktivitas 
Data atau informasi dapat juga diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau 
aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peristiwa digunakan oleh 
peneliti untuk mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena 
peneliti dapat menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah 
peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali (crosscheck) 
terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti. 
3. Dokumentasi 
Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berhubungan dengan suatu 
peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa catatan 
tertulis, gambar, rekaman, dan benda yang berkaitan dengan fokus penelitian. 
3.5 Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam metode 
penelitian yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:308) 
teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dan strategis dalam suatu 






Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka dalam 
rangka memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian, teknik pengumpulan data 
yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Observasi 
Menurut Nawawi dan Martini (1992:74) menjelaskan bahwa observasi merupakan 
proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematik terhadap suatu 
unsur yang tampak dalam gejala-gejala pada objek penelitian. Observasi juga dapat 
dipahami sebagai kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti 
yang bertujuan untuk menyempurnakan penelitian sehingga dapat mencapai hasil yang 
diinginkan secara maksimal. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap 
pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan dengan cara datang ke tempat kegiatan yang diamati 
namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Saat melakukan observasi, peneliti 
menggunakan alat penunjang yang meliputi catatan lapangan dan alat tulis untuk 
mencatat hal-hal penting yang didapat oleh peneliti di lapangan. Melalui observasi, 
peneliti mengetahui dan mengamati secara langsung mengenai akuntabilitas kinerja 
pelayanan publik dalam proses pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan proses komunikasi yang dilakukkan secara langsung antara 
peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan narasumber atau pihak yang 
berkaitan dengan objek penelitian sebagai pihak yang terwawancara (interviewee). 
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017:72) wawancara adalah pertemuan yang 
dilakukan oleh dua orang yang berhadapan secara fisik untuk bertukar infomasi maupun 






sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu yang bersangkutan. Teknik 
wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara baku terbuka. Jenis 
wawancara ini menggunakan seperangkat pertanyaan baku dimana urutan pertanyaan, 
kata-kata, dan cara penyajiannya sama untuk setiap responden. Peneliti memilih untuk 
menggunakan jenis wawancara baku terbuka dikarenakan dengan menggunanakan 
wawancara ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara lebih terarah dan 
mendapatkan hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data 
yaitu instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pegawai 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan kepada 
masyarakat pengguna jasa layanan pembuatan E-KTP. Pada penelitian ini wawancara 
dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari narasumber terkait proses 
dan pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menhimpun dan 
menganalisis dokumen-dokumen maupun arsip-arsip baik tertulis, gambar, maupun 
elektronik yang berhubungan terhadap objek penelitian yang nantinya akan sangat 
membantu jalannya proses penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi menurut 
Arikunto (2006:231) adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, buku, 
transkrip, majalah, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam 
hal ini, menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan hal-hal yang berupa 
catatan, buku, transkrip, dan bukti tertulis lainya yang memiliki kaitan terhadap 
akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas 







3.6  Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian menurut Sugiono (2006:102) menjelaskan bahwa instrumen 
penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur kejadian (variabel 
penelitian) baik alam maupun sosial yang sedang diamati. Instrumen atau alat penelitian 
juga merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data untuk 
memudahkan jalanya proses penelitian dan mendapatkan hasil yang lebih baik, dalam arti 
lain lebih lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti Sendiri 
Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan selain sebagai perencana, analisis, penafsir 
data dan pelapor hasil penelitian, peneliti juga memiliki peran sekaligus sebagai 
pengumpul data utama. 
2. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan 
wawancara sehingga dapat mempermudah jalannya proses wawancara agar lebih 
terstruktur, lancar, dan tidak ada pertanyaan yang tertinggal. 
3. Alat Tulis 
Berupa alat tulis dan buku catatan yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian baik 
dari hasil wawancara maupun hasil observasi. 
4. Alat Perekam 
Berupa kamera dan voice recorder yang digunakan oleh peneliti untuk merekam proses 
wawancara antara peneliti dan narasumber wawancara. Alat perekam digunakan agar 








3.7  Metode Keabsahan Data 
Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan 
metode pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut 
kriteria derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 
(dependability), dan kepastian (confirmability). Moleong dalam Hadi (2016:75) 
menyatakan bahwa dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan 
teknik pemeriksaan data yang nmeliputi perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan 
pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian status negatif, 
pengecekan anggota, dan uraian rinci. 
Penelitian ini menggunakan uji derajat kepercayaan (credibility) dalam menentukan 
keabsahan data melalui: 
1. Triangulasi 
Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi menurut Moleong dalam Hadi (2016:75) 
didefinisikan sebagai suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan 
cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Hal-
hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data yaitu sumber, metode, 
peneliti, dan teori. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Triangulasi Sumber Data, yang 
dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber data satu 
dengan sumber data yang lain untuk mendapatkan kredibilitas data. Triangulasi sumber 
data yang dimaksud oleh peneliti diuraikan dalam penyajian data. Dalam penelitian ini, 
peneliti melakukan pengecekan ulang dengan cara membandingkan data yang diperoleh 
dari berbagai sumber yang dihimpun antara April 2021 hingga Juni 2021 melalui 
observasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 
wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 






jasa, serta dokumentasi berupa laporan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari triangulasi sumber data ini adalah 
untuk memperoleh data yang kredibel. 
3.8 Metode Analisis 
Analisis data menurut Paton dalam Moleong (2001:103) adalah proses mengatur 
urutan data dan kemudian mengorganisasikanya ke dalam sebuah pola, kategori, dan uraian 
dasar. Berdasarkan definisi tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya 
kedudukan analisis data dalam suatu penelitian jika ditinjau dari segi tujuan penelitian. 
Prinsip pokok dari penelitian kualitatif adalah menemukan teori dan data. Dalam penelitian 
ini, penulis penggunakan analisas kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan analisis 
data untuk mendapatkan makna dari informasi dan data yang didapatkan. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan 
oleh Burhan Bungin (2003:70) adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan 
kebutuhan data penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data wawancara, 
dokumentasi, dan dokumen yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Pada tahap 
wawancara dilakukan dengan melaksanakan wawancara di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan telah disesuaikan dengan fokus penelitian. 
Dokumentas berupa gambar yang berguna untuk mendukung kebutuhan data penelitian 
dan sebagai bukti validitas dari peneliti. Sedangkan data berupa dokumen diperoleh 
sesuai dengan data penelitian yang bersumber dari dokumen resmi milik Dinas 








2. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data diartikan sebagai sebuah proses dari pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhadaan data yang dihasilkan dari catatan-catata tertulis di lapangan. Reduksi 
data juga merupakan proses pengggabungan segala bentuk data yang telah diperoleh 
dari berbagai hasil menjadi satu bentuk tulisan yang kemudian akan dianalisis. Pada 
tahap reduksi data ini, data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan masyarakat pengguna 
jasa kemudian dirangkum dengan tujuan untuk mempermudah dalam menyusun hasil 
penelitian. 
3. Display Data 
Display data merupakan proses pendeskripsian sekumpulan informasi secara tersusun 
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik 
dalam bentuk tabel maupun kalimat uraian. Penyajian data ini dibagi menjadi dua 
bagian yaitu gambaran umum dan penyajian data fokus penelitian. Gambaran umum 
berisikan menegnai gambaran terkait lokasi dan situs penelitian. Situs penelitian yaitu 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sedangkan 
penyajian data fokus penelitian menyajikan data yang telah direduksi berdasarkan fokus 
penelitian, penyajian yang dipaparkan berupa data dalam menjawab fokus peneliti di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang selatan yang telah ditelaah 
dan dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan 









4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification) 
Verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data 
kualitatif. Penegasan kesimpulan merupakan kegiatan interpretasi yang diartikan 
sebagai tahap menemukan makna data yang telah disajikan. Data yang telah dianalisis 
kemudian dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan fakta 
yang ada di lapangan, proses pemaknaan atau tahap untuk menjawab pertanyaan dalam 
penelitian ini kemudian hanya diambil intisari yang penting saja. Kesimpulan dalam 
analisis kualitatif mengacu pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan 
sebelumnya dan mengungkapkan “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. 
Setiap kegiatan yang ada dalam proses verifikasi dan penegasan kesimpulan dilakukan 
untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari 
berbagai sumber melalui penelitian lapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi, 
gambar, dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan 
dokumentasi. Pada tahap ini setelah proses penyajian data dilakukan, peneliti mnarik 
kesimpulan tentang akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Penarikan 
kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data berdasarkan pada teori yang telah 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan 
Kota Tangerang Selatan merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten. 
Kota ini terletak di 30 km sebelah barat Kota Jakarta dan 90 km sebelah tenggara Serang 
atau ibukota Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang 
dibentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Pembentukan daerah 
otonom baru tersebut yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang didasari 
dengan tujuan meingkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan dan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi 
daerah.  
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Tangerang Selatan 
 Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Banten, 
Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada 
tanggal 29 Oktober 2008. Kota Tangerang Selatan yang biasa disebut Tangsel meruakan 
pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pembentukan wilayah kota Tangerang Selatan 
sebagai Kota Otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk 
menyejahterakan masyarakatnya. Pada tahhun 2000, beberapa tokoh dari kecamatan-
kecamatan mulai menyebut Cipasera sebagai wilayah otonom namun warga merasa kurang 
diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan. 
 Pada tanggal 27 Desember 2006, DPRD Kabupaten Tangerang menyetujui 
pembentukan Kota Tangerang Selatan. Calon kota otonom ini terdiri dari tujuh kecamatan 






Pada tanggal 22 Januari 2007, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang yang dipimpin 
oleh Ketua DPRD, Endang Sujana menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat 
pemerintahan Tangerang Selatan secara aklamasi. Pada tahap selanjutnya, Komisi I DPRD 
Provinsi Banten membahas berkas usulan pembentukan Tangerang Selatan mulai 23 Maret 
2007. Pembahasan dilakukan setelah berkas usulan dan persyaratan pembentukan kota 
diserahkan Gubernur Banten yaitu Ratu Atut Chosiyah ke Dewan pada 22 Maret 2007. Pada 
tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan dana sebesar RP 20 Milyar 
untuk proses awal berdirinya Kota Tangerang Selatan. Kemudian Pemerintah Kabupaten 
Tangerang akan menyediakan dana secara bergilir sampai kota hasil pemekaran dapat 
berdiri secara mandiri. Pada akhirnya terbentuklah Kota Tangerang Selatan yang merupakan 
bagian dari Kota Tangerang.  









Gambar 4.1 Lambang Kota Tangerang Selatan 
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lambang_Kota_Tangerang_Selatan.svg 
  
 Lambang Kota Tangerang Selatan memiliki bentuk keseluruhan logo berbentuk 






luar bermakna pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian atas 
perisai tertulis dengan tulisasn “KOTA TANGERANG SELATAN” dengan warna merah 
dan putih. Pada bagian tengah perisai terdapat gambar bintang yang memiliki makna 
ketuhanan dan melambangkan bahwa masyarakat Kota Tangerang Selatan berkeyakinan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati sesama dan antar pemeluk agama 
dalam kehidupan bermasyarakat. 
 Rumah khas daerah dengan beranda tempat orang berkumpul melambangkan tempat 
atau wadah yang akan melahirkan satu tekad atau tujuan dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan agar dapat membawa kemajuan bagi masyarakat kota Tangerang Selatan. 
Setangkai padi dan bunga kapas padi dan kapas serta ikatan atau simpul memiliki makna 
kemakmuran dan kesejahteraan di setiap bidang kehidupan masyarakat dengan jumlah 
masing-masing yang mengandung arti yaitu, padi berjumlah 26 butir memiliki makna 
Tangerang Selatan secara resmi terbentuk pada bulan 11 atau bulan November sedangkan 
ikatan atau simpul yang berjumlah 8 mencerminkan Tangerang Selatan secara resmi 
terbentuk pada tahun 2008. 
 Pena dan buku melambangkan Pendidikan sebagai Lembaga dan sebagai proses 
mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern, dan religious. 
Bingkai segi lima merupakan simbol ideologi negara yaitu Pancasila. Selanjutnya tujuh trap 
pondasi melambangkan adanya tujuh wilayah kecamatan saat terbentuknya Kota Tangerang 
Selatan. Bingkai yang melingkar membentuk segi lima hamparan yang berwarna hijau 
kebiruan pada bagian bawah bingkai segi lima melambangkan hamparan kekayaan sumber 
daya air, baik sungai maupun situ, yang ada di Tangerang Selatan, sebagai salah satu sumber 
kekayaan alam yang memberi kehidupan bagi masyarakat Tangerang Selatan. Kemudian 
pita yang bertuliskan dengan slogan atau motto “CERDAS MODERN RELIGIUS” 






4.1.3 Motto, Visi dan Misi Kota Tangerang Selatan 
Kota Tangerang Selatan memiliki motto “CERDAS MODERN RELIGIUS”, yang 
merupakan sifat mulia yang menjadi tantangan dan harapan bagi semua pihak.  Masa depan 
benderang dalam konteks “Cerdas” menyangkut dunia pendidikan dengan segala aspek 
keterkaitanya yaitu infrastruktur fisik, perangkat lunak, rancang muatan kurikulum, sistem 
dan prosedur administrasi, serta kesejahteraan pegawai dan tenaga pendidiknya termasuk 
standar mutu peserta didik. Masa depan dalam konteks “Modern” menyangkut banyak 
faktor kehidupan yang satu sama lainya saling terkait. Seseorang atau sekelompok 
masyarakat dapat dikatakan modern jika sekelompok masyarakat tersebut memiliki tata 
karma kehidupan yang saling menghormati, beretika, dan berbudaya. Masa depan 
benderang dalam konteks “Religius” merupakan wujud puncak kesempurnaan kehidupan, 
manakala sekelompok orang atau mayoritas masyarakat sebuah wilah sudah mencapai pada 
fase kehidupan yang cerdas dan modern, maka sesungguhnya masyarakat tersebut juga 
dapat dikatakan sudah masuk pada fase religious. 
Visi dari kota Tangerang Selatan adalah “Terwujudnya Tangerang Selatan Kota 
Cerdas, Berkualitas, dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”. Sedangkan Misi 
Kota Tangerang Selatan adalah: 
1. Mengembangkan Sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing. 
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional. 
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan. 
4. Mengmbangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan. 





















Kota Tangerang Selatan secara geografis terletak di timur Provinsi Banten dengan 
titik koordinat 106°38’ – 106°47’ bujur timur dan 06°13’30” – 06°22’30” lintang selatan. 
Sedangkan secara administratif Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan, 49 
kelurahan dan 5 desa dengan luas wilayah 147,19 Km2 atau 14.719 Ha. Pada tahun 2017, 
Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan pengukuran delineasi atas peta rupa bumi, 
dihasilkan luas wilayah Kota Tangerang Selatan menjadi 16.485,47 hektar pada koordinat 
106º 38’- 106º47’ bujur timur dan 06º 13’30” - 06º 22’00” lintang selatan dengan batas 
wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang 
2. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta  
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok 
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang 
Berdasarkan perubahan luas tersebut, Kota Tangerang Selatan menetapkan 






15 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031. Kecamatan terluas di Kota Tangerang 
Selatan adalah Kecamatan Pondok Aren dengan luas 2.979,88 ha atau 18,08%, sedangkan 
kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 1.675,75 ha atau 10,17%. 
Deskripsi luas wilayah Kota Tangerang Selatan digambarkan pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.1 Luas kecamatan Kota Tangerang Selatan 
No Kecamatan 
Luas Wilayah 
(Hektar) UU 51/2008 
Luas Daerah (Hektar) 
Revisi RTRW 
Persentase 
1 Serpong 2.404 2.827,08 17,15% 
2 Serpong Utara 1.784 2.236,24 13,56% 
3 Ciputat 1.836 2.111,29 12,81% 
4 Ciputat Timur 1.543 1.781,53 10,81% 
5 Pamulang 2.682 2.873,70 17,43% 
6 Pondok Aren 2.988 2.979,88 18,08% 
7 Setu 1.480 1.657,75 10,17% 
Kota Tangerang Selatan 147,19 16,485,47 100,00% 
 
Sumber: Revisi RTRW Kota Tangerang Selatan, 2011-2031 Diakses pada 20 April 
2021 
 
4.1.5 Kondisi Penduduk 
Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 berdasarkan hasil 
registrasi sebanyak 1,3 juta. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 hingga tahun 
2019 sebesar 1,33%. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Pamulang yaitu 
sebanyak 293,6 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk paling rendah terdapat di kecamatan 
Setu yaitu sebanyak 79,4 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di 
kecamatan Serpong yaitu sebesar 3,25% kemudian diikuti kecamatan Setu sebesar 3,02% 
dan kecamatan Serpong Utara sebanyak 2,18%. Sementara kecamatan Ciputat Timur 













Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 





4.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki tugas 
pokok berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan yaitu menyelenggarakan 
urusan daerah yang berkenaan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai 
dengan kebijakan pemerintah yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kota Tangerang Selatan memiliki tugas fungsi yang 
dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 tahun 2016 tentang 
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan 






4.2.1 Visi dan Misi 
Visi 




Mengembangkan sumberdayamanusia yang handal dan berdaya saing 
2. Infrastrur 
Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional 
3. Layak huni 
Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan 
4. Ekonomi 
Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan 
5. Tata Kelola 
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi 
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 
Tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan inormasi administrasi kependudukan, 






2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan inormasi administrasi kependudukan, 
pemanfaatan data dan inovasi pelayanan 
3. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 
pemanfaatan data dan inovasi pelayanan  
4. Pengordinasian pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi 
pelayanan  
5. Pelaksanaan pelayanan pedaftaran penduduk 
6. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 
7. Pelaksanaan dan pengembangan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan 
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi dinas. 




















Gambar 4.4 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 






Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
berdasarkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang 
kependudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas 
Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi 
kependudukan. 
a. Penyusunan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan keuangan, 
perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara dan 
pengelolaan urusan ASN 
b. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasaama adaministrasi 
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi 
pelayanan administrasi kependudukan. 
c. Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan 
data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan. 
d. Pembinaan, koordinasi, pengendaian bidang administrasi kependudukan 
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 











Bertugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis 
yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga 
dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas, membawahi: 
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Mempunyai tugas melakukan urusan persurata, urusan tata usaha, kearsipan, 
administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik 
negara. 
b. Kepala Sub Bagian Keuangan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan 
keuangan, penatausahaan, akuntansi, verivikasi, dan pembukuan. 
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan 
anggaran. 
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, membawahi: 
a. Kepala Seksi Identitas Penduduk 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan, dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen 
pendaftaran penduduk. 
b. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 







c. Kepala Seksi Pendataan Penduduk 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan, dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk. 
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
kebijakan pelayanan pencatatan sipil, membawahi: 
a. Kepala Seksi Kelahiran 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran 
b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 
perkawinan dan perceraian. 
c. Kepala Seksi Perubahan Status Anak 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status 
kewarganegaraan, dan pencatatan kematian. 
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan 
Bertugas melaksanakan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, membawahi: 
a. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknKis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan dibidang 






b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknKis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi 
kependudukan. 
c. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknKis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian 
data kependudukan 
6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 
Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama 
administrasi kependudukan, dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, 
membawahi: 
a. Kepala Seksi Kerja Sama 
Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknKis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi 
kependudukan 
b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan  
Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan. 
c. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan  
Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 







4.2.4 Sumber Daya Manusia 
 Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan terklasifikasi berdasarkan jenis pendidikan baik formal maupun non-
formal, kepangkatan atau golongan, serta status kepegawaian. Dalam rangka 
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 94 (Sembilan puluh 
empat) orang yang terdiri dari 26 PNS dan 68 orang tenaga sukarela. Latar belakang 
Pendidikan baik yang PNS maupun tenaga sukarela bervariasi mulai dari SMA hingga 
Strata Dua (S2). Adapun rekapitulasi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan sesuai jabatan dan pedidikan dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Jabatan Struktural, Eselon Golongan dan Pendidikan Dinas Kependudukan 
















1 Eselon II/B 
Pembina Utama 
Muda -IV/c 
- - - 1 - 1  
2 Eselon III/A 
Pembina Tk. I-
IV/b 
- - - 1 - 1  
3 
Eselon III/B Pembina-IV/a - - - 3 - 4  
Eselon III/B Penata Tk. III/d - - 1 - - 1  
4 




- - 2 5 - 7  
 
Penata–III/c - - 1 1 - 2  
Penata Muda 
Tk. I-III/b 






- - 3 - - 3  
 Pengatur-II/c 2 - - - - 2  
6 Tenaga Sukarela 30 4 31 3 - 68  
Total Jumlah 32 4 39 19 - 94  
 
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 






4.3 Penyajian Data  
4.3.1 Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP Pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
Akuntabilitas merupakan salah satu aspek utama yang harus dipenuhi dalam 
pelaskanaan pelayanan publik. Akuntabilitas memiliki peran untuk melihat tingkat 
kesesuaian dan tolak ukur kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana 
yang telah dikemukakan oleh Dwiyanto (2002:55) Akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar 
tingkat kesesuaian dan ketepatan penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai atau norma 
eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder. Untuk dapat 
mengkaji lebih dalam mengenai akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam suatu bentuk 
pelayanan publik perlu diketahui indikator dan faktor penentu yang menjadi pendukung dan 
penghambat dalam proses pencapaian pelayanan yang akuntabel. Dengan adanya indikator 
dan faktor-faktor yang menjadi pendukung lainya kemudian menjadi acuan peneliti dalam 
melakukan analisis sesuai dengan teori akuntabilitas yang digunakan. 
 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan kewajiban dari 
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk memberikan 
pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakanya dalam pelaksanaan pembuatan 
E-KTP. Akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan akan dianalisis menggunakan Teori 
Akuntabilitas Kinerja dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226- 227) 
yang didalamnya terdiri dari empat dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, 






dimensi tersebut merupakan standar ukuran yang harus dipenuhi dalam 
mempertanggungjawabkan pelakasanaan pelayanan suatu program kepada masyarakat. 
4.3.1.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
 Akuntabilitas hukum dan kejujuran berhubungan dengan penghindaran dan 
penyalahgunaan jabatan serta kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 
pelaksanaan pelayanan. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum 
dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam menjalankan suatu organisasi 
sedangkan akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan 
jabatan serta pelaksanaan praktik organisasi yang sehat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. Dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan salah satu bentuk 
pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban terhadap sesama 
pegawai, pertanggungjawaban terhadap msyarakat, serta bertanggungjawab terhadap diri 
sendiri dengan taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai dinilai perlu untuk 
bertindak dan berperilaku sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang 
melandasi bidang pekerjaan. Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi 
landasan dan acuan bidang pekerjaan pegawai dalam memberikan pelayanan pembuatan E-
KTP kepada masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan diantaranya adalah: 
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 







2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan. 
Peraturan perundang-undangan diatas merupakan peraturan yang dijadikan sebagai 
pedoman dan acuan bagi para peagawai dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing 
pegawai yang melayani masyarakat. Dalam mewujudkan akuntabilitas kejujuran yang 
berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan serta pelaksanaan praktik 
organisasi yang sehat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
memiliki maklumat dan janji pelayanan yang dapat dilihat pada laman resmi 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Adapun maklumat pelayanan tersebut berisi: 
“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar 
pelayanan yang telah ditetapkan dan melaksanakan sesuai standar internasional dan 
senantiasa melakukan perbaikan terus menerus demi tercapainya kepuasan masyarakat 
pengguna pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang 
Selatan. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
 
Adapun janji pelayanan tersebut berisi: 
1. Memberikan pelayanan sesuai persyaratan dan prosedur pelayanan berdasarkan ketentuan 
yang berlaku 
2. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 
3. Mayarakat dapat mengajukan keluhan/keberatan apabila pelayanan yang diterima tidak 






4. Masyarakat akan mendapat jawaban resmi dari petugas 
5. Memberikan informasi pelayanan dan memproses penyelesaian dokumen kependudukan 
dan pencatatan sipil Kota Tangerang Selatan 
Adanya peraturan perundang-undangan, serta maklumat dan janji pelayanan tersebut 
perlu ditaati dan dipatuhi. Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengatakan bahwa: 
“Tanggungjawab kita sebagai pegawai itu berat dalam arti kepatuhan terhadap hukum 
dan perundang-undangan, ini artinya adalah apa yang sudah menjadi dasar proses yang 
dilakukan akan mengandung efek hukum. Jadi kami sudah tegaskan melalui maklumat 
dan janji pelayanan yang bisa dilihat di website, dan juga kami sudah menandatangani 
pakta integritas bahwa apapun yang terjadi akan berakibat hukum. Kita sudah 
komitmen dan mungkin inilah yang membedakan kita dengan pegawai yang lain.” 
(Hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada 
tanggal 26 April 2020 Pukul 13.25 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
 Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Rendi selaku Kepala Seksi SDM dan TIK 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Pegawai sudah mentaati peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman 
dalam melakukan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Acuan teman-teman disini juga harus sesuai dengan SOP karena sistemnya kita buat 
sesuai SOP. Jadi ini untuk mengunci petugas dan teman-teman untuk tidak keluar jalur 
seperti dalam hal ini E-KTP tidak akan bisa tercetak jika tidak melakukan pendaftaran. 
Untuk saat ini pegawai tidak ada yang melakukan pelanggaran dan aman” (Hasil 
wawancara dengan Bapak Rendi selaku Kepala Seksi SDM dan TIK Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 
2020 Pukul 14.44 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan) 
 
 Berdasarkan kutipan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran 
Pelayanan dan Kepala Seksi SDM dan TIK, dapat dinyatakan bahwa para pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah memiliki kesadaran 






pembuatan E-KTP. Disamping itu bentuk ketaatan terhadap hukum berupa peraturan 
perundang-undangan yang berlaku juga didukung dengan ditetapkanya maklumat dan janji 
pelayanan yang tentunya harus dipatuhi sebagai satu bukti kesungguhan pemberi layanan 
publik. Maklumat dan janji pelayanan ini merupakan salah satu bentuk komitmen 
pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan secara penuh kepada masyarakat Selain 
itu, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk juga menegaskan bahwa setiap pegawai sudah 
menandatangani pakta integritas yang merupakan bentuk pernyataan atau janji kepada diri 
sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang 
dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak 
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejauh ini, Kepala Seksi SDM dan TIK 
menyatakan bahwa tidak ada pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan sehingga harus mendapatkan sanksi atau hukuman terkait pelayanan pembuatan E-
KTP. 
Adapun pernyataan mengenai kepatuhan pegawai seperti yang telah dikemukakan 
diatas diatas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga masyarakat 
pengguna jasa layanan yang meyatakan bahwa: 
“Menurut saya cukup bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan sudah 
sesuai dengan aturan kalau untuk kejujuranya ya sudah baik kan aturanya kita tidak 
dipungut biaya apapun jadi sudah sesuai” (Hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku 
Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP yang rusak, Pada 
tanggal 22 July 20201 pukul 13.15) 
 
“Kepatuhan para pegawai saya rasa sudah cukup baik ya bisa melayani kita sesuai 
sama prosedur yang memang seharusnya karena biasanya kan kalau ngurus apa-apa 
harus pake uang kalau disini pegawainya sudah sesuai jujur juga” (Hasil wawancara 
dengan Ibu Dewi selaku Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan 
E-KTP untuk pemula, Pada tanggal 22 July 20201 pukul 14.30) 
 
“Saya sih masyarakat melihatnya sudah bagus aja ketaatan dengan peraturanya asal 
tidak membebani masyarakat berarti sudah sesuai sama aturannya gitu. Untuk 






datang aja” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhadjirin selaku Masyarakat yang 
sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP untuk penggantian foto, Pada 
tanggal 22 July 20201 pukul 10.20) 
 
Dalam mewujudkan akuntabilitas hukum dan kejujuran berdasarkan hasil 
wawancara dengan ketiga masyarakat sebagai pengguna jasa dapat diketahui bahwa para 
pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai sudah mematuhi segala peraturan 
yang melandasi pelayanan dalam pembuatan E-KTP hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan 
pembuatan E-KTP yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Disampng itu, 
para pegawai juga tidak melakukan pungutan biaya apapun kepada masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
4.3.1.2 Akuntabilitas Proses 
 Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas sudah dinilai cukup baik dalam hal prosedur administrasi. Dalam hal 
pelayanan publik, akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik 
yang sesuai dengan prosedur, pelayanan publik dengan kepastian jangka waktu yang tepat, 
murah biaya, dan responsif. Akuntabilitas proses juga menekankan proses bagaimana 
kegiatan diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Akuntabilitas proses dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu prosedur dan persyaratan, 
biaya, jangka waktu, responsivitas, serta sarana dan prasarana seperti berikut: 
1) Prosedur dan Persyaratan 
 Prosedur merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemberi dan penerima 
pelayanan publik hingga suatu kegiatan pelayanan publik selesai dilaksanakan dengan baik. 
Tahapan tersebut sebelumnya telah disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai acuan 
dalam setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik tentunya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh hasil yang telah ditetapkan 






Sipil Kota Tangerang Selatan berpedoman pada aturan yang mengatur tentang segala 
kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan baik itu berupa 
standar prosedur yang dilaksanakan hingga persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat 
untuk dapat memperoleh suatu dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang dalam 
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan 
dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan. Lampiran SOP mengenai 
penerbitan E-KTP tersebut tercantum dan dapat diakses melalui laman resmi e-
org.tangerangselatankota.go.id dengan nomor SOP 1218.14/SOP/VIII/DISDUKCAPIL. 
Disamping itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga 
memiliki aturan standar pelayanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang 
Selatan Nomor 17 Tahun 2019.  Standar Pelayanan tercantum dan dapat diakses melalui 










Gambar 4.5 SOP Penerbitan E-KTP 
Sumber: e-org.tangerangselatankota.go.id 
Setiap jenis pelayanan administrasi kependudukan memiliki persyaratanya masing-
masing. Persyaratan pelayanan tersebut merupakan sejumlah berkas yang harus dilengkapi 






Standar Pelayanan Penerbitan E-KTP. Adapun persyaratan pelayanan dan prosedur 
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
berdasarkan kategori terbagi dalam kategori pelayanan pembuatan E-KTP bagi usia pemula 
dan bagi yang hilang / rusak / ganti foto dan tanda tangan elektronik. Berikut merupakan 
penjelasan dari persyaratan dan prosedur dalam proses pembuatan E-KTP. 
Persyaratan pelayanan pembuatan E-KTP bagi usia pemula: 
1. Sudah berusia 17 tahun keatas 
2. Fotokopi KK 
3. Fotokopi Akta Kelahiran 
Adapun prosedur penyelenggaraan pelayanan pembuatan E-KTP bagi pemula 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Pemohon melakukan pendaftaran offline / online melalui 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id 
2. Petugas registrasi melakukan verivikasi dan validasi data 
3. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan 
4. Kepala Dinas menerbitkan E-KTP 








Gambar 4.6 Alur Prosedur Pembuatan E-KTP 






Berdasarkan gambar diatas, alur prosedur pelayanan pembuatan E-KTP bagi 
kategori usia pemula yaitu 17 tahun diawali dengan pemohon melengkapi berkas persyaratan 
berupa fotokopi KK dan fotokopi akta kelahiran. Alur prosesnya diawali bagi pemohon yang 
memilih pelayanan online melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui laman 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id untuk kemudian mendapatkan jadwal perekaman E-
KTP pada tanggal yang sudah ditentukan, sedangkan bagi pemohon yang memilih pelayanan 
secara offline dapat langsung datang ke Dinas maupun kecamatan setempat. Pada hari 
perekaman E-KTP pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan petugas melakukan 
verivikasi dan validasi data. Jika berkas dinyatakan sudah benar dan sesuai maka selanjutnya 
petugas operator melakukan perekaman data berupa foto, pengambilan sidik jari, serta scan 
retina mata dan dimasukan kedalam database kependudukan. Tahap selanjutnya adalah 
Kepala Dinas menerbitkan E-KTP. 
Adapun Persyaratan pelayanan pembuatan E-KTP bagi yang hilang / rusak / ganti 
foto dan tanda tangan elektronik: 
1. E-KTP asli (bagi yang rusak dan ganti foto / tanda tangan elektronik) 
2. Surat keterangan hilang E-KTP dari kepolisian (bagi yang hilang) 
3. Fotokopi KK (bagi yang hilang) 
4. Menunjukan bukti daftar online 
Prosedur pelayanan E-KTP bagi yang hilang / rusak / ganti foto dan tanda tangan 
elektronik: 
1. Pemohon melakukan pendaftaran via online melalui 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id, pendaftaran online dibuka pada jam 13.00-15.00 
pada hari Senin-Jumat 
2. Pencetakan dilakukan Dinas / melalui gerai Anjungan Dukcapil Mandiri di: 






b. Kantor Puspemkot, Maruga Ciputat 
c. Mal Teraskota, Serpong 
d. Mal Bintaro Jaya 
e. Mal Pamulang Square 
Jam pelayanan Senin-Jumat pukul 11.00-15.00 WIB 
3. Pencetakan melalui loket drive thru ojek online (Grab & Gojek) di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (khusus bagi yang hilang / rusak). Jam 
pelayanan pada Senin-Jumat pukul 08.00-12.00 WIB 
Alur prosedur pelayanan pembuatan E-KTP bagi kategori hilang / rusak / ganti foto 
atau tanda tangan elektronik dapat dilakukan melalui pelayanan pada kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang selatan maupun di Mall melalui mesin 
anjungan dukcapil mandiri (ADM). Sedangkan pelayanan dengan ojek online untuk 
kemudian dikirim ke Dinas dikhususkan hanya untuk pelayanan cetak E-KTP bagi yang 
hilang / rusak saja. Alur prosedur yang harus dilalui adalah pada tahap awal pemohon 
melengkapi daftar persyaratan dan melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id, setelah itu pemohon menentukan jadwal pencetakan 
sesuai dengan hari dan tanggal yang diinginkan dan berdasarkan dengan ketersediaan kuota 
yang disediakan. Tahap selanjutkan pemohon mencetak bukti pendaftaran online untuk 
dilampirkan bersama dokumen persyaratan. Kemudian pemohon hadir pada tanggal yang 
sudah ditentukan untuk mengurus pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan. 
Bagi yang melakukan cetak di Dinas dapat langsung menuju Dinas untuk melakukan 
pelayanan dan bagi yang melakukan cetak di Mall melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 
(ADM) dapat langsung menuju mall setempat. Setelah melakukan proses pelayanan maka 






Alur prosedur pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP harus berpedoman pada 
SOP dan standar pelayanan yang telah merincikan persyaratan dan prosedur tata cara 
pengurusan E-KTP yang diberikan oleh pegawai. Sebagaimana hasil wawancara yang 
dilakukan dengan Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
mengatakan bahwa: 
“Proses penerbitan E-KTP ada beberapa langkah, syarat utama membawa fotokopi KK 
yang sudah di tanda tangani kepala disdukcapil dan biasanya satu muatan lokal yang 
berguna untuk menambah verivikasi yaitu ditambah fotokopi akta, menghindari 
ketidaksesuaian KK sudah dicetak tapi tidak sesuai dengan akta kelahiran sehingga 
harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Proses yang dilakukan penerbitan E-KTP 
yaitu proses rekam dan cetak dilakukan di dinas namun jika dilakukan di kecamatan 
masing-masing, maka dicetaknya juga di kecamatan tersebut. Sedangkan cetak ktp 
untuk yang hilang / rusak bisa mendaftarkan secara online untuk melakukan 
pencetakan di dinas dan bisa juga dicetak di mall. Pihak dinas sudah melakukan 
penyebaran layanan, jadi tidak selalu menumpuk di dinas. Begitulah proses yang 
disediakan oleh disdukcapil untuk program cetak E-KTP.” (Hasil wawancara dengan 
Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 
2020 Pukul 13.25 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan) 
 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: 
“Prosedur cetak E-KTP dibagi menjadi 3 bagian, pertama ada yang disebut pemilik 
pemula atau pembuat pemula yaitu usia 17 tahun, kalau 17 tahun cukup datang 
langsung ke Dinas atau bisa juga di kecamatan. Itu yang disebut offline jadi tidak daftar 
online melainkan datang langsung. Yang kedua dalam posisi rusak / hilang, misalkan 
anda sudah punya E-KTP pada saat umur 17 tahun namun selanjutnya ada yang rusak, 
patah, hilang nah itu dilayani dalam 2 jenis macam yang pertama bisa cetak di mall 
dengan daftar online dulu dan satu lagi dengan ojek online. Bisa dibayangkan jika 
pelayanan adminduk hanya dilakukan pada Dinas maka akan terjadi penumpukan, oleh 
karena itu kita membuka titik-titik pelayanan yang tujuan akhirnya adalah untuk 
memudahkan masyarakat. Perlu dipahami juga bahwa proses cetak E-KTP harus 
sesuai dengan prosedur, artinya orangnya hadir, membawa persyaratan, dan petugas 
baru bisa melakukan pencetakan” (Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan 






Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
 Pengurusan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan yakni 1 hari kerja seperti yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan. Hal ini 
sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: 
“Ketepatan waktu kita berusaha minimal sesuai dengan SOP yang diberikan, tidak 
melebihi UU pelayanan publik. Dalam UU pelayanan publik dijelaskan bahwa 
pelayanan tidak boleh lebih dari 14 hari, itu kita terapkan dan berusaha tidak lebih dari 
itu. Kalo E-KTP sudah dikatakan on time karena kita mengacu pada permendagri 19 
yaitu SEMEDI (sehari mesti jadi). Kalau untuk E-KTP yang sifatnya satuan itu sudah 
akan jadi selama sehari, bahkan bisa ditunggu. Selain itu pelayanan ADM itu SOP nya 
dalam hitungan meit 2-5 menit dan ktp yang dilayani melalui ojol sop nya 24 jam yang 
dikirim hari ini jadi nya besok itu bentuk kedisiplinan lain dasarnya adalah UU / 
permendgri.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 
2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan) 
    
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan berkewajiban 
untuk menyediakan persyaratan dan prosedur yang tidak membebankan masyarakat. Adapun 
kejelasan informasi mengenai persyaratan dan prosedur harus disampaikan dengan baik dan 
terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk mengakses informasi tersebut. 
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk mengatakan bahwa: 
“Kita ada beberapa sosialisasi melalui petugas kita di kecamatan / kelurahan, kita ada 
petugas yang khusus ditugaskan di kelurahan dan kecamatan untuk sosialisasi. Kita 
juga turun sosialisasi ke masyarakat ada beberapa acara kegiatan instansi lain kita 
sosialisasi. Berikutnya saat ini sudah era medsos, kita sudah pampangkan seluruhnya 
tata cara persyaratan di website, segala bentuk pengaduan dan sebagainya sudah 
tersedia di media sosial dari mulai twitter, facebook, Instagram, dll. Menurut saya 
informasi mengenai prosedur dan persyaratan cetak KTP sementara ini tidak ada 
masalah, artinya kalau masyarakat tidak tahu itu kebangetan karena kita sudah 






selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.25 di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro 
selaku Staff Bidang Pelayanan sebagai berikut: 
“Untuk persyaratan dan prosedur tata cara sudah jelas semua ya diinformasikan 
melalui website ada, terpampang di dinding kantor juga ada, selain itu melalui 
televisi yang tersedia di ruang tunggu disitu juga berisi informasi mengenai 
pelayanan kita. Menurut saya sudah cukup jelas informasi ini bisa diakses 
masyarakat melalui media sosial apapun” (Hasil wawancara dengan Bapak Fajar 
Bimantoro selaku Staff Bidang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 15.00 di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
 Berdasarkan beberapa petikan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memahami dengan baik prosedur dan tahapan 
dalam melaksanakan pelayanan pembuatan E-KTP dan dalam hal pelaksanaan prosedur 
pelayanan pembuatan E-KTP sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan standar pelayanan 
yang berlaku. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
juga telah berupaya untuk melakukan penyebaran pelayanan yang berarti bahwa pelayanan 
pengurusan administrasi kependudukan bisa dilakukan baik di dinas, kecamatan, mall, 
maupun dengan menggunakan ojek online. Hal ini diterapkan dengan upaya mengurangi 
penumpukan pelayanan yang dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan tentunya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan seperti 
yang telah dikemukakan pada petikan wawancara diatas juga dilakukan dengan berbagai 
upaya seperti melakukan sosialisasi di lingkungan kecamatan dan kelurahan melalui petugas 
yang ditempatkan khusus di kecamatan atau kelurahan untuk sosialisaasi. Selain itu, pihak 






instansi. Disamping itu, semua informasi mengenai tata cara dan persyaratan juga sudah 
tercantum jelas pada media sosial resmi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang bisa diakses oleh semua masyarakat. 
Ketersediaan informasi pelayanan juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan 
prasarana kantor yang dimiliki seperti yang terpampang pada dinding kantor dan 
pemanfaaran televisi yang terdapat di ruang tunggu yang menampilkan slide berisi informasi 
baik prosedur maupun tata cara pelayanan. 
  Kesesuaian persyaratan dan prosedur pelaksanaan serta kejelasan informasi 
pelayanan yang dilaksanakan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan ditunjukan dengan hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku masyarakat 
yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP yang rusak mengatakan bahwa: 
“Persyaratan sudah cukup jelas, bawa nya itu fotocopy KK dan KTP lama terus ada 
tahap mengisi data formulir didepan. Kemarin saya dibantu oleh petugas buat 
pendaftaranya karena habis membuatkan E-KTP untuk anak saya. Jadi saya dibantu 
dan diarahkan untuk daftar online dulu kemarin. Pelayananya menurut saya sudah 
bagus gak kayak dulu ya kalo dulu susah sekarang gampang, ini saya dateng hari ini 
dan langsung jadi. Sudah tepat lah sesuai dengan SOP nya” (Hasil wawancara dengan 
Ibu Tuti selaku masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP yang rusak, 
Pada tanggal 29 April 2020 Pukul 13.36 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhadjirin selaku masyarakat yang 
melakukan pelayanan pembuatan E-KTP baru untuk penggantian foto mengatakan bahwa: 
“Prosedur yang harus dijalani untuk memperbaharui foto lama biasa standar aja gaada 
ribet apa-apa setelah mengisi formulir langsung disuruh foto gitu. Persyaratanya juga 
jelas hanya membawa KK dan KTP lama” (Hasil wawancara dengan Bapak 
Muhadjirin selaku masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP baru 
untuk penggantian foto, Pada tanggal 29 April 2020 Pukul 13.00 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
   Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Pegawai Dinas Kependudukan dan 






standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pegawai yang melayani masyarakat dalam mengurus 
E-KTP dinilai sudah cukup tepat dan cepat sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. 
Dari segi prosedur yang dirasakan oleh beberapa masyarakat telah sesuai dan dijabarkan 
masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mampu merasakan dampak dari pelayanan yang 
diberikan. Dengan adanya pelayanan yang sesuai dengan prosedur, masyarakat menjadi lebih 
mudah dalam mengurus E-KTP. Selain itu persyaratan dan prosedur pelayananya cukup jelas 
dan dinilai mudah untuk diterapkan. 
Namun dengan demikian, belum sepenuhnya masyarakat merasa puas dengan 
kesesuaian prosedur pembuatan E-KTP yang diharus dilalui, masih ada masyarakat yang 
megeluhkan bahwa proses pengurusan E-KTP masih dinilai berbelit-belit. Seperti hasil 
wawancara dengan Ibu Dewi selaku masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-
KTP bagi pemula yang menyatakan bahwa: 
“Awalnya daftar online dulu lewat website, ya agak repot sih terus dapet antrian, 
setelah dapet antrian kita baru datang ke kantor dukcapil. Agak bingung juga sih 
terkadang di lapangan dan di web tidak sesuai gitu, nanti kita di lapangan harus antri 
lagi, menurut saya belum singkron gitu. Proses yang dijelaskan di website secara 
online dan pelaksanaanya secara offline berbeda. Website nya agak repot tidak mudah 
gitu loh” (Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku masyarakat yang melakukan 
pelayanan pembuatan E-KTP yang rusak, Pada tanggal 29 April 2020 Pukul 13.20 di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Dalam pelaksanaanya, masih ada masyarakat yang merasa prosedur pembuatan E-
KTP ini dinilai berbelit-belit dan mengalami kebingungan baik dalam mengakses website 
maupun dalam prosedur pelaksanaanya berbeda dengan apa yang telah dijelaskan melalui 
website. Tetapi anggapan tersebut ditepis oleh Kepala Dinas. Pihak Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memahami bahwa masih ada masyarakat yang akan 
mengeluhkan bahwa pelayanan online dinilai sulit. Hal ini disebabkan karena masyarakat 






seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: 
“Keluhan dari masyarakat pasti ada yang pertama masyarakat mengeluhkan kalau 
online itu sulit, padahal ada dasar hukum permendagri yang mengatur. Adanya sistem 
online dalam pelayanan pembuatan E-KTP ini bukan merupakan gegayaan tapi 
memang diharapkan semakin lama semua sudah berbasis digitalisasi. Tapi kami juga 
masih berusaha untuk menyiapkan masyarakat yang gaptek / tidak mengerti teknologi 
atau tidak punya hp kita masih sediakan untuk sistem offline selain itu kita juga giat 
untuk melakukan sosialisasi tata cara baik melalui medsos maupun penyuluhan. 
Banyak masayrakat yang marah karena hal tersebut, kenapa sih harus online padahal 
kan online itu selain mempercepat di sistem menurut kami juga bisa mengatur antrian 
tadi. Selain itu juga dalam hal persyaratan. Masyarakat menganggapnya dengan 
adanya persyaratan malah justru mempersulit dan betele-tele padahal kita tidak ada 
maksud begitu. Namanya persyaratan adalah hal yang pasti dan wajib seperti halnya 
untuk mendaftar sekolah kita memerlukan ijazah.” (Hasil wawancara dengan Bapak 
Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dalam proses pelayanan E-KTP dengan baik dan sesuai dengan 
SOP serta standar pelayanan yang belaku. Namun dalam pelaksanaanya masih ada 
masyarakat yang mengeluhkan bahwa pelayanan dengan online cenderung berbelit-belit dan 
persyaratan yang harus dilengkapi dinilai menyulitkan. Untuk menyikapi hal tersebut, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan kembali giat untuk melakukan 
publikasi informasi dan sosialisasi melalui media sosial dimana informasi mengenai 
persyaratan dan prosedur pelayanan sudah tercantum melalui media sosial resmi sehingga 
diharapkan masyarakat dapat memahami dengan jelas mengenai informasi pelayanan selain 
itu juga pihak Dinas sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Mengingat masih 
adanya masyarakat yang belum paham betul mengenai teknologi dan digitalisasi, pihak Dinas 






Dari segi pelaksanaan prosedur, dapat diketahui bahwa pelayanan pembuatan E-
KTP yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
sudah diupayakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pegawai yang 
sudah memberikan pelayanan dengan mentaati aturan prosedur dan memberikan kejelasan 
informasi mengenai persyaratan dari pelayanan tersebut. Namun hal ini belum dapat 
dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Dari tiga jumlah masyarakat pengguna jasa 
pelayanan pembuatan E-KTP, terdapat satu masyarakat yang mengeluhkan bahwa prosedur 
pelaksanaan pembuatan E-KTP dinilai masih berbelit-belit dan merasa kesulitan untuk 
mengakses pelayanan melalui online. Pelayanan publik yang baik pada hakikatnya harus 
dapat menjangkau masyarakat secara menyeluruh sehingga tercipta kepuasan terhadap 
masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. 
2) Biaya 
Biaya merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menunjukan apakah suatu 
pelayanan publik dinilai akuntabel atau tidak. Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam 
menilai akuntabilitas dalam pelayanan E-KTP yaitu dengan besaran biaya yang dipergunakan 
dalam proses pengurusan mulai dari awal hingga EKTP tersebut diterbitkan. Rincian biaya 
dalam pelayanan E-KTP perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan 
yang berindikasikan terhadap penyimpangan dan penyelewengan dana oleh pegawai yang 
bertugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yaitu bagian pelayanan E-KTP atas 
kewenangan yang dimilikinya dan agar tidak merugikan masyarakat.  
Rincian mengenai kepastian biaya / tarif pada setiap produk dokumen kependudukan 
yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
terlah diatur dan ditetapkan berdasarkan dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah 
Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 77A yang berbunyi: “Pengurusan dan 






larangan tegas bagi setiap pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sebagai pemohon pelayanan pembuatan E-KTP tidak diperbolehkan untuk 
melakukan pemungutan biaya apapun terhadap masyarakat karena telah ditetapkan secara 
jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa dalam pengurusan dan 
penerbitan dokumen kependudukan khususnya E-KTP tidak dipungut biaya apapun. 
Kepastian dan rincian mengenai biaya pelayanan publik harus diinformasikan secara 
jelas, akurat, dan actual. Penetapan standar pelayanan mengenai rincian biaya pelayanan 
tentunya mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 
Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 77A yang menegaskan bahwa masyarakat 
tidak dibebankan biaya apapun dalam pengurusan dokumen kependudukan khususnya E-
KTP. Untuk melihat pertanggungjawaban dari aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan 
selalu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai 
berikut: 
“Untuk biaya pelayanan ini bersifat gratis jadi masyarakat tidak perlu untuk membayar 
apapun silahkan melakukan pendatftaran dan cukup membawa persyaratan yang 
dibutuhkan. Untuk sumber dana kita mendapatkan dari APBD dan APBN atau DAK. 
Bentuk pertanggungjawabanya itu kita mempunyai mekanisme yaitu ada pemeriksaan 
dari inspektorat dan pemeriksaan keuangan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dedi 
Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff Bidang 
Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Menyatakan 
Bahwa: 
“Dalam mengurus E-KTP ini sesuai SOP yang ditetapkan tidak ada biaya yang 






Bimantoro selaku Staff Bidang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 15.00 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan). 
 
Untuk mendukung wawancara dari pihak Staff Bidang Pelayanan dan Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, peneliti juga melakukan 
wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Tuti selaku masyarakat yang sedang melakukan 
pelayanan pembuatan E-KTP untuk penggantian E-KTP yang rusak, Ibu Dewi selaku 
masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP bagi pemula, dan Bapak 
Muhadjirin selaku masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP baru untuk 
penggantian foto.  
“Untuk biaya nya tidak ada jadi gratis benar-benar gratis” (Hasil wawancara dengan 
Ibu Tuti selaku masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP yang rusak, 
Pada tanggal 29 April 2020 Pukul 13.36 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
“Untuk biaya iya tidak ada tambahan biayanya jadi gratis sih” Hasil wawancara 
dengan Ibu Dewi selaku masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP 
untuk pemula, Pada tanggal 29 April 2020 Pukul 13.20 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
“Biayanya gratis, tidak ada yang dibebankan ke masyarakat untuk biaya” (Hasil 
wawancara dengan Bapak Muhadjirin selaku Masyarakat yang melakukan pelayanan 
pembuatan E-KTP untuk penggantian foto, Pada tanggal 29 April 20201 pukul 13.00) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pembuatan E-KTP tidak dikenakan biaya 
apapun atau gratis. Aturan mengenai kejelasan biaya pelayanan juga tercantum dalam Standar 
Pelayanan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat cukup 
melakukan pendaftaran dan hadir membawa persyaratan yang dibutuhkan. Untuk anggaran 
yang digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang selatan 






beberapa masyarakat diatas dapat terlihat bahwa sistem dan aturan telah dilaksanakan dengan 
baik, salah satunya adalah aturan mengenai kepastian biaya / tarif dimana dalam pelaksanaan 
penerbitan E-KTP ini tidak dipungut biaya apapun atau gratis sesuai dengan standar pelayanan 
yang berlaku. Dalam hal ini dapat dinilai bahwa pihak Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan 
baik yaitu dengan tidak melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun dalam melayani 
kebutuhan maupun kepentingan masyarakat dan tetap berkomitmen pada peraturan 
perundang-undangan dan SOP maupun standar pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
3) Jangka Waktu 
  Jangka waktu atau ketepatan waktu pelayanan adalah proses pelaksanaan pelayanan 
umum yang harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu 
atau ketepatan waktu pelayanan yang dimaksud dalam hal ini merupakan jangka waktu yang 
digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pembuatan E-KTP dari mulai dilengkapinya 
atau dipenuhinya persyaratan teknis atau persyaratan administratif hingga proses pelayanan 
selesai. Kepastian dan jangka waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan 
dengan jelas. 
  Standar waktu yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan yakni mengikuti standar waktu yang mengacu pada SOP dan standar 
pelayanan. Jangka waktu pelayanan tersebut terhitung sejak masuknya berkas persyaratan 
pemohon hingga penerbitan E-KTP. Berdasarkan rincian waktu pelayanan yang terdapat 
dalam standar pelayanan dapat diketahui bahwa jangka waktu pelayanan untuk pembuatan E-
KTP terhitung sejak masuknya berkas persyaratan pemohon hingga penerbitan E-KTP dapat 
dikatakan cepat. Hal ini terlihat dari jangka waktu pelayanan yang diselesaikan dalam waktu 






yang telah diatur dalam SOP dan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan harus dipatuhi baik bagi pelaksana maupun 
masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Heru 
selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kepndudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai berikut: 
“Untuk tenggat waktu kita sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Untuk pelayanan 
dalam satu hari sudah bisa dicetak namun harus menunggu pada waktu dia 
mendaftarkan sesuai dengan jadwalnya. Yang jadi masalah adalah untuk mendapatkan 
kuotanya itu tidak bisa dalam sehari. Ketika melakukan pendaftaran online, 
pelaksanaanya tidak bisa dilakukan pada saat hari itu juga karena harus memilih 
tanggal, misalnya 1 minggu lagi berarti ya 1 minggu kemudian dia akan dilayani sesuai 
dengan tanggal yang didapat. Tapi pada saat tanggal itu dia datang pasti akan langsung 
dicetak” (Hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pendaftaran 
Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada 
tanggal 26 April 2020 Pukul 13.25 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Bagi pemohonan layanan kependudukan yang dilakukan secara daring dapat 
diajukan oleh masyarakat melalui laman resmi disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Dalam 
situs tersebut masyarakat dapat memilih hari dan tanggal untuk pelayanan kependudukan 
dalam jangka waktu maksimal untuk 30 hari atau satu bulan kedepan. Layanan kependudukan 
tersebut termasuk didalamnya adalah pelayanan pembuatan E-KTP. Namun dalam 
pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan jangka waktu standar 
dengan yang ditrima masyarakat tidak sesuai. Berikut penjelasan dari hasil wawancara dengan 
Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan. 
“Kalau waktu boleh dikatakan tadi bersifat estimasi. Kenapa dikatakan estimasi karena 
berhubungan dengan beberapa faktor seperti jaringan dan listrik. Umumnya boleh 
dikatakan lebih dari 70% sudah dilakukan secara tepat waktu apalagi yang sudah 
menggunakan digitalisasi atau online. Ketepatan waktu itu kita berusaha sesuai dengan 
SOP yang diberikan, tidak melebihi UU pelayanan publik. Dalam UU tentang 






itu kita terapkan dan tidak melebihi dari itu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dedi 
Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Adapun Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff bidang pelayanan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa: 
“Untuk saat ini alhamdulillah sudah sesuai ya mbak, kecuali kalau kita ada terkendala 
dengan jaringan. Karena kalau jaringan itu dari kominfo mbak ya bukan dari kita. 
Kalau misalnya jaringanya mati ya di kita jadi ada keterlambatan untuk 
penyelesaianya” (Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff 
bidang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 15.00 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
   Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Rendi selaku Kepala SDM dan TIK Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa: 
“Kalau tidak ada kendala jaringan kita sudah sesuai mbak, datang langsung cetak. 
Tetapi kalau ada kendala jaringan dan berakibat mundur kita akan meminta nomor 
telefon si warga dan ketika sudah selesai dicetak kita akan menghubungi mereka” 
(Hasil wawancara dengan Bapak Rendi selaku Kepala Seksi SDM dan TIK Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 
2020 Pukul 14.44 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan) 
 
Dari petikan wawancara tersebut, dapat tergambar bahwa pada dasarnya Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menetapkan standar waktu 
pelayanan yang dapat dikatakan cepat sesuai dengan SOP yakni satu hari kerja. Namun dalam 
pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan jangka waktu standar 
dengan yang diterima masyarakat mengalami ketidaksesuaian. Salah satunya adalah jika 
terdapat kendala teknis seperti jaringan. Kendala jaringan ini merupakan salah satu kendala 
yang sifatnya berasal dari eksternal karena untuk jaringan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan bergantung pada Kominfo. Jika terdapat kendala 






kemudian menyebabkan keterlambatan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sedikit 
lebih lama. Jika terdapat kendala jaringan dan mengalami kemunduran makan pihak pegawai 
Dinas akan menghubungi kembali pemohon melalui nomor whatssap jika E-KTP tersebut 
sudah siap untuk diterima. 
Untuk melihat kesesuaian standar waktu pelayanan, berikut adalah hasil wawancara 
yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Tuti selaku masyarakat yang sedang melakukan 
pelayanan pembuatan E-KTP untuk penggantian E-KTP yang rusak, Ibu Dewi selaku 
masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP bagi pemula, dan Bapak 
Muhadjirin selaku masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP baru untuk 
penggantian foto 
“Untuk ketepatan waktu sudah bagus yang penting persyaratan yang dibawa dan kartu 
keluarganya bener itu gampang & hari itu juga langsung jadi” (Hasil wawancara 
dengan Ibu Tuti selaku Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan 
E-KTP yang rusak, Pada tanggal 29 April 20201 pukul 13.36) 
 
“Untuk pelayananya cepat prosesnya 1-2 hari sudah jadi” (Hasil wawancara dengan 
Ibu Dewi selaku Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP 
untuk pemula, Pada tanggal 29 April 20201 pukul 13.20) 
 
“Ketepatan waktu cukup tepat ya karena saya sendiri kadang suka ditinggal dulu untuk 
keluar jadi ya cukup tepat tidak ada masalah dan kendala” (Hasil wawancara dengan 
Bapak Muhadjirin selaku Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan 
E-KTP untuk penggantian foto, Pada tanggal 29 April 20201 pukul 13.00) 
 
Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari segi kepastian 
dan ketepatan waktu pelayanan yang diterima masyarakat dinilai tepat waktu sesuai dengan 
SOP dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan tidak mengalami kendala dalam 
pelaksanaanya. Hal ini dapat dinilai berdasarkan kedisiplinan atau ketepatan waktu sebagai 
konsekuensi dari kejelasan tahapan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sama halnya dalam pelayanan pembuatan E-KTP, kepastian waktu 






indikator pelayanan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Jaminan pelayanan yang 
tepat waktu juga akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 
yang mereka terima. 
4) Responsivitas 
Tingkat responsivitas yang baik merupakan salah satu indikator pelayanan publik 
yang efektif dan efisien. Hal tersebut termanifestasikan dengan petugas pelayanan publik 
yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan SOP maupun standar 
pelayanan yang menjadi dasar dari aturan dalam penyelenggaraan pelayanan. Selain itu 
tingkat responsivitas pegawai yang baik juga menunjukan kualitas moral dari petugas 
pelayanan publik tersebut. Dalam hal ini diperlukan kesadaran dari para pegawai untuk dapat 
melaksanakan peran mereka sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan 
tanggungjawabnya masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fajar Bimantoro 
selaku Staff bidang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan mengatakan bahwa: 
“Kita masing-masing sudah ada tanggungjawabnya sendiri-sendiri, untuk yang di 
loket tanggungjawabnya sudah ada. Pelayanan pada bagian loket itu yang langsung 
berhubungan dengan masyarakat dan sudah dibekali dengan keterampilan dan 
pengetahuan untuk melayani masyarakat dengan baik, tanggap, dan ramah. Selain itu 
karena pelayanan bukan hanya di loket saja untuk kita sebagai back office juga 
terhitung pelayanan karena kita back office kan menerima berkas dari loket dan 
dikerjakan di back office nanti balik lagi ke loket jadi sudah ada tanggungjawabnya 
masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ada.” (Hasil wawancara 
dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff bidang pelayanan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 
15.00 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seperti kutipan wawancara diatas, para 
pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah 
dibekali dengan keterampilan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing baik itu 






sebagai back office untuk mengolah dokumen kependudukan. Berdasarkan dengan hasil 
wawancara dengan Bapak Muhadjirin selaku masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan 
pembuatan E-KTP untuk penggantian foto menyatakan bahwa: 
“Kalau menurut saya, saya merasa normal untuk pelayananya. Saya merasa dilayani 
dengan baik tidak ada cemberut atau apa. Petugasnya juga responsif dan membantu 
untuk mengarahkan dan kooperatif dalam memberikan informasi yang lengkap jadi 
buat sekarang ngurusnya enak gitu gampang gak kayak dulu. Sudah cukup gitu aja 
masyarakat merasa dilayani dengan baik sudah cukup lah, kalau menilai itu sifatnya 
relatif ya tapi saya merasa cukup nyaman itu aja.” (Hasil wawancara dengan Bapak 
Muhadjirin selaku Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-
KTP untuk penggantian foto, Pada tanggal 29 April 20201 pukul 13.00) 
 
 Hal serupa juga dirasakan oleh salah satu masyarakat yaitu Ibu Dewi selaku 
masyaarakat yang sedang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP untuk pemula berikut: 
“Kalau untuk kinerja pegawainya sdmnya sudah bagus ya sudah cukup 
bertanggungjawab. Mereka menyambut dan melayani kita sampai selesai dengan 
sopan. Secara keseluruhan dalam sudah melayani dengan baik ya saya sudah merasa 
puas” (Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku Masyarakat yang sedang 
mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP, Pada tanggal 29 April 20201 pukul 13.20) 
 
Peran petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
dalam hal memberikan pelayanan secara responsif dan tanggap terutama bagi petugas loket 
dan front office yang berhubungan langsung dengan masyarakat dapat dikatakan sudah sesuai 
dengan baik. Bagian tersebut merupakan bagian yang melakukan interaksi langsung dengan 
masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan pembuatan E-KTP. Dari kutipan 
wawancara dengan beberapa masyarakat diatas menyatakan bahwa masyarakat tersebut 
merasa puas terhadap kinerja yang diberikan oleh pegawai karena mendapatkan respon yang 
baik dalam hal pelayanan. Hal ini terlihat dari sikap pegawai dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dengan baik dan ramah serta memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi 
sehingga secara keseluruhan masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan 






kepada masyarakat pengguna layanan sehingga mempermudah masyarakat untuk 
memahaminya. 
Berdasarkan hasil observasi, terdapat petugas yang berperan sebagai front office atau 
bagain informasi yang bertugas untuk menyambut dan mengarahkan masyarakat yang datang 
untuk melakukan pelayanan agar pengurusan dokumen kependudukan dapat berjalan dengan 
cepat, sesuai, dan tepat waktu. Bagian front office akan mengarahkan dan menyambut 
masyarakat yang datang serta melayani kebutuhan masyarakat bagi yang hendak mengisi 
formulir pelayanan. Setelah itu masyarakat akan mendapatkan nomor antrian pada loket yang 
sudah ditentukan untuk kemudian mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhanya. 
Untuk pelayanan pembuatan E-KTP sendiri terdapat di loket 8. Sudah seharusnya para 
petugas mampu untuk memberikan pelayanan yang responsif dan tanggap terhadap 
kebutuhan masyarakat serta menunjukan sikap ramah dan sopan 
Dalam pelaksanaanya, responsivitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, terdapat satu 
masyarakat yang mengeluhkan mengenai keterlambatan kehadiran pegawai pada saat jam 
kerja. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Tuti sebagai berikut: 
“Kalau bagian-bagian yang tadi sih ya bagian perekaman dia stand by terus jadi 
pelayananya cepet, tapi kayaknya bagian informasi aja ya mungkin saya karena 
datangnya pada jam istirahat tadi dan setelah jam 1 masih nunggu lama gitu. Kalau 
saya bilang sih seharusnya dia bergantian jadi masyarakat nggak bingung ya tadi aja 
saya nunggu lama karena lagi sholat semua. Harusnya menurut saya ada 1 orang yang 
gantian. Itu aja sih untuk di bagian informasi menurut saya selebihnya saya sudah 
cukup puas” (Hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku Masyarakat yang sedang 
mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP, Pada tanggal 29 April 20201 pukul 
13.36) 
 
 Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa terdapat satu 
masyarakat yang mengeluhkan adanya keterlambatan kehadiran pegawai pada jam kerja 






bagian informasi atau front office yang bertugas untuk menyambut dan mengarahkan 
masyarakat yang hendak melakukan pelayanan. Dengan demikian, masyarakat merasa 
kebingungan dan harus menunggu lebih lama untuk dilayani. Keterlambatan kehadiran 
pegawai berhubungan dengan kedisiplinan pegawai pada saat memberikan pelayanan. 
Adapun masyarakat memberikan kritik dan saran untuk menempatkan salah satu pegawai 
pada bagian informasi atau front office dengan sistem shift untuk bergantian jaga pada saat 
jam istirahat mengingat bagian informasi / front office merupakan bagian penting yang 
dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi sehingga tidak terjadi 
kebingungan.  Adapun jadwal pelayanan pembuatan E-KTP pada Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.3 Jadwal Pelayanan E-KTP pada Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 
No Hari Jam Operasional 
1. Senin - Kamis 08.00 -12.00 
 Istirahat 12.00 - 13.00 
  13.00 - 15.00 
2. Jumat 08.00 - 11.30 
 Istirahat 11.30 - 13.00 
  13.00 – 15.00 
 
Sumber: Penelitian di Kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 
 
Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff bidang pelayanan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa: 
“Bentuk kedisiplinan pelayanan kalau di kita kan jam 7 teng sudah sampai kantor jam 
8 harus mulai pelayanan. Bahkan pada saat puasa pun disini kita masih di kantor karena 






pulangnya saja dipercepat biasanya jam 4 tutup tapi sekarang pulang jam 3.” (Hasil 
wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff bidang pelayanan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 
2020 Pukul 15.00 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Pelayanan dapat diketahui bahwa 
bentuk kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal pelayanan 
pembuatan E-KTP yang ditentukan yaitu dimulai pada pukul 08.00 pagi dan selesai pukul 
15.00 dikarenakan pada saat bulan puasa mengalami waktu jam pulang kantor dipercepat 
dimana yang sebelumnya adalah selesai pada pukul 16.00. Namun berdasarkan hasil 
wawancara dengan satu masyarakat dan hasil observasi penelitian, tingkat kedisiplinan 
pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tingkat 
kedisiplinan pegawai juga ditingkatkan dalam hal ketepatan waktu kehadiran pegawai seusai 
jam istirahat. Kedisiplinan waktu pelayanan ini tentunya harus diterapkan sehingga pada 
akhirnya masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk dilayani dikarenakan adanya petugas 
yang terlambat hadir. Dengan adanya saran dan masukan dari masyarakat ini diharapkan 
dapat menjadi pertimbangan masukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan untuk dapat menyempurnakan pelayanan agar dapat memberikan 
pelayanan secara prima demi kenyamanan masyarakat. 
 Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan yang responsif serta efektif 
dan efisien, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga 
menyediakan layanan pengaduan untuk menampung saran, keluhan, dan pengaduan dari 
masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan betul-betul dapat memberikan 
pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
pelayanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Layanan pengaduan yang 






dalam layanan program “SIBUDI KANCIL”. SIBUDI KANCIL merupakan singkatan dari 
“Silahkan hubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Layanan program pengaduan 
ini bertujuan untuk menampung seluruh pertanyaan, aduan, usul, maupun keluhan yang ingin 
disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yang terdapat di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Layanan pengaduan ini 
terbagi menjadi tiga kategori yaitu pengaduan online, pengaduan offline, dan pengaduan 
online 24 jam. Bagi pengaduan online dapat diakses melalui whatsapp, facebook, youtube, 
maupu jaringan telefon untuk pengaduan mengenai layanan ojek online SIANDUK. 
Disamping itu, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga 
menyediakan loket khusus untuk pengaduan offline yaitu terdapat di loket 8 pada kantor 







Gambar 4.7 Program layanan pengaduan SIBUDI KANCIL 
Sumber: disdukcapil.tangerangselatankota.go.id 
 
Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selalu 
Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut: 
“Untuk layanan pengaduan dari masyarakat kita selalu berinovasi untuk menampung 
segala macam pertanyaan, aduan, keluhan, maupun saran maka lahirlah “SIBUDI 
KANCIL” dari beberapa inovasi yang berbeda-beda dirangkum dalam 1 teknik. 
SIBUDI KANCIL adalah singkatan dari silahkan hubungi disdukcapil, hubunginya 
kemana? kalau offline boleh datang langsung, kalau online dari semua medsos ada dari 






instagram, dan telegram bisa diakses selama 24 jam tidak hanya jam kerja. Jadi 
kesimpulanya jangan bilang susah untuk mengurus adminduk di Tangsel sebelum 
tanya, ngadu, usul appaun di SIBUDI KANCIL dimanapun anda mau, bagi yang 
gamau nunggu hari dan jam kerja ada yang 24 jam.” (Hasil wawancara dengan Bapak 
Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Adapun tahapan untuk mengakses layanan pengaduan online melalui laman resmi 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id adalah sebagai berikut: 
1. Membuka laman resmi disdukcapil.tangerangselatankota.go.id 
2. Membuka laman bagian “Pengaduan” 
3. Mengisi formulir berisi nama, NIK, email, nomor telepon, dan uraian pengaduan 
4. Submit formulir pengaduan 
5. Informasi mengenai laporan layanan pengaduan dapat dilihat melalui beranda laman resmi 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id pada bagian “Laporan Pelayanan”. Di dalam 
laman tersebut terdapat data mengenai jumlah pengaduan dan pengaduan yang telah 
selesai dilayani 
 
Gambar 4.8 Alur pengajuan layanan pengaduan SIBUDI KANCIL 
Sumber: Olahan Penulis 
 
Progam layanan pengaduan SIBUDI KANCIL merupakan salah satu upaya pihak 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk menciptakan 
pelayanan yang responsive terhadap pertanyaan maupun pengaduan yang diajukan oleh 






Bentuk responsivitas terhadap pengaduan tersebut dapat dilihat dari data jumlah aduan yang 
sedang diproses maupun sudah terselesaikan setiap harinya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan serta hasil pengamatan di 
lapangan, dapat disimpulkan bahwa tingkat responsivitas pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan terkait pelayanan pembuatan E-KTP menunjukan 
hasil yang baik. Pegawai Dinas dinilai telah berusaha untuk selalu memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat yang termanifestasikan dengan pelayanan yang sopan, 
ramah, serta responsif dalam melayani masyarakat maupun merespon pertanyaan dan 
pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Namun dalam hal tingkat kedisiplinan pegawai 
dinilai belum berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan dalam ketepatan waktu ketika 
sudah memasuki jam pelayanan setelah istirahat sehingga masyarakat tidak harus menunggu 
lama untuk dilayani. 
5) Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung yang menunjang 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang 
memadai tentu akan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dalam 
rangka menciptakan kepuasan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa. Sarana dan 
prasarana merupakan kelengkapan alat dan media yang digunakan untuk menunjang 
pelakasanaan kinerja pelayanan. Dalam hal pelayanan pembuatan E-KTP, sarana dan 
prasarana yang harus tersedia diantaranya meliputi komputer, kamera, fingerprint scanner, 
iris scanner, dan signature pad. Adapun sarana dan prasarana pendukung lainya berupa meja 
dan kursi. Berikut merupakan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembuatan E-KTP 








Tabel 4.4 Sarana dan prasarana Pelayanan E-KTP pada Disdukcapil Kota Tangerang 
Selatan 
 
Sumber: Penelitian di Kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 
 
Berdasrkan data diatas menunjukan bahwa sarana utama yang berupa alat untuk 
menunjang pelayanan pembuatan E-KTP sudah tersedia dengan baik. Adapun detail jenis dan 
jumlah ketersediaan alat kelengkapan pelayanan E-KTP meliputi komputer untuk proses 
pendataan yang berjumlah 3-unit dan kamera untuk pengambilan foto berjumlah 3 buah serta 
printer fargo berjumlah 3 buah untuk proses pencetakan. Sementara itu alat untuk proses 
perekaman tanda tangan, iris mata, dan sidik jari masing-masing terdiri dari 3 buah signature 
pad, 3 buah iris scanner, dan 3 buah fingerprint scanner. Sedangkan ketersediaan alat untuk 
pendukung pelayanan terdiri dari meja sejumlah 4 buah dan kursi sejumlah 6 buah. 
Ketersediaan alat-alat tersebut diilai sudah memadai untuk menunjang proses pelayanan E-
KTP mulai dari tahap awal hingga selesai. 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pendaftaran 
Penduduk mengatakan bahwa: 
“Untuk sementara ini kami sudah merasakan cukup, bahwa itu sudah bisa dilakukan 
pelayanan yang maksimal. Hanya mungkin juka ada kekurangan-kekurangan sedikit 
wajar lah. Tapi untuk secara normalnya sudah cukup memadai. Sarana penunjang 
pelayanan terdiri dari PC, alat perekaman, sidik jari, iris mata, ttd elektornik, dan 
No. Jenis Jumlah Keterangan 
1 Komputer 3 unit Untuk proses pendataan 
2 Kamera 3 buah Untuk pengambilan foto 
3 Signature Pad 3 buah Untuk perekaman tanda tangan 
4 Iris Scanner 3 buah Untuk perekaman iris mata 
5 Fingerprint Scanner 3 buah Untuk perekaman sidik jari 
6 Printer fargo 3 buah Untuk proses pencetakan 
7 Meja 4 buah Untuk pendukung pelayanan 






printer fargo khusus, itu sama untuk pembuatan nametag tapi kita punya alat fargo 
harganya mahal namun kualitasnya bagus.” (Hasil wawancara. dengan Bapak Heru 
selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.25 di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Sementara itu, hasil wawancara dengan Bapak Rendi selaku Kepala Seksi SDM dan 
TIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Kalau untuk saat ini cukup sarana dan prasaranya, untuk mendukung pelayananya 
sudah cukup. Untuk anggaran sarana dan peralatan pendukungnya ada yang namanya 
DAK yaitu dana alokasi khusus yang diambil oleh APBN tapi untuk pendukung lainya 
yang bersifat ATK itu dari APBD.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rendi selaku 
Kepala Seksi SDM dan TIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 14.44 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro 
selaku Staff Bidang Pelayanan sebagai berikut: 
“Alhamdulillah dari segi sarana dan prasarana baik komputer, printer sudah komplit 
alhamdulillah pun terhitung komputer sendiri masih baru dan belum lama juga karena 
kita kan juga diperhatikan oleh pimpinan kita agar pelayanan itu tidak terganggu.” 
(Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff Bidang Pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 
April 2020 Pukul 15.00 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan) 
 
Selain itu Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Untuk sarana dan prasarana bisa dikatakan sudah cukup meskipun perlu juga untuk 
dilakukan peremajaan tapi secara keseluruhan sarana dan prasarana yang kita punya 
ini dari segi fasilitas sudah mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat. Untuk 
kelengkapan alat pencetakan E-KTP ini kita punya 10 alat cetak yang tersebar masing-
masing di kecamatan satu alat dan di kantor dinas tersedia 3 alat.” (Hasil wawancara 
dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor 







Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa ketersediaan sarana dan 
prasarana penunjang pelayanan E-KTP sudah tersedia dengan baik. Keberadaan sarana dan 
prasarana yang lengkap dengan kondisi dan kualitas yang baik diniai oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai sarana yang dapat 
mendukung kinerja pelayanan secara maksimal. Baik itu ketersediaan komputer dan printer 
sudah mencukupi untuk mendukung pelayanan. Secara keseluruhan kelengkapan peralatan 
untuk cetak E-KTP memiliki 10 alat dimana terdapat 3 alat di kantor dinas dan 7 alat tersebar 
di masing-masing kecamatan. Adapun secara khusus anggaran penyediaan dan perawatan 
terhadap sarana dan prasarana juga dianggarkan yang bersumber dari APBD dan DAK 
melalui APBN. Penyediaan sarana dan prasarana yang bermutu merupakan wujud komitmen 
dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk memberikan 
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat kota Tangerang Selatan dalam pelayanan 
pembuatan E-KTP. Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Dinas 









Gambar 4.9 Sarana dan Prasarana Pelayanan Pembuatan E-KTP 














Gambar 4.10 Suasasna Loket Pelayanan di Kantor Disdukcapil Tangsel  









Gambar 4.11 Suasana Ruang Kerja Staff Bidang Pelayanan 
Sumber: Dokumentasi Peneliti (diambil pada 29 April 2021) 
 
Berdasarkan hasil observasi keberadaan sarana dan prasarana penunjang lainya pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah dengan tersedianya 
ruang tunggu pelayanan yang memadai, bersih, dan nyaman. Hal tersebut dapat dilihat pada 








Gambar 4.12 Suasana Ruang Tunggu Kantor Disdukcapil Tangerang Selatan  






Dalam upaya menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan aman dalam kondisi 
pandemi covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah 
menerapkan protokol kesehatan dimana diberlakukan social diastancing dengan cara 
memberikan penanda khusus pada setiap kursi yang tersedia di ruang tunggu terdapat jarak 
yang aman antar masyarakat. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Dedi 
Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
Sebagai berikut: 
“Dengan adanya pandemi ini juga yang tadinya kapasitas ruang tunggu bisa 200-300 
orang sekarang saya hanya berlakukan 40 dengan sistem 1 in 1 out, kalau sudah 40 
tutup. kaluar satu, masuk satu. Karena protokol kesehatan itu penting kita juga harus 
menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk mengurus dokumen 
adminduk disaat seperti ini” (Hasil wawancara dengan Bapak Rendi Selaku Kepala 
Seksi Sumber Daya Manusia dan TIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Tanggapan masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dinilai sudah baik dengan ruang 
tunggu yang nyaman dan memadai. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan 
tiga masyarakat yang sedang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP sebagai berikut  
“Menurut saya untuk sarana dan prasarana sudah cukup bagus ya. Ruang tunggunya 
juga luas, bersih, nyaman untuk menunggu antrian.” (Hasil wawancara dengan Ibu 
Tuti selaku Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP yang 
rusak, Pada tanggal 29 April 20201 pukul 13.36) 
   
“Sudah cukup baik, yang terpenting bagi saya masyarakat dilayani dengan baik itu 
saja. untuk fasilitasnya sudah cukup” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhadjirin 
selaku Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP untuk 
penggantian foto, Pada tanggal 29 April 20201 pukul 13.00) 
 
“Untuk sarana dan prasaranya bagi saya sudah memadai. Yang terpenting ruang 
tunggunya nyaman” (Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku Masyarakat yang 
sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP untuk pemula, Pada tanggal 29 







Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti 
dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
telah mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana secara baik dan memadai baik itu 
berupa kelengkapan alat dalam mendukung pelayanan E-KTP maupun sarana penunjang rupa 
ruang tunggu yang nyaman dan memadai dengan harapan agar masyarakat dapat dilayani 
dengan baik dalam proses pelayanan pembuatan E-KTP. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan ketiga masyarakat juga sudah merasa sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor 
Dinas sudah memadai. Berhubungan dengan adanya pandemi covid-19, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga telah menerapkan protokol 
kesehatan berupa social distancing pada ruang tunggu dengan memberi tanda pada kursi yang 
tersedia sehingga memberikan jarak antar masyarakat sebagai pengguna jasa. Disamping itu 
kapasitas ruang tunggu yang tersedia juga menyesuaikan keadaan sehingga kapasitas hanya 
40 orang saja dan sistem one in dan one out.  
Namun disamping itu, terdapat kendala mengenai ketersediaan sarana dan prasarana 
dalam hal jaringan yang digunakan dalam mendukung pelayanan pembuatan E-KTP pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Hal ini sejalan dengan 
hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengenai hambatan sarana dan prasarana dalam hal 
jaringan menyatakan bahwa: 
“Hambatanya adalah jaringan, kebetulan kalau jaringan yang punya adalah dari 
Kominfo jadi sifatnya hambatan dari eksternal. Untuk saat ini kita sedang 
terkendala juga dengan gangguan viber optic yang terputus karena pembangunan. 
Namanya jaringan jadi identik terkendala dengan kondisi cuaca juga” (Hasil 
wawancara. dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 







Berdasarkan hasil wawancara diatas, diatas dapat diketahui bahwa kondisi jaringan 
atau koneksi internet merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh secara langsung 
terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP. Dalam hal ini kondisi 
jaringan bergantung pada Kominfo. Selain itu gangguan jaringan juga terpengaruh pada 
kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga dapat sewaktu-waktu mengalami gangguan. 
Adapun kendala teknis lainya yang mempengaruhi rusaknya jaringan / koneksi internet 
adalah gangguan viber optic yang terputus karena suatu proses pembangunan yang pada 
akhirnya mempengaruhi proses pelayanan pembuatan E-KTP. Hal ini menunjukan bahwa 
sarana dan prasarana pendukung pelayanan E-KTP sudah tersedia namun belum memadai 
secara keseluruhan dikarenakan masih ditemukan adanya kendala sarana dan prasarana yang 
dapat menghambat proses pelayanan pembuatan E-KTP. 
4.3.1.3 Akuntabilitas Program 
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah target tujuan yang 
telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah suatu organisasi telah 
mempertimbangkan adanya alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal 
dengan biaya minimal. Lembaga publik pada hakikatnya harus mampu untuk 
mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada tahap pelaksanaan 
program tersebut. Berdasarkan hal tersebut, akuntabilitas program memiliki makna bahwa 
program-program yang dijalankan oleh suatu organisasi hendaknya merupakan program yang 
bermutu dan mendukung strategi serta pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. 
Melihat bahwa dalam pelaksanaan suatu program pasti memiliki target pencapaian 
atau realisasi program yang telah dilakukan, begitupun dengan pelaksanaan pelayanan 
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 






sebagaimana yang dinyatakan oleh oleh Bapak Heru selalu Kepala Bidang Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut: 
“Targetnya itu adalah kita mengharapkan seluruh penduduk Tangsel punya E-KTP itu 
targetnya sebisa mungkin 100%. Kita secara rutin menyisir penduduk-penduduk yang 
sampai saat ini belum memiliki E-KTP. Ada masyarakat bawah seperti nenek-nenek 
karena dia merasa tidak butuh KTP, maka itu menjadi tugas kita untuk menggedor, 
kita panggil anaknya dan keluarganya dan mensosialisasikan pentingnya kepemilikan 
E-KTP untuk mendapatkan akses BPJS. Hal ini dinilai penting karena jika nenek ini 
sakit untuk memiliki BPJS aksesnya dibutuhkan NIK, baru setelah itu akhirnya nenek 
ini mau untuk membuat E-KTP. Ada selain itu terdapat penduduk seperti orang gila, 
sering kita lakukan. Mereka biarpun gila harus tetap memiliki ktp, kerena apa? untuk 
pengobatan di RSJ, belum lagi bagi yang mengidap penyakit HIV, itu semua sudah 
kita lakukan, lansia, disabilitas, dan sekarang kita sedang menyasar panti jompo, 
termasuk anak di panti asuhan. Kan kita sebagai masyarakat saat ini tidak terpikirkan 
mereka termarjinalkan sebegitu dianggap susah untuk mendapatkan ktp padahal 
sebenarnya gampang yang penting prosedur terlalui. Target kita itu kami 
mengharapkan semua penduduk tangsel mempunyai KTP.” (Hasil wawancara dengan 
Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 
2020 Pukul 13.25 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan) 
 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selalu Staff Bidang 
Pelayanan Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut: 
“Targetnya adalah setidaknya yang usia pemula yang sekian persen belum melakukan 
perekaman elektronik diharapkan untuk melakukan perekaman E-KTP dan target kita 
pencetakan E-KTP sudah mencapai 90% keatas bahkan sudah mencapai 100% kalau 
bisa, makanya kita selalu mengarahkan bagi yang belum perekaman atau bagi usia 
pemula jangan mundur-mundur ayo apabila ada waktu kita perekaman E-KTP karena 
blanko pun tersedia, cari informasi di website kita langsung.” (Hasil wawancara 
dengan Bapak Fajar Bimantoro Staff Bidang Pelayanan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 15.00 di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan kutipan wawancara diatas, kepala bidang pelayanan pendaftaran 
penduduk dan staff bidang pelayanan yang menyatakan bahwa target utama dari pelayanan 
pembuatan E-KTP ini adalah diharapkan bagi seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan 






untuk segera melakukan perekaman E-KTP. Selain itu targetnya adalah dengan melakukan 
penyisiran sekelompok masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan pelayanan seperti 
lansia, orang gila, yatim piatu, disabilitas atau penduduk yang tidak mampu melaporkan 
sendiri dengan cara mendatangi secara langsung untuk melakukan perekaman E-KTP. 
Adapun harapan dan target program yang disampaikan oleh Bapak Rendi selalu 
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan TIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
sebagai berikut: 
“Target yang diharapkan adalah pastinya ingin memuaskan warga, jadi targetnya 
adalah agar warga itu tidak meraakan kesulitan dan mudah untuk mendapatkan 
dokumen kependudukan terutama E-KTP” (Hasil wawancara dengan Bapak Rendi 
Selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan TIK Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 14.44 di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Selain itu Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Targetnya itu Jadi kita mengharapkan untuk pelayanan ini adalah masyarakat merasa 
puas dengan pelayanan yang cepat selain itu kita juga melakukan inovasi-inovasi 
seperti dengan digitalisasi, ojek online, pelayaan adminduk di mall, untuk layanan 
pengaduan juga sudah ada bisa di akses melalui medsos lengkap. Diharapkan dengan 
kemudahan akses untuk pelayanan ini masyarakat jadi dipermudah dalam mengurus 
adminduk, kalau ada pertanyaan tinggal hubungi kita melalui medsos.” (Hasil 
wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Harapan dan target yang disampaikan oleh Kepala Dinas serta Kepala Seksi SDM 
dan TIK yang menyatakan bahwa target utama dalam memberikan pelayanan E-KTP salah 
satunya adalah untuk mempermudah warga dalam rangka mengurus dokumen kependudukan 
sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Salah satu upaya untuk 






program dengan melakukan digitalisasi, kerjasama dengan ojek online, dan penyebaran 
pelayanan di mall guna mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. 
Dengan inovasi dalam hal digitalisasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pembuatan E-KTP 
dinilai perlu dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik guna menciptakan 
pelayanan yang efektif dan efisien dan pada akhirnya bisa mempermudah masyarakat 
sehingga tercipta kepuasan pada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.  
  Target dan harapan yang dikemukakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sejalan dengan perumusan strategis dan indikator 
kinerja utama dengan tujuan yang ingin dicapai. Salah santu bentuk upaya untuk memperkuat 
akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik dengan dikeluarkan 
Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud IKU adalah ukuran keberhasilan 
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah untuk itu wajib 
menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis masing-masing tingkatan 
secara berjenjang. Atas dasar peraturan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan 
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 
1 
Meningkatnya pelayanan 
administrasi kependudukan dan 
catatan sipil 
Persentase penduduk yang tercatat 
dalam administrasi kependudukan 




Tingkat kepuasan pelayanan 
publik 
 







 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam rangka 
pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama sejalan dengan target yang ingin 
dicapai dalam program pembuatan E-KTP. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah dengan membuat 
beberapa inovasi guna mendukung pencapaian target dan harapan dari sasaran strategis dan 
indikator kinerja utama untuk menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 
Program inovasi pelayanan tersebut tertuang dalam layanan online, offline, dan ojek online 
berbasis drive thru. Layanan tersebut disingkat dengan sebutan “3//0”. 
 Pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
telah berupaya untuk melakukan inovasi dengan memanfaatkan sumber daya lain yang 
dimiliki yaitu sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Untuk 
mendukung tercapainya sasaran dari program pelayanan pembuatan E-KTP, seperti diketahui 
pada tahun 2020 Indonesia dan khususnya kota Tangerang Selatan terkena dampak pandemi 
covid-19 dimana pembatasan-pembatasan sosial dalam bentuk tatap muka, berkumpul, dan 
jaga jarak perlu dilakukan guna mengurangi intensitas penyebaran virus covid-19. Hal ini 
tentunya perlu ditanggapi dengan kebijakan yang cepat dan tepat oleh Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan 
kepada masyarakat namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan 
penyebaran virus covid-19. 
 Berangkat dari hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan mengeluarkan inovasi program kebijakan pelayanan pembuatan 
administrasi kependudukan dengan melakukan kerjasama dengan ojek online (ojol). Dengan 
bertajuk SIANDUK (Sistem Pengiriman Dokumen Kependudukan), kini msayarakat kota 
Tangerang Selatan dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus keluar rumah dan 






ojek online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga 
membuka pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi dan mutakhir di mall yang ada 
di Kota Tangerang Selatan. Layanan ini merupakan layanan administrasi kependudukan 
pertama yang dilakukan secara permanen di Mall menggunakan mesin Anjungan Dukcapil 
Mandiri (ADM). Program inovasi ini dilakukan dengan harapan untuk mengurangi tatap muka 
antara masyarakat dan petugas Dinas selama pandemi covid-19 sehingga mengurangi resiko 
terpapar covid-19. Hal ini juga tentunya dilakukan untuk mengurangi titik pengumpulan masa 
dengan melakukan penyebaran pelayanan di Mall sehingga pada akhirnya pelayanan tidak 
hanya terpusat pada satu titik yaitu di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan. Adapun pelayanan yang dapat dilakukan melalui layanan ojek online dan 
pencetakan di mall hanya diperuntukan terhadap masyarakat yang hendak melakukan 
pelayanan pencetakan E-KTP bagi yang rusak / hilang / ganti foto dan tanda tangan elektronik. 
Dengan adanya pelaksanaan inovasi program tersebut dinilai efektif karena dapat megurangi 
penumpukan pelayanan yang terdapat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak 
Rendi selaku Kepala Seksi SDM dan TIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Kita sempat terkendala dengan pandemi ini, kita sempat lockdown 2 hari karena ada 
yang terkena. Nah kita jadi terkendala apalagi masa pandemi ini belum tentu 
masyarakat mau keluar untuk mengurus dokumen, yang tiap harinya kita bisa melayani 
hampir 2000 dokumen sekarang hanya 30-50 saja perhari. Makanya itu kita coba 
terapkan inovasi-inovasi dengan adanya pelayanan di Mall dan melalui ojol. 
Diharapkan dengan adanya layanan drive thru ojol ini dapat mengantarkan 1000 
dokumen perharinya. Kami sangat terbantu dengan adanya kerjasama ini bisa 
memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependuduan.” (Hasil 
wawancara. dengan Bapak Rendi Selaku Kepala Seksi SDM dan TIK Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 








Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengalami kendala dengan adanya pandemi covid-
19 yang mengharuskan diterapkanya pembatasan sosial secara tatap muka. Hal ini tentu 
berpengaruh terhadap pelayanan yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan salah terutama adalah pelayanan pembuatan E-KTP. 
Jumlah pelayanan dokumen kependudukan yang dilakukan secara keseluruhan juga 
mengalami penurunan, jika pada awalnya dapat melayani hampir 2000 dokumen maka 
sekarang per hari nya hanya dapat melayani sebanyak 30-50 saja. Hal ini karenakan dengan 
adanya pandemi covid-19 mengurangi animo masyarakat untuk melakukan pengurusan 
dokumen kependudukan. Dalam menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan melakukan inovasi program penyebaran pelayanan 
dokumen kependudukan sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen 
kependudukan pada masa pandemi covid-19, salah satunya adalah dengan bekerja sama 
dengan ojek online dalam layanan drive thru ojek online. Dengan adanya inovasi layanan 
drive thru menggunakan ojek online dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 
mengurus dokumen kependudukan terutama dalam pengurusan E-KTP dan diharapkan dapat 









Gambar 4.13 Layanan Drive Thru Ojek Online di Kantor Dukcapil Tangsel 






Untuk melakukan pelayanan dalam mengurus E-KTP selain dapat dilakukan baik 
dengan sistem offline, drive thru ojek online, dapat juga dilakukan di Mall menggunakan 
mesin ADM (anjungan dukcapil mandiri). Hal ini bertujuan untuk kemudahan akses 
masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan jadi tidak hanya terpaku untuk 
melakukan pelayanan di Dinas dalam mengurus E-KTP namun dapat dilakukan juga di Mall. 
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff Bidang 
Pelayanan Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan 
bahwa: 
“Kita juga sudah mengarah insyaAllah membuka pelayanan di mall selain hari kerja 
yaitu pada hari sabtu dan minggu. Awal tahun 2020 dulu sudah pernah dijalankan 
namun karena pandemi tidak boleh banyak-banyak dan dulu pelayanan di mall karena 
pandemi mall tutup jadinya kita ikut tutup. Nah sekarang ibaratnya sudah new normal. 
Karena pembeda dan keutamaan dari pelayanan di mall itu tadi kan orang ke mall itu 
rata2 weekend ya jadi sambil main dan belanja tidak ada salahnya juga dibarengi 
dengan mengurus adminduk tapi itu baru mau dimulai pada awal juni untuk sabtu dan 
minggu. Selebihnya pelayanan pada hari kerja sudah cukup efektif pemohon hanya 
perlu datang membawa persyaratan setelah itu cukup menunggu antrian dan untuk 
cetak E-KTP di mall ini menggunakan mesin ADM hanya dalam hitungan menit saja 
sudah bisa dicetak” (Hasil wawancara. dengan Bapak Fajar Bimantoro Selaku Staff 
Bidang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 15.00 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Selain menerapkan program inovasi dengan melakukan kerjasama dengan ojek 
online dan pelayanan di Mall, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan juga menerapkan sistem pelayanan dengan pendaftaran online. Dengan adanya 
pelayanan melalui online ini sangat memberikan manfaat dan kemudahan yang dirasakan oleh 
pihak Dinas, terutama dalam mengatur antrian pelayanan di masa pandemi. Hal ini sejalan 
dengan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Kita juga sangat terbantu dengan menerapkan program daftar online karena online itu 






Bayangkan kalau tidak ada sistem daftar online jika 1000 orang yang datang ke Dinas 
gimana ngaturnya susah kan apalagi dengan pandemi ini. Kalau dengan online 
sebelum pandemi ini kita bisa sampai 500 kenapa gak penuh? karena kita atur 
berdasarkan sistem pembagian waktu misalnya nomor antrian 1-100 datang jam 8, 
antrian selanjutnya datang jam 9. Kan begitu makanya antrianya tidak pernah padat, 
itulah kelebihan dengan adanya sistem online.” (Hasil wawancara. dengan Bapak 
Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa melalui sistem 
pendaftaran online dalam pelayanan dokumen kependudukan dinilai mempercepat dan 
mempermudah untuk mengatur antrian masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan melalui 
pendaftaran online, pihak Dinas dapat mengatur pembagian waktu pelayanan berdasarkan 
nomor antrian dan kuota yang dibatasi pada jam pelayanan sehingga tidak akan terjadi 
penumpukan antrian pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan.  Adanya program inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan didukung oleh tanggapan yang positif dari 
masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Hal tersebut dapat diketahui melalui hasil 
wawancara sebagai berikut: 
“Inovasi-inovasi seperti itu penting sih mba sebenernya apalagi mengikuti zaman 
sekarang harusnya sudah serba mudah kalau dulu kan kayaknya ribet banget gitu. Saya 
juga waktu itu dikasihtau kalau ngurus ktp rusak bisa di Mall juga ya jadi banyak akses 
pelayananya bagus lah menurut saya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku 
Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP yang rusak, Pada 
tanggal 22 July 2021 pukul 13.15) 
 
“Sudah bagus pelayananya saya berharapnya sih bisa terus berkembang dan semoga 
sistemnya jadi lebih mudah. Apalagi kalau lagi covid gini kita kan sulit ya untuk keluar 
ngurus, itu juga mau gak mau harus bikin ktp anak. Bagi saya nilai plus kalau sudah 
bisa menciptakan pelayanan yang memudahkan masyarakat” (Hasil wawancara 
dengan Ibu Dewi selaku Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan 







“Ya menurut saya sudah cukup berkembang kalau mengetahui sudah bisa diurus lewat 
ojol jadi tinggal kirim dari rumah. Saya belum pernah coba sih karena waktu itu 
mengurus langsung datang ke loket kebetulan rumah saya dekat tapi gampang juga.” 
(Hasil wawancara dengan Bapak Muhadjirin selaku Masyarakat yang sedang 
mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP untuk penggantian foto, Pada tanggal 22 
July 2021 pukul 10.20). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga masyarakat menyatakan bahwa inovasi 
program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan mendapatkan respon yang positif. Masyarakat menilai bahwa dengan adanya inovasi 
program pelayanan pembuatan E-KTP yang dapat dilakukan melalui pelayanan online, ojek 
online, dan pelayanan di Mall dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus pelayanan 
pembuatan E-KTP. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam rangka 
pencapaian Keberhasilan sasaran pada tahun 2020 diukur melalui pencapaian indikator kinerja 
sebagai berikut: 
Tabel 4.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
1 
Persentase penduduk yang 
tercatat dalam 
administrasi 
kependudukan dan catatan 
sipil 




B B 100% 
 
Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdukcapil Tahun 2020 
 
Tercpainya indikator sasaran tersebut didukung oleh program pengendalian penduduk 
yang kemudian direalisasikan kedalam kegiatan pendataan kependudukan dimana capaian 
kinerja keluaran sebesar 100% yaitu terlaksananya pendataan penduduk melalui program 
pelayanan E-KTP bagi yang tidak mampu melaporkan sendiri sebanyak 6 kali tercapai. 






Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan selama 12 bulan tercapai. Adapun 
capaian kinerja hasil program pelayanan E-KTP yaitu sebesar 141% dengan jumlah E-KTP 
yang diterbitkan berjumlah 144.802 keping dari target 102.504 keping E-KTP melebihi target. 
Tercapainya sosialisasi kebijakan kependudukan dengan capaian kinerja 100% yaitu 
penyampaian informasi kependudukan melalui media elektronik sebanyak 2 kali tercapai, 
adapun capaian kinerja hasil 100% meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya 
dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kepemilikan dokumen 
kependudukan dan catatan sipil di Kota Tangerang Selatan. Dari tabel diatas terlihat bahwa 
realisasi sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan target yang tercantum dalam Renstra dan 
dengan predikat memuaskan.  
Adapun dampak dari capaian keseluruhan baik sasaran dan indikator kinerja utama 
yang telah ditetapkan ialah meningkatnya kualitas pelayanan publik dari pembuatan dokumen 
kependudukan oleh masyarakat kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah 
kepemilikan dokumen kependudukan yang mengalami kenaikan dalam hal ini adalah 
kepemilikan E-KTP. Bentuk keberhasilan dari pencapaian program dan inovasi yang 
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam 
rangka pelayanan pembuatan E-KTP dapat dilihat berdasarkan data yang terdapat pada 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan Tahun 2020, yaitu hasil pencapaian program dalam pelayanan pembuatan 
E-KTP memperoleh hasil yang maksimal dengan capaian kinerja hasil sebesar 141% dimana 
jumlah E-KTP yang diterbitkan berjumlah 144.802 sepanjang tahun 2020 dan melebihi dari 
target yang telah ditetapkan yaitu berjumlah 102.504. Berdasarkan hal tersebut, dapat 
diketahui bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui program-program yang 







Tabel 4.7 Capaian Kinerja Hasil Pelayanan Pembuatan E-KTP Tahun 2020 
Target E-KTP Yang 
Diterbitkan 
Jumlah E-KTP Yang 
Diterbitkan 
Capaian Kinerja Hasil 
102.504 144.802 141% 
 
Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdukcapil Tahun 2020 
 
Capaian indikator kinerja utama dalam aspek tingkat kepuasan pelayanan publik 
berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang 
kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
mendapatkan hasil sebesar 3,22 (80,38) dalam kategori B (Baik). Adapun rekapitulasi nilai 
rata-rata per unsur pelayanan bidang kependudukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel 4.8 Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan 
Kependudukan 
No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata 
U1 Persyaratan 3,02 
U2 Sistem, mekanisme, prosedur 3,17 
U3 Waktu penyelesaian 2,87 
U4 Biaya / tarif 3,90 
U5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 3,24 
U6 Kompetensi pelaksana 3,25 
U7 Perilaku pelaksana 3,16 
U8 Penanganan pengaduan, saran, masukan 3,54 
U9 Sarana dan prasarana 3,08 
IKM Unit pelayanan kependudukan 3,22 (80,38) 
 
Sumber: Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Disdukcapil Tahun 2020 
 
 Berdasarkan skor rata-rata nilai unsur pelyanan kependudukan yang telah dijabarkan 
pada tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu 
biaya / tarif (3,90). Hal ini berdasarkan Pasal 77A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan 
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan 
Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbunyi 






biaya / tarif menjadi wajar untuk mendapatkan nilai tertinggi. Sedangkan dari skor rata-rata 
nilai unsur pelayanan kependudukan, unsur yang memperoleh nilai terendah yaitu waktu 
penyelesaian (2,87). Hal ini diakarenakan masih ditemukan adanya kendala ketersediaan 
sarana prasarana dalam hal jaringan yang dapat menyebabkan keterlambatan waktu pelayanan, 
penyelesaian dokumen kependudukan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan. 
 Secara keseluruhan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 bahwa skor indeks kepuasan masyarakat 
bidang kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
adalah 80,32 (3,22) yang artinya mutu pelayanan kependudukan termasuk pada tingkat mutu 
pelayanan dalam kategori “B” dan dapat dikatakan bahwa kinerja unit pelayanan 
kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah 
“Baik”. 
Selain itu terdapat capaian penghargaan yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan seperti pada hasil wawancara dengan Bapak Dedi 
Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
menyatakan bahwa: 
“Untuk piagam Alhamdulillah tahun kini kita hattrick ya dapat piagam sangat baik 
dari PANRB kemudian dapat piagam dukcapil bisa dari kemendagri dan dapat nilai A 
dari sakip. Tahun ini itu menunjukan kan kinerja semua sudah baik berarti kan hanya 
2 pilihan kita yaitu bertahan di nilai yang sama atau naik lagi jangan sampai tahun 
depan turun.” (Hasil wawancara. dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 
2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan 






penyelenggara pelayanan publik dalam kategori “Sangat Baik” atau “A-” tahun 2020 dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
(KemenPANRB RI). Adapun salah satu faktor yang menjadi penilaian dari diraihnya 
penghargaan ini yakni berkitan dengan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas 
kepada masyarakat, bagaimana inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan 
pelayanan.  
Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga 
mendapatkan penghargaan “Dukcapil Bisa” dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini 
diberikan atas hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan yang terus memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dimana 
standar ukran dalam mendapatkan penghargaan ini adalah meningkatkan kepuasan 
masyarakat Kota Tangerang Selatan. Bentuk pencapaian dari penghargaan yang diraih oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan hasil dari 
program inovasi pelayanan yang dikembangkan dalam rangka memudahkan masyarakat 
dalam mengurus dokumen kependudukan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa akuntabilitas program 
merupakan suatu rencana atau target yang akan dijalankan oleh suatu organisasi sebagai 
pelaksana dari program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dinilai mampu dalam menciptakan program dan 
inovasi yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung pelayanan pembuatan E-KTP serta 
dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara prima dalam rangka memberikan kemudahan 
dan meningkatkan kepuasan kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi informasi serta 
sarana dan prasarana yang ada dan juga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. 
Pelaksanaan dan pencapaian dari program tersebut tentunya sesuai dengan kebutuhan program 






4.3.1.4 Akuntabilitas Kebijakan 
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik 
atas penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban ini terkait 
dengan pertanggungjawaban lembaga publik kepada pemerintah dan masyarakat luas. 
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pelaporan dari pimpinan penyelenggara pelayanan 
dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan kepada pemimpin eksekutif diatasnya yaitu Walikota dan kepada masyarakat. Seperti 
yang disampaikan oleh Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Secara pertanggungjawaban kita kepala dukcapil, pegawai struktural 
bertanggungjawab terhadap walikota atau bupati. Karena secara struktural kita adalah 
bagian dari pemerintah daerah, tetapi kita adalah lembaga yang lex specialist. 
Lembaga yang lex specialist jadi kami juga bertanggung jawab kepada dirjen dukcapil 
di Kemendagri. Itulah yang membedakan pegawai kita dengan pegawai2 pemda lain. 
bentuk pertanggungjawaban kita membuat laporan secara tertulis setiap tahun. 
Laporan data karena kan kita menyangkut data yang dilakukan secara periodi minimal 
per 3 bulan sekali, tapi laporan bulanan juga tetap ada. Itulah bentuk 
pertanggungjawaban kita. malah sekarang bentuknya adalah laporan harian, berupa 
capaian kerja. Dalam bentuk capaian kerja yang dilaporkan ke pak dirjen berupa 
jumlah yang KTP yang dicetak perharinya, real time. dilaporkan kepada dirjen melalui 
pak kadis. Laporan yang periodik dan per bulan sudah disampaikan juga secara tepat 
waktu.” (Hasil wawancara. dengan Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pendaftaran 
Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada 
tanggal 26 April 2020 Pukul 13.25 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff Bidang 
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan 
bahwa: 
“Kalau kita kan daerah ya disini kita dibawahi oleh kepala dinas, kepala dinas sudah 
pasti bertanggung jawab kepada wali kota tapi disini kita diawasi juga dan bahkan kita 
langsung ke pusat dan dibawahi oleh dirjen dukcapil kemendagri. Karena sifatnya kita 
itu pelayanan publik untuk data kependudukan.” (Hasil wawancara. dengan Bapak 






Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 15.00 di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Selain itu, Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Kalau bentuk pertanggungjawaban Dukcapil saya bertanggungjawab kepada Dirjen 
Dukcapil karena ini adalah milik Kemendagri tapi secara aturan kepegawaian saya tuh 
ibaratnya separoh pegawai Tangsel separoh saya pegawai pusat, dan berlaku untuk 
semua dari mulai eselon 4,3 apalagi saya eselon 2 punya 2 SK jadi dari walikota dan 
dirjen jadi bos saya cuma 2. Ini artinya pertanggungjawaban saya ke 2 pihak yaitu 
kepada walikota dan Dirjen. Bentuk pertanggungjawabanya per bulan dalam bentuk 
laporan evaluasi bulanan, triwulan, tahunan ada, harian bahkan kita melaporkan. 
Karena yang dilaporkan pada harian adalah capaian kinerja kita, untuk laporan harian 
kita bisa dilihat melalui ig @disdukcapil.tangsel” (Hasil wawancara. dengan Bapak 
Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam rangka 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan bertanggungjawab kepada Walikota Tangerang Selatan dan Ditjen 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selain selain bertanggung jawab terhadap Walikota 
Tangerang Selatan juga diawasi langsung dari pusat yaitu Ditjen Dukcapil Kemendagri karena 
bersifat pelayanan publik dalam hal data kependudukan. Bentuk pertanggungjawaban yang 
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dilakukan 
dengan membuat laporan data secara tertulis yang dilakukan dalam periode setiap bulan, 
triwulan, dan tahunan. Selain itu terdapat laporan harian yang dilaporkan setiap harinya 
kepada pihak Ditjen Dukcapil Kemendagri berupa capaian kerja jumlah E-KTP yang dicetak 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan setiap harinya yang 






Selain itu bentuk pertanggungjawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan kepada Walikota Tangerang Sealatan tertuang dalam Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan 
ini merupakan media yang pertanggungjawaban yang didalamnya berisi informasi informasi 
tentang uraian pertanggungjawaban mengenai analisis kinerja, analisis atas efisiensi 
penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 
ataupun kegagalan pencapaian penetapan/ perjanjian kinerja dalam mencapai tujuan dan 
sasaran strategisnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Hasil 
dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kemudian dievaluasi oleh pihak berwenang 
yaitu Inspektorat Kota Tangerang Selatan. 
Aspek akuntabilitas kebijakan selain tercermin dari bentuk pertanggungjawaban 
kepada lembaga eksekutif, juga merupakan kewajiban untuk melaporkan hasil kinerja 
pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat Kota Tangerang Selatan. Hal ini 
dikarenakan akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan publik yang dipercayakan dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Dedi 
Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
menyatakan bahwa: 
“Kalau laporan pencapaian yang setiap hari di posting juga merupakan salah satu 
bentuk pertanggungjawaban dari kepala dinas terhadap masyarakat, termasuk kan 
yang namanya kita posting kan terbuka secara umum, jadi kita jaman transparan apa 
yang diumpetin. Kami share juga di medsos agar masyarakat juga jadi tahu. Bentuknya 
ini berupa laporan seperti jumlah pelayanan E-KTP, KK, maupun akta, dan pengaduan 
24 jam, ini kalu tanda nya 0 berarti dari beberapa pengaduan yang ada sudah dicarikan 
solusinya.” (Hasil wawancara. dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 







Adapun bentuk pertanggungjawaban yang diharapkan masyarakat adalah adanya 
publikasi informasi mengenai hasil kinerja seperti hasil wawancara dengan ketiga masyarakat 
sebagai berikut: 
“Bentuk pertanggungjawabannya menurut saya yang penting dilaporkan saja agar 
masyarakat jadi tahu lebih jelas” (Hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku 
Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP yang rusak, Pada 
tanggal 22 July 2021 pukul 13.15) 
 
“Di media sosial sudah tersedia secara lengkap dari persyaratan sampai jumlahnya dan 
bisa diakses sama masyarakat” (Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku 
Masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP untuk pemula, 
Pada tanggal 22 July 2021 pukul 14.30) 
 
“Tentunya informasi-informasi harus dipertanggungjawabkan dengan jelas dan 
transparan jadi masyarakat tahu hasil dari yang dikerjakan oleh pegawai itu seperti 
apa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhadjirin selaku Masyarakat yang sedang 
mengajukan pelayanan pembuatan E-KTP untuk penggantian foto, Pada tanggal 22 
July 2021 pukul 10.20),  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga masyarakat dapat diketahui bahwa 
masyarakat mendukung adanya pertanggungjawaban berupa adanya keterbukaan informasi 
yang dipublikasikan secara jelas, akurat, dan transparan mengenai hasil kinerja yang dapat 
diakses oleh keseluruhan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai 
pencapaian hasil kinerja ini masyarakat tentunya dapat mengetahui hasil kinerja yang 
dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
dalam segi jumlah. 
Adapun pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Fajar 
Bimantoro selaku Staff Bidang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Banyak publikasi informasi kita bukan hanya melalui media sosial saja, namun di 
media cetak juga banyak kok.” (Hasil wawancara. dengan Bapak Fajar Bimantoro 






Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 15.00 di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rendi selaku 
Kepala Seksi SDM dan TIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan menyatakan bahwa: 
“Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat kita ada IKM indeks kepuasan 
masyarakat yang terpampang. Jadi warga untuk melihat kepuasan pelayanan itu sudah 
ada di web dan untuk segala sesuatunya informasi juga kita layangkan di semua 
medsos fb, ig, wa, twitter itu juga bentuk pertanggungjawaban kita. Ketika ada cetak 
E-KTP yang belum diambil juga kita bertanggungjawab untuk memeberikan kepada 
warga itu untuk mengambil. Kita akan pasang ke medsos atau nanti kita akan terjunkan 
/ turunkan ke kelurahan agar kelurahan menginformasikan ke masyrakatnya kalau 
ktpnya sudah jadi.” (Hasil wawancara. dengan Bapak Rendi selaku Kepala Seksi SDM 
dan TIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada 
tanggal 26 April 2020 Pukul 14.44 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Adapun Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Bentuk pertanggungjawaban dari kepala dinas terhadap masyarakat adalah dalam 
bentuk mempublikasikan di media sosial dan selalu terpublikasi atau sampaikan 
kepada masyarakat yang bertujuan agar masayrakat mengetahui hasil kerja kita dalam 
segi jumlah dan agar masayrakat mengerti kerjaan kita.” (Hasil wawancara. dengan 
Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.25 di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat diketahui bahwa Pihak Dinas telah melakukan 
bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam hal pelaporan pelaksanaan pelayanan 
administrasi kependudukan, terutama didalamnya adalah pelayanan pembuatan E-KTP. 
Bentuk pertanggungjawaban tersebut tertuang dalam publikasi informasi yang dapat diakses 
oleh seluruh masyarakat melalui media sosial baik itu melalui laman resmi 






@disdukcapil.tangsel. Informasi hasil kinerja yang dipublikasikan berupa laporan capaian 
jumlah pelayanan E-KTP, KK, maupun akta serta jumlah pengaduan baik yang masuk dan 
yang sudah terselesaikan. Dengan adanya publikasi hasil kinerja pelayanan ini adalah bentuk 
pertanggungjawaban dari Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan dan juga agar masyarakat mengetahui hasil dari kinerja pelayanan yang dilakukan 












Gambar 4.14 Laporan Capaian Kinerja Harian Pelayanan Disdukcapil Tangsel 
Sumber: Akun Instagram resmi @disdukcapil.tangsel 
 
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pencapaian Akuntabilitas Kinerja 
Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
Dalam sebuah instansi pemerintahan terutama pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki faktor pendukung dan penghambat. Dalam 
pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari berbagai 
hambatan yang menyertainya dan seringkali menjadi faktor yang menghambat untuk 
mensinergikan pelayanan yang diberikan. Berikut merupakan faktor pendukung dan 
penghambat dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-






4.3.2.1 Faktor Pendukung 
1) Ketersediaan Blanko E-KTP 
 Untuk mengetahui ketersediaan blanko di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi 
Budiawan selaku Kepala Dinas sebagai berikut: 
“Ketersediaan blanko kita alhamdulillah sudah tersedia dan sudah normal. Untuk 
melihat stock blanko E-KTP ini bisa dilihat di website kita. Jadi bagi yang belum 
melakukan perekaman kita sangat menghimbau untuk segera dilakukan karena 
stock blanko pun tersedia” (Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selaku 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada 
tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk mengatakan bahwa: 
“Untuk keperluan blanko E-KTP kita mengambil dari kemendagri, kita hanya 
tinggal mengambil dan sudah dianggarkan dari APBN. Untuk permasalahan terkait 
blanko yang kosong sudah tidak ada masalah lagi kira2 diawal akhir tahun kemaren 
menjelang pemilu itu sudah normal semenjak sebelum pilpres sudah normal. Dulu 
sempat stuck karena ada kendala dalam hal penyediaan blanko oleh pusat mungkin 
terkait anggaran kali mbak ada beberapa anggaran yang dipangkas yang 
kebutuhanya sekian gataunya mungkin tidak ada anggaran bisa saja itu teknis pusat 
setelah itu sudah tidak ada masalah sekarang juga tidak ada masalah.” (Hasil 
wawancara dengan Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 
Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.25 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan blanko E-
KTP yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah 
tersedia dan untuk mengetahui jumlahnya dapat dilihat melalui laman resmi 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Adapun permasalahan terkait ketersediaan blanko 
yang kosong sudah tidak pernah dialami lagi oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 






tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat dilihat 




Gambar 4.15 Stok Blanko E-KTP pada Disdukcapil Tangerang Selatan 
Sumber: disdukcapil.tangerangselatankota.go.id (Diakses pada 4 Juli 2021) 
 
  2) Sumber Daya Manusia yang Kompeten 
Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff Bidang Pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengenai kompetensi 
SDM menyatakan bahwa: 
“Faktor yang menjadi pendukung dalam hal pelayanan sih banyak ya tapi 
alhamdulillah disini sudah nggak kaya di tempat lain lah, kompetensi pegawainya 
juga sudah memadai. Terutama untuk SDM nya rata-rata sudah paling tidak ya 
sudah lumayan lah bahasa orang awam rata-rata sudah punya gelar semua. Jadi 
kalaupun memang ada program atau informasi terbaru atau misalnya ada 
penerapan kebijakan terbaru alhamdulillah kita bisa mengimbangi dengan baik.” 
(Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff Bidang Pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada 
tanggal 26 April 2020 Pukul 15.00 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Adapun hasil wawancara dengan Kepala Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan 
oleh Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengatakan bahwa: 
“Untuk hambatan yang dari internal tidak ada hambatan yang berarti karena kita 
sudah on the track semua. Pegawai disini juga masing-masing sudah paham 
jobdescnya masing-masing bisa dilihat juga dari latar belakang pegawainya pun 
kebanyakan adalah lulusan sarjana jadi dalam segi pengetahuan dan tanggungjawab 
saya rasa sudah sangat mendukung terlebih dalam penggunaan sistem karena 
sekarang kita sudah berbasis digitalisasi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Heru 
selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.25 







Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa faktor SDM dalam hal 
kompetensi pegawai merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam hal pencapaian 
akuntabilitas. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki latar belakang yang dapat mendukung 
kompetensi kinerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan kebijakan maupun program terbaru dalam 
hal pelayanan yang berbasis digitalisasi para pegawai dinilai mampu mengimbangi dengan 
baik. 
3) Koordinasi yang Baik Antar Pegawai  
Hubungan antar pegawai dalam hal komunikasi dan kerjasama baik antara pimpinan 
dan bawahan maupun antar sesama pegawai dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk 
menciptakan pelayanan yang baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Hal ini seperti 
yang dikemukakan oleh Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff Bidang Pelayanan menyatakan 
bahwa: 
“Alhamdulillah kita sebagai pegawai selalu menjaga komunikasi dengan baik jadi 
hambatan yang miscom gamungkin tidak ada tapi hanya sebagian kecil. Jadi 
dengan kita selalu berkomunikasi jadi gampang koordinasi untuk selalu 
memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.” (Hasil 
wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff Bidang Pelayanan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 
April 2020 Pukul 15.00 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan) 
   
Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Heru selaku Kepala Bidang 
Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengatakan bahwa: 
“Kita melakukan pembinaan rutin berupa briefing rutin kepada petugas setiap senin 
pasti dan setiap 2 hari sekali pasti dilakukan evaluasi, saya minta masukan dari 
petugas mengenai apa yang kurang, apakah ada kendala, dll hal tersebut untuk 
evaluasi kinerja kita terutama dalam memberikan pelayanan.” (Hasil wawancara 






Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 
26 April 2020 Pukul 13.25 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa para pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan selalu berupaya untuk menjaga 
komunikasi untuk menciptakan koordinasi yang baik antar pegawai dalam rangka 
memberikan pelayanan yang baik dan menghindari miskomunikasi. Bentuk upaya untuk 
mengukung penciptaan kinerja yang baik antar pegawai adalah salah satunya dengan 
mengadakan pembinaan berupa briefing rutin kepada petugas yang dilakukan dalam satu atau 
dua kali dalam seminggu sebagai bentuk evaluasi terhadap kekurangan maupun kendala untuk 
memperbaiki kinerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 
4.3.2.2 Faktor Penghambat 
1) Kurangnya Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
terciptanya kinerja pelayanan publik yang baik. Sebagaimana sarana dan prasarana yang 
terdapat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikatakan belum 
sepenuhnya maksimal dikarenakan dalam hal ketersediaan jaringan masih menimbulkan 
permasalahan yang menghambat jalanya pelayanan pembuatan E-KTP. Hal ini sejalan dengan 
hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengenai hambatan sarana dan prasarana dalam hal 
jaringan menyatakan bahwa: 
“Hambatanya adalah jaringan, kebetulan kalau jaringan yang punya adalah dari 
Kominfo jadi sifatnya hambatan dari eksternal. Untuk saat ini kita sedang 
terkendala juga dengan gangguan viber optic yang terputus karena pembangunan. 
Namanya jaringan jadi identik terkendala dengan kondisi cuaca juga” (Hasil 
wawancara. dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan 






13.50 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan) 
 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Rendi selaku Kepala SDM dan TIK Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa: 
“Hambatan yang berasal dari eksternal ini adalah jaringan dan kalau koneksi atau 
jaringanya sedang bermasalah ini bisa menyebabkan pelayananya mundur. Kalau 
umpamanya mundur nanti masyarakat akan dihubungi ketika E-KTPnya sudah 
siap” (Hasil wawancara dengan Bapak Rendi selaku Kepala Seksi SDM dan TIK 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada 
tanggal 26 April 2020 Pukul 14.44 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff Bidang 
Pelayanan menyatakan bahwa: 
“Kita terkendala hambatan sih dari jaringan, karena jaringan kita itu dari Kominfo 
dan tergantung pada server dari Kemendagri dalam hal database, karena kita itu 
database semua ada disana untuk E-KTP. Jadi ketika mereka lancar maka kita 
tidak ada kendala, tapi jika salah satu mereka ada kendala maka pasti kita akan 
terkendala.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Bimantoro selaku Staff 
Bidang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 15.00 di Kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, diatas dapat diketahui bahwa kondisi jaringan 
atau koneksi internet merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh secara langsung 
terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP. Dalam hal ini kondisi 
jaringan bergantung pada Kominfo. Selain itu gangguan jaringan juga terpengaruh pada 
kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga dapat sewaktu-waktu mengalami gangguan. 
Adapun kendala teknis lainya yang mempengaruhi rusaknya jaringan / koneksi internet adalah 
gangguan viber optic yang terputus karena suatu proses pembangunan yang pada akhirnya 
mempengaruhi proses pelayanan pembuatan E-KTP. Selain itu, adanya kendala dalam akses 






penting dalam proses pelayanan. Hal ini dikarenakan database kependudukan bersifat terpusat 
pada Kementerian Dalam Negeri sehingga adanya kerusakan atau gangguan teknis yang 
terjadi pada pusat pelayanan akan berdampak signifikan secara langsung terhadap proses 
pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
2) Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat 
Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas dan Bapak 
Heru selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mengenai partisipasi dan kesadaran 
masyarakat sebagai salah satu faktor penghambat adalah sebagai berikut: 
“Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan karena masih ada satu atau dua 
masyarakat contohnya yang paling krusial adalah baru mengurus dokumen 
adminduk E-KTP ketika sudah deket-deket waktu yang diperlukan. Jadi seringkali 
masyarakat menuntut untuk hasil yang cepat pada hari itu juga sementara kita 
mengurus ribuan masyarakat berdasarkan antrian sesuai kuota yang harus kita 
dahulukan. Masih ada terjadi seperti itu, namun mudah-mudahan kedepanya 
sudah tidak.” (Hasil wawancara. denngan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada 
tanggal 26 April 2020 Pukul 13.50 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
“Masyarakat juga ada yang menuntut minta tambahan jadwal, ya seperti itu minta 
percepatan padahal kita kan sudah ada terjadwal online, dia tetep kekeh karena 
dia misalnya dapat jadwal itu masih minggu depan. Masyarakat biasanya kekeh 
karena dia butuhnya mendesak untuk hari ini, kan susah mau bagaimana lagi. Gak 
dilayani juga bagaimana tapi kalau dilayani juga sistemnya kan ngunci jadi harus 
sesuai dengan prosedurnya.” (Hasil wawancara. dengan Bapak Heru selaku 
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 13.25 di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa masyarakat Kota 
Tangerang Selatan memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam mengurus E-KTP. 
Seringkali masyarakat baru mengurus pembuatan E-KTP pada waktu yang mendesak untuk 






cepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, pelayanan pembuatan E-KTP 
dilakukan berdasarkan SOP dan standar pelayanan yang telah ditetapkan yaitu harus 
melakukan daftar online terlebih dahulu untuk mendapatkan kuota dan jadwal baru saat itu 
akan dilayani. Tidak jarang masyarakat menuntut untuk pertambahan jadwal untuk dapat 
dilayani namun pihak Dinas harus tetap melakukan pelayanan sesuai dengan SOP dan sudah 
diatur dalam sistem berdasarkan antrian.  
Adapun tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melakukan pelayanan pembuatan 
E-KTP juga dinilai perlu untuk ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan 
Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan menyatakan bahwa: 
“Ada juga bentuk ketidak disiplinan dari warga kita. Misalnya kita sudah 
memberikan pelayanan dengan bagus lalu masyarakat melaporkan sesuatu yang 
belum tentu salah kita namun dia sudah main lapor saja ke ombudsman atau 
kemendagri mengatakan kalau mereka tidak dilayani, padahal ternyata setelah 
diselidiki ternyata dia mengirim dokumen ke dinas namun tidak memenuhi syarat 
berkas dokumen secara lengkap jadi tidak dilayani karena syarat pelayanan adalah 
berkasnya harus lengkap dan pihak dinas juga sudah menjelaskan.” (Hasil 
wawancara. dengan Bapak Dedi Budiawan selaku Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Pada tanggal 26 April 2020 Pukul 
13.50 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan) 
 
Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran 
masyarakat pengguna jasa dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dinilai rendah 
sehingga banyak yang tidak mengikuti aturan ataupun prosedur dan persyaratan yang telah 
ditetapkan. Adapun bentuk ketidakdisiplinan masyarakat dalam mengajukan permohonan 
pelayanan pembuatan E-KTP salah satunya terlihat dari pemenuhan berkas persyaratan yang 
tidak lengkap. Jika berkas persyaratan tidak diserahkan secara lengkap maka pihak Dinas 
tidak dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat karena harus sesuai dengan SOP dan 






kedisiplinan masyarakat untuk menyerahkan berkas persyaratan secara lengkap dan sesuai 
agar dapat dilayani oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan.  
3) Rendahnya Kedisiplinan Pegawai  
 Hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku masyarakat yang sedang melakukan 
pelayanan pembuatan E-KTP yang rusak terkait tingkat kedisiplinan pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat diketahui sebagai berikut:  
“Untuk pelayanan secara keseluruhan sebenarnya saya sudah merasa cukup puas 
sudah bagus ngurusnya cuma kurangnya yang tadi saya harus nunggu lama setelah 
jam 1 habis istirahat karena petugasnya belum datang jadinya bingung mau nanya 
ke siapa dan harus nunggu lebih lama” (Hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku 
masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan E-KTP yang rusak, Pada 
tanggal 29 April 2020 Pukul 13.36 di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan) 
 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat sebagai pengguna 
jasa pelayanan pembuatan E-KTP diketahui bahwa tingkat kedisiplinan pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan belum dapat tercapai dengan 
baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlambatan kehadiran pegawai pada jam pelayanan setelah 
jam istirahat selesai. Akibatnya masyarakat merasa kebingungan dan harus menunggu lebih 
lama lagi untuk dilayani. Kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan waktu akan sangat 
mempengaruhi kualitas kinerja pegaai dalam melakukan pelayanan yang pada akhirnya akan 
berimbas pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. 
4.4   Analisis dan Interpretasi 
4.4.1 Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Berdasarkan 






 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan kewajiban dari 
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk memberikan 
pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakanya dalam pelaksanaan pembuatan 
E-KTP. Akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan akan dianalisis menggunakan Teori 
Akuntabilitas Kinerja dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226- 227) 
yang didalamnya terdiri dari empat dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, 
akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Masing-masing 
dimensi tersebut merupakan standar ukuran yang harus dipenuhi dalam 
mempertanggungjawabkan pelakasanaan pelayanan suatu program kepada masyarakat. 
Disamping itu, akuntabilitas juga akan dilihat melalui bentuk pertanggungjawaban 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/26/M.PAN/2/2004 dalam Ratminto dan Atik (2016:216) sebagai teori pendukung. 
4.4.1.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
Akuntabilitas hukum dan kejujuran sebagaimana yang dikemukakan oleh Sheila 
Elwood dalam Mardiasmo (2004:226- 227) berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum 
dan peraturan lainnya dan penghindaran dan penyalahgunaan jabatan seperti korupsi, kolusi, 
dan nepotisme dan praktik organisasi yang sehat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain 
yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik sedangkan 
akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan pelaksanaan 
praktik organisasi yang sehat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dari itu, 
konteks akuntabilitas hukum dan kejujuran menjadi sebuah kesatuan dimana merupakan 






dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian tidak ada penyalahgunaan 
jabatan atas kepercayaan yang diberikan pihak lain sehingga menghasilkan kinerja yang 
maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan berpedoman pada dasar hukum berupa peraturan 
perundang-undangan sebagai landasaran peraturan yang menjadi acuan dalam 
menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kewajiban pegawai untuk 
mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 13 Peraturan 
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik yang berbunyi:  
Pasal 13 
Pelaksana wajib: a) berpartisipasi aktif dan mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, 
b) memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diberikan 
  
Perwujudan dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undagan tersebut sejalan 
dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk dan Kepala Seksi SDM dan TIK dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP 
bahwa Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 pada poin 
a dan b sudah dilakukan dengan baik. Hal ini diketahui bahwa pegawai Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah memiliki kesadaran penuh untuk 
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan 
terutama pelayanan pembuatan E-KTP. Hal ini juga mensyaratkan bentuk 
pertanggungjawaban pegawai terhadap pelayanan yang diberikan adalah bahwa segala proses 
dan tindakan yang dilakukan akan mengandung efek hukum. Peraturan perundang-undangan 
juga dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya 






fungsinya masing-masing dan tidak ada pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan sehingga harus mendapatkan sanksi atau hukuman yang berhubungan 
dengan penyelenggaraan pelayanan pembuatan E-KTP. 
Disamping itu, bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku didukung dengan ditetapkanya maklumat dan janji pelayanan yang tentunya harus 
dipatuhi oleh pegawai sebagai bentuk kesungguhan pelaksanaan pelayanan publik. Maklumat 
dan janji pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi tentang keseluruhan rincian 
kewajiban dan janji yang terdapat didalam standar pelayanan. Maklumat pelayanan 
merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan 
untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, 
perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan 
keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan. Maklumat pelayanan merupakan salah satu 
bukti kesungguhan pemberi layanan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip good 
governance dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maklumat dan janji pelayanan 
tercantum dalam laman resmi disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Dengan ditetapkanya 
maklumat dan janji pelayanan ini adalah bentuk perwujuduan dari kuntabilitas kejujuran yang 
berhubungan dengan penghindaran dan penyalahgunaan jabatan yang menuntut adanya 
praktik organisasi yang sehat dan terhindar dari maladministrasi dalam rangka pelayanan 
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk menyatakan bahwa maklumat dan janji pelayanan ini merupakan salah satu bentuk 
komitmen pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan secara penuh kepada 
masyarakat. Selain itu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk juga menegaskan 
bahwa setiap pegawai sudah menandatangani pakta integritas yang merupakan bentuk 






fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini juga 
mensyaratkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh pegawai akan akan berakibat 
hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Handayani (2015:27) bahwa akuntabilitas 
terwujud ketika peran dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat jelas dan diatur dalam 
peraturan atau kesepakatan bersama dan berdasarkan peraturan dan kesepakatan tersebut 
merka melaksakan peranya secara profesional dan disiplin.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga masyarakat sebagai pengguna jasa 
layanan dapat diketahui bahwa para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan dinilai sudah mematuhi segala peraturan yang melandasi pelayanan 
pembuatan E-KTP. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh masyarakat 
bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP yang diberikan oleh pegawai sudah 
dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan tidak membebani masyarakat 
dalam prosesnya.  Hal ini mensyaratkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pegawai 
kepada masyarakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan janji pelayanan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, hasil wawancara dengan salah satu 
masyarakat juga menyatakan bahwa dalam proses pelayanan pembuatan E-KTP KTP sudah 
dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam 
proses palayanan pembuatan E-KTP tidak terdapat biaya apapun yang dibebankan kepada 
masyarakat. Hal ini sejalan dengan dengan pernyataan dalam janji pelayanan yang berbunyi 
“Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”. Hal ini mensyaratkan 
upaya perwujudan dari akuntabilitas kejujuran yang mendukung adanya penghindaran dan 
penyalahgunaan jabatan serta praktik organisasi yang sehat dalam penyelenggaraan 






Seluruh rangkaian tahap mulai dari pembagian tugas dan fungsi, pelaksanaan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan upaya 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan 
salah satu aspek dari akuntabilitas kinerja pelayanan publik yaitu akuntabilitas hukum dan 
kejujuran yang mensyaratkan bahwa pelaksanaan pelayanan yang dilakukan harus sesuai 
dengan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku karena merupakan bentuk 
pertanggungjawaban mengenai integritas serta pengungkapan dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maklumat dan janji pelayanan yang telah ditetapkan, tentunya menjadi acuan bagi 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dapat memberikan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tugas pokok 
dan fungsi masing-masing pegawai. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan akuntabilitas hukum dan 
kejujuran dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan 
Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Administrasi Kependudukan, dan juga Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga telah 
mematuhi maklumat dan janji pelayanan sebagai wujud dari pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, 
kolusi, dan nepotisme dalam mendukung Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Dalam hal ini 






telah melaksanakan salah satu dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sheila Elwood 
dalam Mardiasmo (2004:226-227) yaitu Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran yang didasari 
pada keseluruhan setiap unsur pelaksana pelayanan sudah berlandaskan pada dasar hukum 
yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maklumat dan janji pelayanan yang telah 
ditetapkan.  
Akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan dalam dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran jika 
dianalisis dengan menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/26/M.PAN/2/2004 dalam Ratminto dan Atik (2016:216) sebagai teori pendukung pada 
aspek akuntabilitas kinerja menunjukan adanya kesesuaian pada indikator kejelasan aturan. 
Pada indikator kejelasan aturan sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa 
dalam memberikan pelayanan pembuatan E-KTP kepada masyarakat, Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah memliki dasar hukum yaitu peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi serta segala hal yang menjadi pedoman 
dalam melaksanakan pelayanan pembuatan E-KTP yaitu berupa dasar hukum peraturan 
perundang-undangan, maklumat dan janji pelayanan. 
Jika melihat penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga memeperoleh jawaban 
yang sama perihal dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran. Dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Cindy Apriyana dengan judul “Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk Pada Program E-KTP Pada Kantor Camat Medan Johor” dari hasil penelitian di 
lapangan menyatakan bahwa dasar hukum berupa paraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh pemerintah sudah diperhatikan dan ditaati oleh pemberi pelayanan.  
4.4.1.2 Akuntabilitas Proses 
 Akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226- 227) 






melakukan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem, sistem informasi manajemen 
dan prosedur administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, 
akuntabilitas proses terkait dengan apakah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan pembuatan E-KTP kepada 
masyarakat sudah cukup baik dalam hal kecukupan prosedur administrasi. Akuntabilitas 
proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya. 
Maka akuntabilitas proses pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan dapat dijabarkan dalam beberapa indikator sebagai berikut: 
1) Prosedur dan Persyaratan  
 Prosedur dimaknai sebagai serangkaian aktivitas, tugas, langkah-langkah, 
keputusan, perhitungan, dan proses yang dijaankan melalui serangkaian pekerjaan yang 
menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan pelayanan publik secara teknis 
salah satunya adalah terkait dengan prosedur pelayanan, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan berpedoman pada aturan yang mengatur tentang 
segala kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan baik itu 
berupa standar prosedur yang dilaksanakan hingga persyaratan yang harus dipenuhi 
masyarakat untuk dapat memperoleh suatu dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang 
dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penerbitan E-KTP dengan nomor SOP 
1218.14/SOP/VIII/DISDUKCAPIL yang tercantum dan dapat diakses melalui laman resmi 
e-org.tangerangselatankota.go.id. Disamping itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan juga memiliki aturan standar pelayanan yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019.  Standar Pelayanan tersebut 
tercantum dan dapat diakses melalui laman resmi disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. 
Pada aturan tersebut dijelaskan mengenai persyaratan dan prosedur berupa alur pelayanan 






 Akuntabilitas proses dalam indikator prosedur dan persyaratan pelayanan 
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
diukur berdasarkan kesesuaian antara prosedur yang menjadi standar pelayanan dengan 
prosedur yang dilaksanakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa 
wawancara dan observasi lapangan, peneliti melihat bahwa pegawai Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan 
SOP dan standar pelayanan sebagaimana mestinya. Hal ini dinilai dari aspek kesadaran dan 
kepatuhan pegawai untuk melakukan pelayanan sesuai dengan SOP maupun standar 
pelayanan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, tidak ada alur pelayanan yang dilewatkan 
dalam pelayanan pembuatan E-KTP dimana pegawai baru akan melakukan pelayanan jika 
kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon sudah sesuai dengan 
persyaratan yang tercantum dalam standar pelayanan. Prosedur dan persyaratan yang 
ditetapkan dalam proses pelayanan pembuatan E-KTP terbagi dalam kategori pemula dan 
kategori hilang / rusak / ganti foto dan tanda tangan elektronik sudah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Adapun kejelasan informasi pelayanan mengenai persyaratan dan prosedur 
pelayanan telah diusahakan agar dapat sampai kepada masyarakat dengan baik. Salah satu 
upaya yang dilakukan adalah dengan mencantumkan informasi mengenai tata cara dan 
persyaratan kepada masyarakat melalui media sosial resmi yang dimiliki oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan melalui sosialisasi melalui 
petugas yang ditempatkan di kecamatan atau kelurahan. 
 Hasil wawancara dengan dua masyarakat yang sedang melakukan pelayanan 
pembuatan E-KTP menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah dinilai sesuai dengan 
standar pelayanan dan SOP yang berlaku. Pegawai yang melayani masyarakat telah 






yang dikehendaki dalam standar pelayanan yaitu satu hari kerja. Berdasarkan hal tersebut, 
masyarakat mampu merasakan dampak dari pelayanan yang diberikan. Dengan pemberian 
pelayanan yang sesuai dengan prosedur, masyarakat kini merasa lebih mudah dalam 
mengurus E-KTP jika dibandingkan dengan prosedur pelayanan pada beberapa tahun silam. 
Disamping itu, kejelasan mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan dinilai sudah cukup 
jelas dan mudah untuk diterapkan. Adapun masyarakat juga mendapatkan bantuan dari 
pegawai untuk menjelaskan mengenai alur pendaftaran online sebagaimana merupakan salah 
satu tahap prosedur yang harus dilalui sehingga dapat mempermudah proses pelayanan yang 
berlangsung. 
 Dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP yang sesuai dengan prosedur, 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan masih mengalami 
beberapa kendala yakni salah satunya adalah masih ada masyarakat yang menilai bahwa 
prosedur pembuatan E-KTP ini dinilai berbelit-belit dan mengalami kendala kebingungan 
mengenai alur prosedur yang harus dilewati. Hal ini seperti hasil wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti dengan salah satu masyarakat yang sedang melakukan pelayanan pembuatan E-
KTP bagi pemula. Adanya masyarakat yang mengeluhkan bahwa prosedur pembuatan E-
KTP dinilai rumit dan proses yang dijelaskan melalui website secara online dan pada saat 
pelaksaanya dinilai berbeda dan tidak singkron karena harus mengantri lagi di lapangan. 
Disamping itu masyarakat juga mengeluhkan bahwa website resmi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidak mudah untuk dipahami. 
 Dalam menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan menilai bahwa adanya prosedur dengan sistem digitalisasi yang 
mengharuskan masyarakat untuk melakukan pendaftaran melalui online pada hakikatnya 
merupakan sebuah upaya inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 






digitalisasi. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan observasi yang dilakukan oleh 
peneliti dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan telah berupaya melakukan pelayanan pembuatan E-KTP sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan dalam SOP dan standar pelayanan yang berlaku. Namun hal ini belum dapat 
dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Dari tiga jumlah masyarakat pengguna jasa 
pelayanan pembuatan E-KTP, terdapat satu masyarakat yang mengeluhkan bahwa prosedur 
pelaksanaan pembuatan E-KTP dinilai masih berbelit-belit dan merasa kesulitan untuk 
mengakses pelayanan melalui online. Hal ini dikaitkan pada penyampaian informasi 
mengenai alur prosedur kepada masyarakat dinilai belum maksimal dan dapat dipahami oleh 
keseluruhan masyarakat sehingga masih ada keluhan dari masyarakat yang merasa kesulitan 
dan memahami secara benar dalam mengakses pelayanan melalui sistem online. Untuk itu, 
perlu adanya upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
untuk memastikan bahwa penyampaian informasi persyaratan dan prosedur dapat dipahami 
masyarakat secara menyeluruh. Mengingat bahwa sistem pelayanan dengan adanya 
digitalisasi ini pada hakekatnya dibentuk guna mempermudah dan mempersingkat alur 
prosedur pelayanan yang diperoleh masyarakat. 
 Akuntabilitas merupakan suatu proses karena menyangkut pemberian pelayanan 
secara langsung kepada publik. Berdasarkan hal tersebut, prosedur merupakan syarat 
terlaksananya suatu proses dalam pelayanan. Akuntabilitas proses dalam indikator prosedur 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam pembuatan 
E-KTP dengan teori akuntabilitas kinerja yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam 
dalam Mardiasmo (2004:226-227) sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan dalam SOP dan standar pelayanan yang berlaku. Hal ini terlihat dalam 
pelaksanaanya sesuai dengan alur tahapan dan memenuhi persyaratan yang dikehendaki 






dikehendaki dalam SOP maupun standar pelayanan. Namun akuntabilitas proses dalam 
indikator prosedur jika dikaitkan dengan kejelasan informasi mengenai persyaratan dan 
prosedur dalam pembuatan E-KTP dinilai belum maksimal karena kejelasan informasi 
mengenai alur prosedur belum dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat secara 
menyeluruh. 
 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan dalam dimensi akuntabilitas proses jika dianalisis dengan 
menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/26/M.PAN/2/2004 dalam Ratminto dan Atik (2016:216) sebagai teori pendukung pada 
aspek akuntabilitas kinerja menunjukan adanya kesesuaian pada indikator standar pelayanan 
yang mensyaratkan bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar 
atau janji pelayanan publik yang telah ditetapkan dan sesuai pada aspek akuntabilitas produk 
pelayanan publik dimana persyaratan dan teknis administrasi harus dijabarkan secara jelas 
dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan 
bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah memiliki 
SOP dan standar pelayanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan E-
KTP yang tercantum secara lengkap dan jelas berserta persyaratan yang harus dipenuhi 
sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Disamping itu, pelaksanaan pelayanan pembuatan 
E-KTP sudah dilaksanakan sesuai dengan alur prosedur dan memenuhi berkas persyaratan 
yang ditetapkan serta tepat waktu sesuai yang dikehendaki dalam SOP dan standar pelayanan 
yang telah ditetapkan. 
2) Biaya 
Akuntabilitas prosedur dalam indikator biaya diukur dengan melihat dasar 
penentuan besaran biaya pelayanan, kesesuaian antara besaran standar biaya, dan kejelasan 






publik merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan 
pelayanan publik sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 tahun 2003 bahwa penetapan besaran biaya 
publik perlu memperhatikan salah satunya yakni perincian biaya pelayanan. Biaya 
merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menunjukan apakah suatu pelayanan publik 
dinilai akuntabel atau tidak. Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam menilai 
akuntabilitas dalam pelayanan E-KTP yaitu dengan besaran biaya yang dipergunakan dalam 
proses pengurusan mulai dari awal hingga EKTP tersebut diterbitkan. Rincian biaya dalam 
pelayanan E-KTP perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang 
berindikasikan terhadap penyimpangan dan penyelewengan dana oleh pegawai yang bertugas 
di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yaitu bagian pelayanan E-KTP atas kewenangan 
yang dimilikinya dan agar tidak merugikan masyarakat. 
a) Dasar Penentuan Biaya Pelayanan 
 Rincian biaya / tarif dalam pengurusan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ditetapkan berdasarkan dasar hukum yang tertuang 
dalam Pasal 77A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pengurusan dan penerbitan 
dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 
tersebut ditegaskan bahwa masyarakat tidak dibebankan biaya apapun dalam pengurusan 
dokumen kependudukan khususnya E-KTP dan terdapat larangan tegas bagi setiap pegawai 
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang 
melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemohon 
pelayanan pembuatan E-KTP tidak diperbolehkan untuk melakukan pemungutan biaya 






biaya pelayanan pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan yang tercantum dalam standar pelayanan mengenai penerbitan E-KTP 
dinyatakan gratis atau tidak dipungut biaya apapun sesuai dengan dasar penentuan biaya 
pelayanan yang tercantum pada Pasal 77A Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 
3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 
Tahun 2011. 
b) Kejelasan Informasi Biaya Pelayanan 
 Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, kepastian dan 
rincian mengenai biaya pelayanan publik telah diinformasikan secara jelas, akurat, dan aktual 
dimana jaminan mengenai kepastian biaya dalam pelayanan pembuatan E-KTP ditetapkan 
dalam standar pelayanan mengenai penerbitan E-KTP yang diterbitkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan dapat diakses oleh seluruh 
masyarakat melalui laman resmi disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Kejelasan rincian 
mengenai biaya pelayanan dinilai sudah sesuai berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 tahun 2003 dimana seperti yang 
telah dijabarkan diatas bahwa kejelasan informasi mengenai penetapan biaya / tarif pelayanan 
telah diinformasikan secara jelas, akurat, dan aktual tercantum dalam standar pelayanan yang 
dapat diakses melalui laman resmi disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. 
c) Kesesuaian Antara Besaran Standar Biaya 
 Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat diketahui secara 
administratif pelayanan pembuatan E-KTP tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Aturan 
mengenai kejelasan biaya pelayanan juga tercantum dalam Standar Pelayanan yang sudah 
ditetapkan. Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat cukup melakukan pendaftaran dan hadir 






hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tiga masyarakat yang sedang melakukan 
pelayanan pembuatan E-KTP membernarkan bahwa dalam proses pelayanan pembuatan E-
KTP tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada masyarakat. Maka dari itu, dapat 
disimpulkan bahwa jasa dapat disimpulkan bahwa sistem dan aturan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam hal kepastian biaya / tarif 
telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada petugas yang melakukan pelanggaran atau 
pungutan liar sebagaimana ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan penerbitan E-KTP ini tidak 
dipungut biaya apapun atau gratis sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Dalam hal 
ini dapat dinilai bahwa pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik yaitu dengan tidak 
melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun dalam melayani kebutuhan maupun 
kepentingan masyarakat dalam pelayanan dan tetap berkomitmen pada peraturan perundang-
undangan dan SOP maupun standar pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
 Akuntabilitas proses dalam indikator biaya sebagaimana dikaitkan dengan Teori 
Akuntabilitas Kinerja yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226- 
227) yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan 
tugas apakah sudah cukup baik dan akuntabilitas poses dapat diwujudkan melalui pemberian 
pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pernyataan yang dikemukakan oleh Sheila 
Elwood dalam Mardiasmo (2004:226- 227) mengenai akuntabilitas proses yang dapat 
diwujudkan dengan pelayanan yang murah biaya apabila dikaitkan dengan hasil penelitian 
dilapangan sudah terwujud dimana dalam proses pembuatan E-KTP yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidak dipungut biaya apapun. 
Dalam hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas proses dalam indikator biaya yang dilakukan 






KTP sejalan dan sudah terwujud sesuai dengan teori akuntabilitas kinerja yang dikemukakan 
oleh Sheila Elwood. 
 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan dalam dimensi akuntabilitas proses jika dianalisis dengan 
menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/26/M.PAN/2/2004 dalam Ratminto dan Atik (2016:216) sebagai teori pendukung 
menunjukan kesesuaian pada aspek akuntabilitas biaya yang menyatakan bahwa biaya 
pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah 
ditetapkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diketahui bahwa penetapan biaya 
pelayanan dalam pembuatan E-KTP sesuai dengan dasar hukum Pasal 77A Peraturan Daerah 
Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 yang berbunyi “Pengurusan dan penerbitan dokumen 
kependudukan tidak dipungut biaya”. Dalam pelaksanaanya, masyarakat membenarkan bahwa 
pelayanan pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan tidak dipungut biaya apapun sesuai dengan dasar hukum dan standar pelayanan yang 
telah ditetapkan.  
 Jika melihat penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga memperoleh jawaban yang 
sama perihal akuntabilitas proses dalam indikator biaya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Desi Agitia dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Program E-KTP di Tingkat 
Pemerintahan Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang”. 
Dari hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa perihal biaya dalam pembuatan E-
KTP masyarakat tidak dibebankan biaya sepeserpun. 
3) Jangka Waktu 
 Akuntabilitas proses dalam indikator jangka waktu khususnya dalam pelayanan 






diukur dari kejelasan informasi mengenai standar waktu pelayanan serta kesesuaian standar 
waktu dengan penyelesaian dokumen E-KTP yang diterima masyarakat. Jangka waktu atau 
ketepatan waktu pelayanan yang dimaksud dalam hal ini merupakan jangka waktu yang 
digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pembuatan E-KTP dari mulai dilengkapinya atau 
dipenuhinya persyaratan teknis atau persyaratan administratif hingga proses pelayanan selesai. 
Kepastian dan jangka waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan dengan jelas. 
a) Kejelasan Informasi Standar Waktu Pelayanan 
 Standar waktu yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan yakni mengikuti standar waktu yang mengacu pada SOP dan standar 
pelayanan yang telah ditetapkan. Kejelasan informasi mengenai jangka waktu pelayanan yang 
tercantum dalam SOP dapat diakses melalui laman resmi e-org.tangerangselatankota.go.id 
ataupun yang tercantum dalam standar pelayanan dapat diakses melalui laman resmi 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Berdasarkan hasil penelitian, jangka waktu pelayanan 
untuk pembuatan E-KTP terhitung sejak masuknya berkas persyaratan pemohon hingga 
penerbitan E-KTP dapat dikatakan cepat. Hal ini terlihat dari jangka waktu pelayanan yang 
diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja. Adapun bagi masyarakat pemohonan layanan 
kependudukan yang melakukan pendaftaran secara daring dapat diajukan oleh masyarakat 
melalui laman resmi disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Dalam situs tersebut masyarakat 
dapat memilih hari dan tanggal untuk pelayanan kependudukan dalam jangka waktu maksimal 
untuk 30 hari atau satu bulan kedepan. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat diketahui bahwa pada dasarnya Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah menetapkan standar waktu 
pelayanan yang dapat dikatakan cepat sesuai dengan SOP dan standar pelayanan yang telah 






hingga pelaksanaan pelayanan tidak dapat dilakukan dalam satu hari karena pada saat 
melakukan pendaftaran kemudian pemohon akan menentukan tanggal pelayanan sesuai 
tanggal yang tersedia dan dengan ketersediaan kuota yang ada. Tetapi jangka waktu dalam 
pelaksanaan pelayanan ketika masyarakat hadir untuk melakukan pelayanan sudah sesuai 
dengan SOP dan Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan yaitu 1 hari kerja dan dapat 
langsung dicetak. 
b) Kesesuaian Standar Waktu 
 Kesesuaian jangka waktu pelayanan pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan tiga masyarakat pengguna jasa pelayanan pembuatan E-KTP. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa dari 
segi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan yang diterima masyarakat dinilai sudah tepat 
waktu sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan yaitu satu hari kerja 
dan tidak mengalami kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaksanaanya.  
 Kesesuaian jangka waktu pelayanan dapat dilakukan sesuai dengan SOP dan Standar 
pelayanan jika tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi jangka waktu penyelesaian 
pelayanan pembuatan E-KTP dimana salah satunya adalah kendala teknis berupa gangguan 
jaringan. Kendala jaringan ini merupakan salah satu kendala yang sifatnya berasal dari 
eksternal karena untuk jaringan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan bergantung pada Kominfo. Jika terdapat kendala atau permasalahan seperti 
gangguan jaringan atau jaringan mati maka hal inilah yang kemudian menyebabkan 
keterlambatan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sedikit lebih lama. Namun dalam 
hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ketiga masyarakat 






kendala gangguan jaringan sehingga proses pelayanan dapat dilakukan sesuai dengan waktu 
yang dikehendaki. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi yang 
telah dilakukan oleh peneliti seperti beberapa petikan wawancara yang telah dijabarkan 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas proses dalam indikator jangka 
waktu pelayanan pembuatan E-KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan standar pelayanan dan SOP 
yang ditetapkan yaitu satu hari kerja terhitung dari masuknya berkas persyaratan sampai proses 
penerbitan E-KTP. Kejelasan informasi mengenai standar waktu pelayanan juga sudah 
diinformasikan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah melalui laman resmi Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan uraian diatas dapat 
dipahami bahwa akuntabilitas proses dalam indikator jangka waktu yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan jika dianalisis menggunakan 
Teori Akuntabilitas Kinerja yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Mardiasmo 
(2004:226- 227) dinilai sudah sesuai dalam hal akuntabilitas proses yang termanifestasikan 
melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pernyataan 
tersebut sesuai dengan aspek jangka waktu pelayanan pembuatan E-KTP yang dapat dikatakan 
cepat dan sesuai berdasarkan SOP dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.  
 Jika melihat penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga memperoleh jawaban yang 
sama perihal akuntabilitas proses dalam indikator jangka jangka waktu. Dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Desi Agitia dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Program E-
KTP di Tingkat Pemerintahan Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 






proses pelayanan pembuatan E-KTP sudah dikatakan cepat karena masyarakat tidak perlu 
menunggu dengan waktu yang lama hingga berbulan-bulan lamanya. 
4) Responsivitas 
 Aspek responsivitas merupakan salah satu indikator akuntabilitas kinerja pelayanan 
publik jika dilihat dari sudut pandang akuntabilitas proses. Pelayanan yang responsive diukur 
dari daya tanggap aparat birokrasi kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
pelayanan. Pelayanan yang responsive dapat dilihat dari daya tanggap pegawai ketika 
masyarakat mengalami kendala dalam pelayanan serta sikap pegawai dalam memberikan 
pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat pengguna jasa sebagai prioritas utama 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Suatu pelayanan publik dinilai akuntabel apabila 
telah memberikan pelayanan yang responsif. Hal tersebut termanifestasikan dengan petugas 
pelayanan publik yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan SOP 
maupun standar pelayanan yang menjadi dasar dari aturan dalam penyelenggaraan pelayanan. 
 Tingkat responsivitas pegawai yang baik juga menunjukan kualitas moral dari 
petugas pelayanan publik tersebut. Dalam hal ini diperlukan kesadaran dari para pegawai untuk 
dapat melaksanakan peran mereka sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan 
tanggungjawabnya masing-masing. Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dinyatakan bahwa pelayanan 
publik dalam pelaksanaanya harus dapat memenuhi beberapa prinsip pelayanan salah satunya 
adalah prinsip kesopanan, keramahan, dan kedisiplinan. Prinsip tersebut mengamanatkan 
bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, 
sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. 
a) Daya Tanggap Pegawai dalam Memberikan Pelayanan 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan 






telah dibekali dengan keterampilan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing baik itu 
adalah pegawai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maupun pegawai yang bekerja 
sebagai back office untuk mengolah dokumen kependudukan. Peran petugas Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam hal memberikan pelayanan 
secara responsif dan tanggap terutama bagi petugas registrasi dan front office yang 
berhubungan langsung dengan masyarakat dapat dikatakan sudah sesuai dengan baik. Bagian 
tersebut merupakan bagian yang melakukan interaksi langsung dengan masyarakat dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan pembuatan E-KTP. Adapun hasil wawancara dengan dua 
masyarakat pengguna jasa pelayanan pembuatan E-KTP menyatakan bahwa secara 
keseluruhan mereka merasa puas terhadap kinerja yang diberikan oleh pegawai karena 
mendapatkan respon yang baik dalam hal pelayanan. Pegawai terlihat tulus dan cekatan dalam 
melayani masyarakat hingga proses pelayanan pembuatan E-KTP selesai. Hal ini terlihat dari 
sikap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sopan, baik, dan 
ramah serta memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi sehingga secara keseluruhan 
menambah kesan baik dan masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh 
pegawai. Selain itu pegawai Dinas juga memberikan informasi secara jelas dan rinci kepada 
masyarakat pengguna layanan sehingga mempermudah masyarakat untuk memahaminya.  
Adapun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
baik dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan maupun 
dari masyarakat yang telah dijabarkan sebelumya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi 
respon pelayanan yang diberikan pegawai sudah terlaksana dengan baik dan responsif. Petugas 
yang berperan sebagai bagian informasi atau front office sudah melaksanakan tugasnya dengan 
baik untuk menyambut dan mengarahkan masyarakat dengan sopan dan ramah untuk 
melakukan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dapat berjalan dengan cepat, 






yang datang serta melayani kebutuhan masyarakat bagi yang hendak mengisi formulir 
pelayanan. Setelah itu masyarakat akan mendapatkan nomor antrian pada loket yang sudah 
ditentukan untuk kemudian mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhanya. 
Tingkat responsivitas pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan selain dilihat dari bagaimana daya tanggap dan sikap pegawai memberikan 
pelayanan kepada masyarakat juga dinilai dari bagaimana menanggapi keluhan dari 
masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan yang responsif, pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah menyediakan layanan 
pengaduan untuk menampung saran, keluhan, dan pengaduan dari masyarakat yang dinamakan 
program “SIBUDI KANCIL”. Layanan program pengaduan ini bertujuan untuk menampung 
seluruh pertanyaan, aduan, usul, maupun keluhan yang ingin disampaikan oleh masyarakat 
yang terbagi dalam kategori pengaduan offline, online dan online 24 jam. Dengan adanya 
layanan pengaduan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan segala 
macam pertanyaan, aduan, saran maupun keluhan dengan menyediakan layanan online yang 
beroperasi selama 24 jam. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan juga dinilai responsif dalam menanggapi baik pertanyaan maupun pengaduan yang 
diajukan masyarakat. Hal ini terlihat pada informasi jumlah aduan yang masuk dan yang sudah 
diberikan solusi terncantum secara jelas dalam laman resmi 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id.  
b) Kedisiplinan Pegawai  
 Aspek kedisiplinan merupakah salah satu prinsip yang terdapat pada Keputusan 
MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
dimana pelayanan publik dalam pelaksanaanya harus dapat memenuhi beberapa prinsip 
pelayanan salah satunya adalah kedisiplinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff 






pelayanan sesuai dengan jadwal pelayanan pembuatan E-KTP yang ditentukan yaitu dimulai 
pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yaitu pada jam istirahat dan kembali 
melakukan pelayanan pada pukul 13.00 WIB dan selesai pukul 15.00 WIB dikarenakan pada 
saat bulan puasa mengalami waktu jam pulang kantor dipercepat dimana yang sebelumnya 
adalah selesai pada pukul 16.00 WIB. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui 
wawancara dengan satu masyarakat, tingkat responsivitas pegawai dalam memberikan 
pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai sudah baik namun dalam 
aspek kedisiplinan pelayanan dikatakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat 
masyarakat yang mengeluhkan adanya keterlambatan kehadiran pegawai seusai jam istirahat 
sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama untuk dilayani. Kedisiplinan waktu 
pelayanan ini tentunya harus diterapkan sehingga pada akhirnya masyarakat tidak perlu 
menunggu lama untuk dilayani dikarenakan adanya petugas yang terlambat hadir. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001:193) bahwa kedisiplinan merupakan 
kesadaran dan kesediaan seseorang dalam mentaati peraturan organisasi dan norma sosial yang 
berlaku. Perilaku keterlambatan kehadiran tersebut menunjukan adanya sikap ketidak 
profesionalan dalam hal kedisiplinan dimana menurut Atmosoeprapto dalam Andriyani 
(2016:2322) menyatakan bahwa profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan 
seseorang yang mana salah satu unsurnya adalah ketepatan penggunaan waktu. Untuk itu 
tingkat kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan dalam ketepatan waktu ketika sudah memasuki 
jam pelayanan setelah istirahat sehingga masyarakat tidak harus menunggu lama untuk 
dilayani.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan 
observasi menyatakan bahwa tingkat responsivitas pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat 






merespon pertanyaan maupun pengaduan yang diajukan masyarakat dinilai sudah baik, namun 
aspek responsivitas pegawai dalam pada poin kedisiplinan saat bekerja dinilai kurang 
maksimal. Hal ini mensyaratkan bahwa salah satu prinsip yang terdapat pada Keputusan 
MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
belum dapat dilaksanakan dengan baik yaitu prinsip kedisiplinan dimana hakikatnya 
dinyatakan bahwa pelayanan publik dalam pelaksanaanya harus dapat memenuhi beberapa 
prinsip pelayanan salah satunya adalah prinsip kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. 
 Secara keseluruhan, indikator responsivitas dalam aspek akuntabilitas proses yang 
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226- 227) 
berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah 
satu aspek penting dalam menunjang responsivitas pegawai dalam memberikan pelayanan 
yaitu dalam hal kedisiplinan dalam memberikan pelayanan. Pada hakikatnya pelayanan yang 
responsive dapat dilihat dari daya tanggap pegawai ketika masyarakat mengalami kendala 
dalam pelayanan serta sikap pegawai dalam memberikan pelayanan yang mengutamakan 
kepentingan masyarakat pengguna jasa sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik.  Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan 
pelayanan yang sopan, santun, ramah, dan simpatik dalam merespon kebutuhan masyarakat 
dengan sepenuh hati. Namun dalam aspek kedisiplinan pada jam pelayanan dinilai perlu 
ditingkatan lagi mengingat masih ditemukan adanya pegawai yang terlambat hadir pada saat 
jam pelayanan sudah dimulai sehingga membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untu 
dilayani. 
 Hasil penelitian megenai indikator responsivitas dalam aspek daya tanggap pegawai 






Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 dalam 
Ratminto dan Atik (2016:216) sebagai teori pendukung. Disamping itu, dengan tersedianya 
mekanisme layanan pengaduan “SIBUDI KANCIL” yang tersedia dengan baik dimana 
masyarakat dapat mengajukan baik pertanyaan, pengaduan, maupun kritik dan saran telah 
terwujud sejalan dengan indikator yang menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan 
penilaian terkait kinerja pelayanan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun hasil 
analisis menunjukan ketidaksesuaian pada indikator kedisiplinan. Berdasarkan hasil penelitian, 
meskipun masyarakat menerima pelayanan dengan sopan, santun, dan ramah namun 
kedisiplinan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
masih perlu ditingkatkan kembali. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang datang terlambat 
seusai jam istirahat berlangsung sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat. Hal ini menunjukan kurangnya kesadaran dari pegawai untuk lebih meningkatkan 
tingkat kedisiplinan guna memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang sedang melakukan 
pelayanan.  
5) Sarana dan Prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara 
pelayanan publik akan sangat menentukan dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan 
pelayanan. Sarana dan prasarana sebagai alat penunjang keberhsilan dari suatu proses upaya 
yang dilakukan dalam pelayanan publik, apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua 
kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencpai hasil yang diharapkan sesuai dengan 
rencana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moenir (2001:119) yang menyatakan bahwa 
sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan, 
baik alat tersebut merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama yang keduanya 






Sarana dan Prasarana yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan dinilai sudah tersedia dalam rangka mendukung terwujudnya 
pelayanan publik yang berkualitas dan menciptakan kepuasan terhadap masyarakat sebagai 
pengguna jasa. Dalam hal pelayanan pembuatan E-KTP, sarana dan prasarana yang harus 
tersedia diantaranya meliputi komputer, kamera, fingerprint scanner, iris scanner, dan 
signature pad. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukan bahwa sarana utama yang berupa 
alat untuk menunjang pelayanan pembuatan E-KTP sudah tersedia dengan baik. Adapun detail 
jenis dan jumlah ketersediaan alat kelengkapan pelayanan E-KTP meliputi komputer untuk 
proses pendataan yang berjumlah 3 unit dan kamera untuk pengambilan foto berjumlah 3 buah 
serta printer fargo berjumlah 3 buah untuk proses pencetakan. Sementara itu alat untuk proses 
perekaman tanda tangan, iris mata, dan sidik jari masing-masing terdiri dari 3 buah signature 
pad, 3 buah iris scanner, dan 3 buah fingerprint scanner. Sedangkan ketersediaan alat untuk 
pendukung pelayanan terdiri dari meja sejumlah 4 buah dan kursi sejumlah 6 buah. 
Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala dalam hal sarana 
jaringan yang mendukung jalanya pelayanan pembuatan E-KTP. Hal ini disebabkan jaringan 
yang digunakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
bergantung pada jaringan yang disediakan oleh Kominfo. Oleh karena itu, apabila terdapat 
kendala yang berasal dari Kominfo seperti jaringan mati, maka pihak Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu 
jaringan pulih. Adanya kendala sarana dan prasarana dalam hal jaringan ini tentunya dapat 
merugikan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan karena 
dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan pembuatan E-KTP sehingga tidak dapat selesai 
secara tepat waktu. Adanya kendala jaringan yang dialami oleh pihak dinas juga disebabkan 
karena tidak memiliki alternatif jaringan sebagai cadangan atau pengganti apabila jaringan 






Disamping itu, Setiap penyelenggaran pelayanan publik harus menyediakan ruang 
tunggu yang nyaman sebagai sarana penunjang dan jaminan terhadap adanya kepuasan bagi 
masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh 
peneliti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah 
menyediakan ruang tunggu yang bersih, rapih, nyaman dengan luas yang cukup untuk 
menampung masyarakat yang sedang melakukan pelayanan. Ketersediaan ruang tunggu yang 
nyaman merupakan salah satu indikator kepuasan masyarakat yang berpengaruh secara 
signifikan. Disamping itu Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan juga telah menerapkan protokol kesehatan yaitu social distancing dengan memberikan 
tanda pada kursi yang tersedia sehingga memberikan jarang antara masyarakat. Kapasitas 
ruang tunggu juga dibatasi menyesuaikan dengan kondisi pandemic covid-19 yaitu dengan 
kapasitas 40 orang dan sistem one in one out. Hal ini diupayakan untuk menjaga keamanan dan 
kenyamanan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. 
Adapun secara khusus anggaran penyediaan dan perawatan terhadap sarana dan 
prasarana juga dianggarkan yang bersumber dari APBD dan DAK melalui APBN. 
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga sesuai dengan hasil wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti dengan tiga masyarakat yang sedang melakukan pelayanan pembuatan 
E-KTP yang menyatakan sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dukcapil Tangerang 
Selatan sudah cukup bagus dan memadai serta ruang tunggu yang sudah tersedia dengan 
kondisi yang bersih dan luas sehingga dapat memberikan aspek kenyamanan kepada 
masyarakat dalam menunggu antrian pelayanan. Secara keseluruhan masyarakat merasa puas 
dengan sarana dan prasarana yan disediakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala 
Bidang, Kepala Seksi, dan Staff pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 






Dukcapil Tangerang Selatan dinilai tersedia namun belum dapat dikatakan memadai secara 
maksimal karena masih ada salah satu aspek sarana dan prasarana yang dapat menjadi 
penghambat pelayanan pembuatan E-KTP. 
Penyediaan sarana dan prasarana yang bermutu merupakan wujud komitmen dari 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk memberikan 
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat kota Tangerang Selatan dalam pelayanan 
pembuatan E-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan 
pelayanan yang akuntabel sesuai dengan teori akuntabilitas kinerja dalam dimensi akuntabilitas 
proses yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226-227) yang 
menyatakan bahwa akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, 
responsif, dan murah biaya. Dalam menciptakan suatu pelayanan yang cepat, responsive, dan 
penuh biaya tentu harus disertai dengan upaya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang 
pelayanan yang memadai. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan kualitas 
yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan 
masyaakat. Berdasarkan hal tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan jika dianalisis dengan teori 
akuntabilitas kinerja yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226-227) 
dalam dimensi akuntabilitas proses dinilai belum terwujud secara maksimal. Hal ini 
dikarenakan masih adanya kendala mengenai sarana dan prasarana dalam hal ketersediaan 
jaringan yang masih bergantung dengan Kominfo sehingga apabila terdapat gangguan dari 
pihak Kominfo maka dapat mempengaruhi dan mengakibatkan keterlambatan dalam 
pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan sehingga tidak dapat selesai secara tepat waktu. 
Akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 






menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/26/M.PAN/2/2004 dalam Ratminto dan Atik (2016:216) sebagai teori pendukung pada 
aspek akuntabilitas kinerja dinilai belum sesuai pada indikator kelengkapan sarana dan 
prasarana. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam hal 
kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan sudah tersedia namun belum dapat terwujud maksimal 
dikarenakan terdapat sarana dan prasarana dalam hal jaringan yang masih bergantung pada 
pihak eksternal yaitu Kominfo sehingga dapat menghambat pelayanan pembuatan E-KTP 
apabila terdapat gangguan dari pihak eksternal tersebut.  
4.4.1.3 Akuntabilitas Program 
Akuntabilitas program sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sheila Elwood 
dalam Mardiasmo (2004:226-227) berkaitan dengan pertimbangan apakah suatu tujuan yang 
telah ditetapkan oleh organisasi publik dapat tercapai atau tidak dan apakah sutu organisasi 
publik telah mempertimbangkan alternatif program untuk memberikan hasil yang optimal 
dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program berarti bahwa program yang dijalankan 
organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan dapat mendukung pencapaian 
baik strategi, visi, misi, dan tujuan organisasi. Dalam akuntabilitas program, 
pertanggungjawaban mengenai sasaran, proses, hasil baik tingkat keberhasilan maupun 
kegagalan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tertuang melalui media 
pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas dan laporan pertanggungjawaaban 
yang disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang untuk 
melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas 
merupakan kata kunci yang diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban suatu organisasi atau 






pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. Hal ini tentu 
diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada hasil.  
1) Kesesuaian Target Dengan Program yang Dijalankan 
 Indikator kesesuaian antara target dengan program yang dijalankan berkaitan dengan 
apakah pelaksanaan program yang dijalankan sudah sesuai dengan upaya pencapaian target 
yang ditetapkan dalam rangka pelayanan pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk dan Staff bidang pelayanan 
menyatakan bahwa target dari pencapaian program pelayanan E-KTP ini adalah pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengharapkan seluruh penduduk 
Tangerang Selatan untuk memiliki E-KTP secara keseluruhan bagi warga yang sudah 
memenuhi persyaratan yaitu sudah memasuki usia 17 tahun untuk segera melakukan 
perekaman E-KTP. Selain itu targetnya adalah dengan melakukan penyisiran sekelompok 
masyarakat seperti lansia, orang gila, yatim piatu, disabilitas atau penduduk yang tidak mampu 
melaporkan sendiri dengan cara mendatangi secara langsung untuk melakukan perekaman E-
KTP. Disamping itu, hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Kepala Seksi SDM dan TIK 
menyatakan bahwa target utama memberikan pelayanan salah satunya adalah untuk 
mempermudah warga dalam rangka mengurus dokumen kependudukan terutama E-KTP 
sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
 Salah satu bagian terpenting dalam akuntabilitas kinerja pelayanan dalam 
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
adalah adanya Rencana Strategis sebagai acuan terget kinerja. Rencana Strategis Dinas 






tahun yaitu tahun 2016-2021. Didalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan terdapat kondisi awal dan kondisi yang ingin dicapai, visi, misi, sasaran 
strategis serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Salah santu bentuk upaya untuk 
memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Indikator 
Kinerja Utama yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: 
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut yang 
dimaksud IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatkan pelayanan administrasi 
kependudukan dan catatan sipil, 2) Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah. Sedangkan 
indikator kinerja utama yang ingin dicapai adalah 1) Persentase penduduk yang tercatat dalam 
administrasi kependudukan dan catatan sipil, 2) Tingkat kepuasan pelayanan publik. 
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja indikator 
sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah Tahun 2020 pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Sesuai dengan ketentuan 
tersebut. pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja indikator 
sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020. 
Penetapan / Perjanjian indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan 






didasarkan pada target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020 dan pada akhir tahun 2020 
dilakukan pengukuran dengan pembandingan antara target yang telah ditetapkan dalam 
dokumen penetapan kinerja dengan realisasi yang telah dicapai, sehingga diperoleh capaian 
kinerja (performance result), yang selanjutnya selisih antara realisasi dengan target yang 
ditetapkan (performance gap) dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya. 
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam rangka 
pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama sudah sejalan dengan target yang ingin 
dicapai dalam program pembuatan E-KTP. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah dengan membuat beberapa 
program inovasi guna mendukung pencapaian target dan harapan dari sasaran strategis dan 
indikator kinerja utama untuk menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Program 
inovasi pelayanan tersebut tertuang dalam layanan online, offline, dan ojek online berbasis 
drive thru. Layanan tersebut disingkat dengan sebutan “3//0”. Berdasarkan hasil penelitian, 
Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dinilai sudah 
menetapkan inovasi program yang tepat dengan memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki 
yaitu sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada serta memperluas 
pelayanan dengan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Inovasi program yang dilakukan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tersebut terealisasikan 
melalui layanan yang disebut “3//o” yaitu offline, online, dan ojek online berbasis drive thru. 
Program pelayanan dokumen kependudukan melalui ojek online dinamakan SIANDUK yaitu 
sistem pengiriman dokumen kependudukan. Dengan adanya layanan ini, dinilai mempermudah 
masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus keluar rumah dan berkas 
sepenuhnya diantarkan oleh pengemudi ojek online (ojol). 
 Selain itu, pihak Dinas juga membuka pelayanan administrasi kependudukan 






layanan administrasi kependudukan pertama yang dilakukan secara permanen di Mall 
menggunakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Adapun pelayanan yang dapat 
dilakukan melalui layanan ojek online dan pencetakan di mall hanya diperuntukan terhadap 
masyarakat yang hendak melakukan pelayanan pencetakan E-KTP bagi yang rusak / hilang / 
ganti foto dan tanda tangan elektronik. Adanya penyebaran pelayanan yang dilakukan ini 
bertujuan untuk mengurangi titik pengumpulan masa dengan melakukan penyebaran pelayanan 
di Mall sehingga pada akhirnya pelayanan tidak hanya terpusat pada satu titik yaitu di Dinas 
Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Selain menerapkan program 
inovasi dengan melakukan kerjasama dengan ojek online dan pelayanan di Mall, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga menerapkan sistem 
pelayanan dengan pendaftaran online. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas, 
dapat diketahui bahwa melalui sistem pendaftaran online dalam pelayanan dokumen 
kependudukan dinilai mempercepat dan mempermudah untuk mengatur antrian masyarakat. 
Hal ini dikarenakan dengan melalui pendaftaran online, pihak Dinas dapat mengatur 
pembagian waktu pelayanan berdasarkan nomor antrian dan kuota yang dibatasi pada jam 
pelayanan sehingga tidak akan terjadi penumpukan antrian pelayanan di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
 Upaya program inovasi yang dilakukan ini merupakan salah satu program kebijakan 
dalam upaya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tetap melakukan 
pelayanan dokumen kependudukan dimana pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang 
mengakibatkan jumlah pengurusan dokumen kependudukan mengalami penurunan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas menyatakan bahwa Jumlah pelayanan 
dokumen kependudukan yang dilakukan secara keseluruhan juga mengalami penurunan, jika 
pada awalnya dapat melayani hampir 2000 dokumen maka sekarang per hari nya hanya dapat 






dapat mendukung pencapaian target dan harapan dalam hal ini adalah pelayanan pembuatan E-
KTP dan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan dengan 
adanya inovasi pelayanan yang dapat dilakukan di mall maupun melalui ojek online.  
Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga masyarakat 
pengguna layanan yang menyatakan bahwa dengan adanya inovasi program tersebut dapat 
memudahkan masyarakat dalam mengurus pembuatan E-KTP. Dengan adanya kemudahan 
yang dirasakan oleh masyarakat tentu akan memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh pegawai. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa program inovasi 
yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target dan harapan yang disampaikan oleh pegawai 
serta pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada indikator kinerja utama dalam 
rangka pelayanan pembuatan E-KTP. 
2) Hasil Dari Program Yang Dijalankan 
Hasil dari program yang dijalankan berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan Tahun 2020 menyatakan bahwa pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan 
pada Tahun 2020 menunjukan hasil yaitu pada aspek persentase penduduk yang tercatat dalam 
administrasi kependudukan dan catatan sipil memperoleh capaian hasil sebesar 100% dimana 
capaian kinerja keluaran sebesar 100% yaitu terlaksananya pendataan penduduk melalui 
program pelayanan E-KTP bagi yang tidak mampu melaporkan sendiri sebanyak 6 kali 
tercapai. Adapun capaian kinerja hasil program pelayanan E-KTP yaitu sebesar 141% dengan 
jumlah E-KTP yang diterbitkan berjumlah 144.802 keping dari target 102.504 keping E-KTP 
melebihi target. Disamping itu, capaian indikator kinerja utama dalam aspek hasil survey 
indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang kependudukan Dinas Kependudukan 






artinya mutu pelayanan kependudukan termasuk pada tingkat mutu pelayanan dalam kategori 
“B” dan dapat dikatakan bahwa kinerja unit pelayanan kependudukan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah “Baik”. Berdasarkan hal 
tersebut dapat diartikan bahwa hasil capaian indikator kinerja utama pada tahun 2020 sesuai 
dengan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
Indikator hasil dari program yang dijalankan dalam akuntabilitas program berkaitan 
dengan pernyataan hasil dan pencapaian dari pelaksanan program yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan hal tersebut, pencapaian hasil program merupakan salah satu unsur penting dalam 
pencapaian akuntabilitas. Adapun dampak dari capaian keseluruhan baik sasaran dan indikator 
kinerja utama yang telah ditetapkan ialah meningkatnya kualitas pelayanan publik dari 
pembuatan dokumen kependudukan oleh masyarakat kota Tangerang Selatan. Hal tersebut 
dapat dilihat dari jumlah kepemilikan dokumen kependudukan yang mengalami kenaikan 
dalam hal ini adalah kepemilikan E-KTP. Bentuk keberhasilan dari pencapaian program dan 
inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
dalam rangka pelayanan pembuatan E-KTP dapat dilihat berdasarkan data yang terdapat pada 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan Tahun 2020, yaitu hasil pencapaian program dalam pelayanan pembuatan 
E-KTP memperoleh hasil yang maksimal dengan capaian kinerja hasil sebesar 141% dimana 
jumlah E-KTP yang diterbitkan berjumlah 144.802 sepanjang tahun 2020 dan melebihi dari 
target yang telah ditetapkan yaitu berjumlah 102.504. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui 
bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui program-program yang dijalankan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.   
Disamping itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 






“Sangat Baik” atau “A-” tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB RI). Adapun salah satu faktor yang 
menjadi penilaian dari diraihnya penghargaan ini yakni berkitan dengan bagaimana pelayanan 
yang diberikan oleh pihak Dinas kepada masyarakat dan bagaimana inovasi yang dilakukan 
dalam rangka meningkatkan pelayanan. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan juga mendapatkan penghargaan “Dukcapil Bisa” dari Kementerian 
Dalam Negeri. Penghargaan ini diberikan atas hasil kinerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang terus memberikan pelayanan secara maksimal 
kepada masyarakat dimana standar ukuran dalam mendapatkan penghargaan ini adalah 
meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan uraian hasil 
penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas knerja pelayanan publik dalam dimensi 
akuntabilitas program berdasarkan indikator hasil dari program yang dijalankan sudah 
terwujud. Hal ini dinilai dari hasil pencapaian target dari program yang dijalankan sudah sesuai 
dengan target yang ditetapkan sebelumnya.  
 Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga masyarakat dapat diketahui bahwa 
adanya inovasi program pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran utama dalam 
melakukan pelayanan pembuatan E-KTP ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. 
Dengan adanya inovasi program ini dinilai dapat mendukung pelayanan yang berjalan seiring 
dengan mengikuti perkembangan zaman. Program yang dilaksanakan oleh pihak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dengan melakukan penyebaran 
pelayanan secara online, ojek online, dan pelayanan di Mall dinilai dapat memberikan 
kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat terutama pada kondisi pandemik yang 
menghambat berjalanya pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Dengan adanya 






KTP tentunya terdapat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga menunjukan 
bahwa program yang dijalankan telah sejalan dengan visi, misi, dan pencapaian target maupun 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa akuntabilitas program yang 
dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Maardiasmo (2004:226-227) telah dipenuhi pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan berdasarkan pencapaian 
indikator kinerja utama dan dengan target pencapaian pelayanan pembuatan E-KTP yang sudah 
sudah terealisasikan melebihi target yang diharapkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan melalui program pelayanan yang telah ditetapkan 
dalam rangka pencapaian target pembuatan E-KTP. Hal ini tercermin dari capaian kinerja hasil 
dalam aspek persentase penduduk yang tercatat dalam administrasi kependudukan dan catatan 
sipil memperoleh capaian hasil sebesar 100% dimana capaian kinerja keluaran sebesar 100% 
melalui terlaksananya pendataan penduduk melalui program pelayanan E-KTP bagi yang tidak 
mampu melaporkan sendiri sebanyak 6 kali tercapai dan capaian kinerja hasil program 
pelayanan E-KTP yaitu sebesar 141% dengan jumlah E-KTP yang diterbitkan berjumlah 
144.802 keping dari target 102.504 keping E-KTP melebihi target. Disamping itu, tingkat 
kepuasan masyarakat menunjukan hasil sebesar 80,32 (3,22) yang artinya mutu pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan termasuk pada tingkat mutu 
pelayanan dalam kategori “B” dengan makna kualitas kinerja unit pelayanan kependudukan 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah “Baik” 
Disamping itu, kesesuaian hasil dari program yang dilaksanakan juga dapat dilihat 
dari perolehan penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dalam kategori 
“Sangat Baik” atau “A-” tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB RI) dan mendapatkan penghargaan 






inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
dinilai merupakan program yang tepat untuk diterapkan guna mendukung pelayanan pembuatan 
E-KTP untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 
Akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan dalam dimensi akuntabilitas program jika dianalisis dengan 
menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/26/M.PAN/2/2004 dalam Ratminto dan Atik (2016:216) sebagai teori pendukung 
memberikan gambaran mengenai akuntabilitas yang menyiratkan berorientasi pada pencapaian 
visi, misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta menunjukan tingkat pencapaian tujuan 
dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukan 
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah berhasil untuk 
melaksanakan suatu program inovasi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi serta 
mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dengan membuktika bahwa 
dengan target pencapaian pelayanan pembuatan E-KTP sudah dapat terealisasikan sesuai 
dengan yang diharapkan melalui inovasi program pelayanan yang telah ditetapkan dalam 
rangka pencapaian target pembuatan E-KTP. Sebagaimana sesuai dengan pernyataan yang 
dikemukakan oleh Sjahrudin Rasul (2002:11) yang menyatakan bahwa program dalam suatu 
organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dalam 
pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Serta Lembaga publik harus 
mempertanggungjawabkan program yang dibuat sampai pada pelaksanaan program.  
4.4.1.4 Akuntabilitas Kebijakan 
Akuntabilitas kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam 
Mardiasmo (2004:226- 227) terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas 
penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan 






Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan kepada pemimpin eksekutif 
diatasnya dalam hal ini adalah Walikota dan kepada masyarakat. Hal tersebut karena 
akuntabilitas didefinisikan secara sempit oleh Sjahrudin Rasul dalam BPKP (2007:3) sebagai 
kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan 
seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat luas atau dalam suatu organisasi.   
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:21) bahwa akuntabilitas publik terdiri 
dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal yang merupakan bentuk pertanggungjawaban 
kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada 
pemerintah daerah dan juga akuntabilitas horizontal yang merupakan bentuk 
pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas.  
1) Pertanggungjawaban Keatas 
 Indikator pertanggungjawaban keatas berkaitan dengan kewajiban untuk 
melaporkan hasil kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan dalam hal ini adalah pelayanan E-KTP pada tingkat eksekutif. Salah satu 
bentuk akuntabilitas adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keatas seperti yang 
dikemukakan dalam Handayani (2015:28) bahwa pertanggungjawaban keatas menunjukan 
adanya kewajiban untuk melaporakan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada 
pimpinan eksekutif. Dalam hal ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh 
Mardiasmo (2004:20) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak 
pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah 
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  
 Bentuk pertanggungjawaban tersebut terwujud berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Staff Bidang 






dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan bertanggungjawab kepada Ditjen Dukcapil 
Kemendagri dan berikan pengawasan secara langsung dari pusat karena bersifat pelayanan 
publik dalam hal data kependudukan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dilakukan dengan membuat 
laporan data secara tertulis yang dilakukan dalam periode setiap bulan, triwulan, dan tahunan. 
Selain itu terdapat laporan harian yang dilaporkan setiap harinya kepada pihak Ditjen Dukcapil 
Kemendagri berupa capaian kerja jumlah E-KTP yang dicetak oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan setiap harinya yang disampaikan melalui Kepala 
Dinas. 
 Bentuk pertanggungjawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan kepada Walikota Tangerang Sealatan tertuang dalam Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa 
“Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun laporan kinerja 
sebagaimana diamaksud dalam pasal 17 menyampaikanya kepada gubernur/bupati/walikota”. 
Laporan ini merupakan media yang pertanggungjawaban yang didalamnya berisi informasi 
informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai analisis kinerja, analisis atas efisiensi 
penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 
kegagalan pencapaian penetapan / perjanjian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran 
strategisnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Hasil dari 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kemudian dievaluasi oleh pihak berwenang yaitu 
Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data yang tercantum dalam Laporan Hasil 
Evaluasi Kinerja yang disusun oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa 






menyampaikan LKIP 2020 secara tepat waktu kepada Walikota Tangerang Selatan melalui 
Sekertaris Daerah Kota Tangerang Selatan dan telah diunggah ke dalam website. 
 Akuntabilitas kebijakan sebagaimana didefinisikan secara sempit oleh Sjahrudin 
Rasul dalam BPKP (2007:3) sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas 
yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kebijakan dalam indikator 
pertanggungjawaban keatas yang berhubungan dengan pelaporan dari pimpinan 
penyelenggaran pelayanan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan kepada pemimpin eksekutif diatasnya dalam hal ini adalah 
Walikota dan Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah terwujud. Hal tersebut berdasarkan 
pemenuhan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan data yang diserahkan pada Ditjen 
Dukcapil Kemendagri pada periode bulanan, triwulan, dan tahunan melalui Kepala Dinas 
sudah dilaksanakan. Disamping itu pertanggungjawaban terhadap Walikota dengan menyusun 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah dilaksanakan sesuai berdasarkan amanat 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.  
2) Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat 
 Indikator pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan kewajiban Kepala 
Dinas dalam hal ini sebagai pemimpin untuk melaporkan dan mengkomunikasikan hasil 
kinerja pelayanan dokumen kependudukan yaitu E-KTP kepada masyarakat luas. Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki kewajiban untuk 
melaporkan dan mengkomunikasikan hasil kinerja pelayanan kepada masyarakat. Berdaasrkan 
hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui Kepala Dinas dan Kepala 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dapat diketahui bahwa Pihak Dinas telah melakukan 
bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam hal pelaporan pelaksanaan pelayanan 






Bentuk pertanggungjawaban tersebut tertuang dalam publikasi informasi yang dapat diakses 
oleh seluruh masyarakat melalui media sosial baik itu melalui laman resmi 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id ataupun melalui akun instagram @disdukcapil.tangsel. 
Informasi hasil kinerja yang dipublikasikan berupa laporan jumlah pelayanan E-KTP, KK, 
maupun akta serta jumlah pengaduan baik yang masuk dan yang sudah terselesaikan. Dengan 
adanya publikasi hasil kinerja pelayanan ini adalah bentuk pertanggungjawaban dari Pihak 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan juga agar masyarakat 
mengetahui hasil dari kinerja pelayanan yang dilakukan dari segi jumlah. 
 Berdasarkan hasil wawancara denga ketiga masyarakat, dapat diketahui bahwa 
masyarakat medukung adanya pertanggungjawaban berupa keterbukaan informasi menganai 
capaian kinerja hasil yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan dipublikasikan secara 
jelas, akutal, dan transparan. Hal ini diketahui bahwa pelaporan dan penyampaian informasi 
mengenai kinerja pelayanan pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan telah diinformasikan dengan baik sehingga dapat menyentuh dan 
sampai kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa laporan 
capaian kinerja ini didukung dengan tersedianya media komunikasi dan pelaporan yang jelas 
dan dapat diakses oleh masyarakat secara menyeluruh mengenai capaian hasil kinerja 
pelayanan pembuatan E-KTP dan diperbaharui setiap harinya dalam segi jumlah. Hal ini 
sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sjahrudin Rasul dalam BPKP (2007:06) 
yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan publik yang dipercayakan dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. 
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dinilai akuntabel 
dalam menyampaikan pertanggungjawaban berupa pelaporan dari pimpinan penyelenggara 






Akuntabilitas kinerja yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2004:226-
227). Bentuk pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan kepada pemimpin eksekutif diatasnya dalam hal ini adalah Walikota 
tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah dilaksanakan sesuai 
berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang telah diterbitkan secara 
tepat waktu dan telah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Disamping itu, 
pemenuhan pertanggungjawaban terhadap Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah terwujud dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan 
baik yang tertuang dalam dalam bentuk laporan data yang diserahkan pada Ditjen Dukcapil 
Kemendagri pada periode bulanan, triwulan, dan tahunan melalui Kepala Dinas sudah 
dilaksanakan. Disamping itu, pelaporan dan penyampaian informasi mengenai kinerja 
pelayanan pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan kepada masyarakat telah diinformasikan dengan baik melalui media komunikasi dan 
pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat secara menyeluruh mengenai capaian 
hasil kinerja pelayanan pembuatan E-KTP dan diperbaharui setiap harinya dalam segi jumlah. 
 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan dalam dimensi akuntabilitas kebijakan jika dianalisis dengan 
menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/26/M.PAN/2/2004 dalam Ratminto dan Atik (2016:216) sebagai teori pendukung 
memberikan gambaran mengenai akuntabilitas yang menyiratkan jujur, objektif, dan 
transparan dalam penyusunan laporan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk 
pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kota Tangerang Selata kepada 
otoritas diatasnya dalam hal ini adalah Walikota dan Ditjen Dukcapil Kemendagri telah 
terwujud Sebagaimana sejalan pernyataan yang dikemukakan oleh Sjahrudin Rasul (2007:3) 






lebih tinggi atau kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas 
tindakan atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. 
Disamping itu, bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat berupa laporan capaian hasil 
kinerja juga telah dilaksanakan sebagaimana sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan 
oleh Sjahrudi Rasul (2007:06) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan publik yang 
dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kepada masyarakat.  
4.4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pencapaian Akuntabilitas Kinerja 
Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
 Dalam upaya pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-
KTP terdapat faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, faktor-faktor tersebut 
adalah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adalah faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik sedangkan 
faktor penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian 
akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Berikut merupakan faktor pendukung dan penghambat 
dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan: 
4.4.2.1 Faktor Pendukung 
1) Ketersediaan Blanko E-KTP 
Blanko merupakan kartu pintar atau smart card dimana data penduduk direkam 
kedalam chip dan dicetak diatas permukaanya. Ketersediaan blanko E-KTP menjadi salah satu 
faktor yang penting dalam menunjang akuntabilitas kinerja pelayanan pembuatan E-KTP pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan 






menghambat kinerja pegawai dalam rangka memberikan pelayanan pembuatan E-KTP. Untuk 
mengetahui ketersediaan blanko E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan dapat dilihat melalui publikasi informasi yang terdapat pada laman resmi 
disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Kewajiban untuk menginformasikan ketersediaan 
blanko E-KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan sejalan dengan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) pada poin c Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 yang berbunyi “Setiap hari 
mengumumkan jumlah blanko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengumuman / 
tempat layanan”. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pihak Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan kewajibanya untuk 
mempublikasikan ketersediaan blanko E-KTP berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 
2018. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Blanko E-KTP pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah tersedia dengan jumlah 
yang memadai. Tidak ada masalah mengenai kekosongan blanko saat ini sejak awal tahun 
menjelang ajang pilpres berlangsung. Dengan adanya jaminan ketersediaan Blanko E-KTP ini 
menjadi salah satu faktor pendukung dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
dalam pembuatan E-KTP karena dapat mendukung proses pembuatan E-KTP sesuai dengan 
standar waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat dinilai dari tidak terdapat kendala yang 
menyebabkan keterlambatan atau tidak efisienya waktu pelayanan yang sudah ditentukan yang 
dikarenakan kondisi kekosongan blanko E-KTP. Dengan tersedianya blanko E-KTP yang 
memadai merupakan salah satu faktor pendukung terselenggaranya pelayanan yang sesuai 
dengan standar pelayanan yang dikehendaki dan merupakan salah satu wujud akuntabilitas 







2) Sumber Daya Manusia yang Kompeten 
Sumber Daya Manusia sebagaimana yang diemukakan oleh Hasiani (2015:1) 
merupakan potensi yang dimiliki dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai 
makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang dapat mengelola dirinya sendiri terhadap 
seluruh potensi yang dimiliki dalam mencapai suatu tujuan. Sumber daya manusia yang 
kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mendukung produktivitas dan 
aktivitas agar tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi dapat tercapai dengan baik. 
Posisi sumber daya manusia yang vital dalam suatu organisasi juga berlaku pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dimana sumber daya manusia 
yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi 
salah satunya adalah pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-
KTP.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah dinilai kompeten dalam hal menjalankan tugas, 
fungsi, dan perannya sesuai dengan aturan dan standar pelayanan yang berlaku dalam 
melakukan pelayanan pembuatan E-KTP. Disamping itu, pegawai dinilai kompeten dan 
memiliki pengetahuan dalam pengoperasian sistem dimana keseluruhan pelayanan yang 
dilaksanakan sudah berbasis digitalisasi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan juga dapat dilihat dari latar 
belakang mayoritas pegawai adalah sudah berjenjang sarjana. Oleh karena itu, maka apababila 
terdapat kebijakan atau program baru yang hendak dilaksanakan maka dengan kompetensi 
yang dimiliki pegawai sudah dapat mengimbangi dan menjalankan dengan baik. Sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson dalam Azmy (2015:224) bahwa sumber daya 
manusia yang kompeten dimaknai sebagai mereka yang memilki kemampuan dalam usaha 






dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Hal ini sejalan dengan 
pernyataan yang dikemukakan oleh Moenir dalam Muradi dan Rusli (2013:194-196) bahwa 
dengan kompetensi dan keterampilan yang memadai akan berdampak pada pelaksanaan tugas 
dan wewenang yang dimiliki oleh petugas maupun organisasi sehingga dapat dilakukan dengan 
baik, cepat, dan menciptakan akuntabilitas.  
3) Koordinasi yang baik antar pegawai 
Hubungan antar pegawai dalam hal komunikasi baik antara pimpinan dan bawahan 
maupun antar sesama pegawai dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan sebagaimana menjadi 
salah satu faktor pendukung dalam proses pencapaian tujuan organisasi ya ng telah ditetapkan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah berupaya untuk menjaga komunikasi yang baik 
antar sesama pegawai guna menghindari kemunginan adanya miskomunikasi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu bentuk koordinasi baik antara pimpinan 
dan bawahan terwujud dengan melakukan pembinaan berupa briefing rutin yang dilaksanakan 
satu kali dalam seminggu yaitu setiap hari senin dan melakukan evaluasi setiap dua hari sekali. 
Dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pegawai maka bertujuan untuk mengetahui dan 
mengidentifikasi kekurangan, kendala, maupun masukan terhadap kinerja pegawai terutama 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah pelayanan pembuatan 
E-KTP.  
Dengan menjaga komunikasi yang baik antar pegawai merupakan salah satu upaya 
dalam mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja pelayanan publik sebagaimana komunikasi 
yang dilakukan didukung oleh kemampuan pimpinan yang efektif untuk mengarahkan 
bawahaya dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu pemimpin harus dapat 
mengkomuniasikan dengan baik untuk memotivasi para pegawai dalam memberikan 






4.4.2.2 Faktor Penghambat 
1) Kurangnya Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang memegang peran penting 
dalam terciptanya akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Bagi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, keberadaan sarana dan pasarana dinilai sangat 
penting untuk menunjang aktivitas pelayanan terutama pelayanan pembuatan E-KTP. Sarana 
dan prasarana berperan sebagai alat penunjang keberhasilan dari proses upaya yang dilakukan 
dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegatan yang 
dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Hal ini 
seperti yang dikemukakan Moenir (2001:119) bahwa sarana dan prasarana merupakan 
seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik merupakan peralatan 
pembantu maupun peralatan utama yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang 
hendak dicapai.  
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana 
belum dapat dikatakan memadai secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala 
berupa kurangnya sarana dan prasarana dalam hal akses jaringan atau koneksi server dalam 
mendukung pelayanan pembuatan E-KTP. Dengan adannya kendala jaringan ini menyebabkan 
keterlambatan dalam pelayanan pembuatan E-KTP yang menyebabkan pelayanan tidak dapat 
diselesaikan secara tepat waktu. Akses jaringan atau koneksi server merupakan salah satu 
faktor penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Kelancaran akses 
jaringan tersebut berpengaruh langsung terhadap proses pelayanan E-KTP yang sedang 
dilakukan, dalam hal tersebut dikarenakan koneksi yang digunakan dalam Pelayanan E-KTP 
bergantung pada jaringan yang disediakan oleh Kominfo. Buruknya jaringan menyebabkan 






(request time out). Dalam hal ini jika kondisi jaringan dari Kominfo mati maka Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidak bisa melakukan apa-apa 
kecuali menunggu jaringan pulih. 
Disamping itu, gangguan jaringan juga terpengaruh pada kondisi cuaca yang tidak 
menentu sehingga dapat sewaktu-waktu mengalami gangguan. Adapun kendala teknis lainya 
yang mempengaruhi rusaknya jaringan / koneksi internet adalah gangguan viber optic yang 
terputus karena suatu proses pembangunan yang pada akhirnya mempengaruhi proses 
pelayanan pembuatan E-KTP. Dengan adanya kendala jaringan ini dapat menghambat dan 
menyebabkan keterlambatan pelayanan pembuatan E-KTP sehingga tidak dapat selesai dengan 
tepat waktu. Akibatnya penyelesaian pelayanan E-KTP bagi masyarakat yang tidak dapat 
selesai secara tepat waktu mundur dan akan dihubungi kembali oleh Pihak Dinas ketika E-KTP 
tersebut sudah siap. 
Salah satu faktor lain yang menjadi penghambat pelayanan adalah adanya kendala 
dalam akses menuju server pusat yang juga menjadi peran penting dalam proses pelayanan. 
Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam 
melakukan proses pelayanan pembuatan E-KTP bergantung pada server yang disediakan oleh 
Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan database kependudukan bersifat terpusat pada 
Kementerian Dalam Negeri sehingga adanya kerusakan atau gangguan teknis yang terjadi pada 
pusat pelayanan akan berdampak signifikan secara langsung terhadap proses pelayanan E-KTP 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 
2) Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat 
Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelayanan E-KTP adalah 
faktor partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan terutama 
E-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebegai penyedia 






kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Namun upaya tersebut masih kurang 
mendapatkan perhatian dari masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan 
masyarakat akan pentingnya pembuatan E-KTP sebagai bentuk tertib kependudukan. Bentuk 
partisipasi masyarakat tercermin dari sikap masyarakat dalam merespon penyelenggaraan E-
KTP. Respon masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pembuatan E-KTP dinilai 
kurang karena seringkali masyarakat baru mengurus ketika sedang diperlukan sehingga 
sifatnya mendesak dan terburu-buru. 
Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat menyebabkan masih ada 
masyarakat yang menunda dan baru mengurus pembuatan E-KTP pada waktu yang mendesak 
untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Hal ini mengakibarkan masyarakat menginginkan untuk 
dilayani secara cepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, pelayanan pembuatan 
E-KTP harus dilakukan berdasarkan SOP dan standar pelayanan yang telah ditetapkan yaitu 
harus melakukan daftar online terlebih dahulu untuk mendapatkan kuota dan jadwal baru saat 
itu akan dilayani. Tidak jarang masyarakat menuntut untuk meminta pertambahan jadwal agar 
dapat dilayani namun pihak Dinas harus tetap melakukan pelayanan sesuai dengan SOP dan 
sudah diatur dalam sistem berdasarkan antrian.  
Selain itu, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan 
dinilai perlu untuk ditingkatkan. Hal ini diketahui dari masih adanya masyarakat tidak 
mengikuti aturan ataupun prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun bentuk 
ketidakdisiplinan masyarakat dalam mengajukan permohonan pelayanan pembuatan E-KTP 
salah satunya terlihat dari pemenuhan berkas persyaratan yang tidak lengkap. Jika berkas 
persyaratan tidak diserahkan secara lengkap maka pihak Dinas tidak dapat melakukan 
pelayanan kepada masyarakat karena harus sesuai dengan SOP dan standar pelayanan yang 
telah ditetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk 






Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Rendahnya tingkat 
partisipasi dan kesadaran masyarakat ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat dalam 
pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP. 
3) Rendahnya Kedisiplinan Pegawai  
Kedisiplinan pegawai pada hakikatnya merupakan satu hal yang harus dapat 
dipertanggungjawabkan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan dalam rangka memberikan pelayanan pembuatan E-KTP. Kedisiplinan 
merupakan hal yang sangat diutamakan karena akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan 
kinerja pegawai. Dalam hal ini, kedisiplinan pegawai terkait pada disiplin masuk jam kerja 
maupun disiplin dalam proses pelayanan.  
Dalam pelaksanaanya, dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dinilai kurang disiplin dimana kesesuaian waktu 
istirahat kurang relevan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini ditandai dengan adanya 
keterlambatan kehadiran pegawai pada jam pelayanan seusai jam istirahat. Dengan adanya 
keterlambatan kehadiran pegawai mengakibatkan masyarakat merasa kebingungan untuk 
memperoleh informasi dan harus menunggu lebih lama untuk akhirnya dilayani oleh pegawai.  
Disiplin pegawai sangat penting perannya dalam pelaksanaan pelayanan karena berhasil 
tidaknya proses pelayanan sebagain besar ditentukan oleh tingkat kedisiplinan pegawainya. 
Oleh karena itu diharapkan bagi pegawai untuk konsisten terhadap kedisiplinan berdasarkan 








5.1  Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan terkait dengan rumusan masalah dan fokur 
penelitian sebagai berikut: 
1. Pada proses pencapaian akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-
KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan terdapat 
beberapa poin kesimpulan yaitu: 
a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam pembuatan E-KTP sudah sesuai 
dengan teori akuntabilitas kinerja yang dikemukakan oleh Sheila Elwood. Pegawai 
dinilai taat dan memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi dasar hukum berupa 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maklumat, dan janji pelayanan yang 
telah ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan pembuatan E-KTP. 
b. Akuntabilitas Proses 
Akuntabilitas proses dalam prosedur dan persyaratan dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam pembuatan E-
KTP sudah dilaksanakan sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan dan 
sejalan dengan teori akuntabilitas kinerja Sheila Elwood namun kejelasan informasi 
mengenai alur prosedur belum tercapai. Biaya pelayanan pembuatan E-KTP 
dinyatakan gratis sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan sejalan 
dengan teori akuntabilitas Sheila Elwood. Jangka waktu pelayanan pembuatan E-






sejalan dengan teori akuntabilitas Sheila Elwood. Aspek responsivitas pegawai 
belum belum sepenuhnya dijalankan dan tidak sejalan dengan teori akuntabilitas 
kinerja Sheila Elwood. Sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan pembuatan 
E-KTP sudah tersedia namun belum dapat dikatakan maksimal karena masih 
terdapat hambatan dan dinilai belum sejalan dengan dengan teori akuntabilitas 
kinerja Sheila Elwood.  
c. Akuntabilitas Program 
Akuntabilitas program dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan dalam pembuatan E-KTP sudah sejalan dengan teori Sheila 
Elwood dimana menunjukan bahwa program yang dijalankan merupakan program 
yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukan dengan 
hasil capaian jumlah E-KTP yang diterbitkan sepanjang tahun 2020 berjumlah 
144.802 keping melebihi target yaitu 102.504 keping dan mendapatkan penghargaan 
mendapatkan penghargaan sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik dalam 
kategori sangat baik / A- dari kemenpan RB dan penghargaan “Dukcapil bisa” dari 
Kemendagri. 
d. Akuntabilitas Kebijakan 
Akuntabilitas Kebijakan dalam pertanggangjawaban keatas yang dilaksanakan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam 
pembuatan E-KTP sudah sejalan dengan teori Sheila Elwood berdasarkan 
pemenuhan laporan kinerja instansi pemerintah periode tahun 2020 kepada Walikota 
Tangerang selatan secara tepat waktu dan laporan data kepada Ditjen Dukcapil 
Kemendagri serta terpenuhinya penyampaian informasi mengenai laporan capaian 
kinerja harian pelayanan pembuatan E-KTP dalam segi jumlah yang dapat diakses 






2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pencapaian Akuntabilitas Kinerja Pelayanan 
Publik dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan 
a. Faktor Pendukung 
1) Ketersediaan Blanko E-KTP  
Blanko E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan sudah tersedia dengan jumlah yang memadai. Tidak ada masalah dan 
hambatan mengenai kekosongan blanko yang dialami saat ini dan dapat 
mendukung proses pembuatan E-KTP sesuai dengan standar waktu yang telah 
ditentukan. 
2) Sumber Daya Manusia yang Kompeten  
Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang Selatan sudah dinilai kompeten dalam hal menjalankan 
tugas, fungsi, dan perannya sesuai dengan aturan dan standar pelayanan yang 
berlaku dalam melakukan pelayanan pembuatan E-KTP. Pegawai dinilai 
kompeten dan memiliki pengetahuan dalam pengoperasian sistem dimana 
keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan sudah berbasis digitalisasi. Selain itu, 
kualitas sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan juga dapat dilihat dari latar belakang mayoritas pegawai 
adalah sudah berjenjang sarjana. 
3) Koordinasi yang Baik Antar Pegawai 
Komunikasi antara pimpinan dan bawahan maupun antar sesama pegawai pada 
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah 
terlaksana dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk menghindari miskomunikasi 






Selain itu koordinasi juga dilakukan dalam bentuk pembinaan berupa briefing 
rutin evaluasi yang dilakukan guna mengidentifkasi kekurangan, kendala, 
maupun masukan terhadap kinerja pegawai dalam mendukung pemberian 
pelayanan kepada masyarakat. 
b. Faktor Penghambat 
1) Kurangnya Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana dalam hal akses jaringan dinilai belum tersedia secara 
memadai dan menjadi hambatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan dalam proses pelayanan pembuatan E-KTP yang 
disebabkan karena ketergantungan pada jaringan yang disediakan oleh Kominfo 
maupun terpengaruh pada kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga dapat 
sewaktu-waktu mengalami gangguan. Selain itu adanya kendala dalam akses 
menuju server pusat yang bergantung pada Kemendagri sehingga apabila ada 
kerusakan atau gangguan teknis yang terjadi pada pusat pelayanan akan 
berdampak signifikan secara langsung terhadap proses pelayanan E-KTP. 
2) Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat 
Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen 
kependudukan menyebabkan masih ada masyarakat yang menunda dan baru 
mengurus pembuatan E-KTP pada waktu yang mendesak untuk memenuhi 
kebutuhan tertentu. Selain itu, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi 
peraturan yang ditetapkan dinilai perlu untuk ditingkatkan. Hal ini diketahui dari 
masih adanya masyarakat tidak mengikuti aturan dilihat dari pemenuhan berkas 








3) Rendahnya Kedisiplinan Pegawai 
Rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai menjadi penghambat dalam pencapaian 
akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP. 
Ketidakdisiplinan ini ditandai dengan adanya pegawai yang melakukan 
keterlambatan kehadiran pada jam pelayanan seusai jam istirahat. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam 
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan, maka peneliti berusaha memberikan beberapa rekomendasi atau saran. Adapun 
saran tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
untuk menyediakan alternatif jaringan internet guna mengantisipasi adanya kerusakan 
jaringan yang disediakan Kominfo sehingga tidak menghambat jalanya pelayanan 
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 
Selatan. 
2. Diharapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
untuk dapat memberikan sanksi berupa surat peringatan, sehingga dapat memberikan 
efek jera terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. 
3. Diharapkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam pembuatan 
E-KTP dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat baik 
melalui pihak kecamatan, kelurahan, maupun turun langsung ke masyarakat dan 
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Lampiran 1. Surat Izin Riset untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 














Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tangeang Selatan 







Loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tangeang Selatan 







Wawancara dengan Kepala Dinas Bapak Dedi Budiawan 














Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Bapak Heru 











Wawancara dengan Kepala Seksi SDM dan TIK Bapak Rendi 










Wawancara dengan Staff Bidang Pelayanan Bapak Fajar Bimantoro 














Wawancara dengan masyarakat pengguna layanan Bapak Muhadjirin 










Wawancara dengan masyarakat pengguna layanan Ibu Dewi 











Wawancara dengan masyarakat pengguna layanan Ibu Dewi 






Lampiran 3. Pedoman Wawancara 
 
1. Bagaimana kepatuhan & kedisiplinan pegawai terhadap SOP yang berlaku sebagai 
acuan kinerja dalam melakukan pelayanan pembuatan E-KTP?  
2. Bagaimana tahap dan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP? 
3. Apakah terdapat biaya yan dibebankkan dari pelayanan pembuatan E-KTP dan 
darimana sumber anggaran tersebut? 
4. Bagaimana dengan kepastian waktu pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP di 
Kantor Dukcapil Tangsel apakah sudah sesuai atau sering mengalami keterlambatan? 
5. Bagaimana peran dan bentuk responsivitas pegawai dalam memberikan pelayanan? 
6. Apakah sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dukcapil Tangerang Selatan 
sudah cukup memadai untuk mendukung pelayanan pembuatan E-KTP? 
7. Apa target yang diharapkan dalam pencapaian pelayanan pembuatan E-KTP? 
8. Bagiamana hasil dan pencapaian dari program pelayanan pembuatan E-KTP? 
9. Apakah tujuan dari pelayanan pembuatan E-KTP yang telah ditetapkan sebelumnya 
dapat dicapai dengan baik? 
10. Apakah terdapat kendala dan hambatan yang berasal dari internal dan eksternal dalam 
proses pelaksanaan pembuatan E-KTP? 
11. Apakah terdapat keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan pegawai dalam 
pelayanan pembuatan E-KTP? 
12. Kepada siapa kah pihak dukcapil bertanggung jawab ke atas dan bagaimana bentuk 
pertanggungjawabanya terhadap kinerja pelayanan pembuatan E-KTP tersebut?  
13. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dari kepala dinas dukcapil terhadap 
masyarakat terhadap kinerja pegawai dalam proses pembuatan E-KTP? 
14. Bagaimana cara Kepala dinas untuk mengkomunikasikan mengenai prosedur atau 
kebijakan pembuatan E-KTP kepada para pegawai agar pelaksanaan pembuatan E-KTP 
dapat berjalan dengan baik? 
15. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pencapaian 









Pertanyaan unutk masyarakat pengguna jasa pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan: 
 
1. Bagaimana prosedur yang harus dijalankan dalam proses pembuatan E-KTP? Apakah 
prosedur dan persyaratan sudah dianggap jelas? 
2. Apalah terdapat biaya yang dibebanakn dalam kepada masyarakat dalam pembuatan E-
KTP? 
3. Bagaimana dengan ketepatan waktu dalam proses pelayanan pembuaan E-KTP? apakah 
prosesnya mengalami keterlambatan? 
4. Bagaimana bentuk kepatuhan para pegawai Disdukcapil terhadap peraturan yang berlaku 
serta kejujuran pegawai dalam memberikan pelayanan? 
5. Bagaimana sikap dan tanggungjawab pegawai dalam memberikan pelayanan dalam 
pembuatan E-KTP secara keseluruhan? 
6. Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pembuatan E-
ktp di kantor dukcapil Tangerang selatan apakah sudah memadai? 
7. Bagaimana tanggaan bapak / ibu mengenai inovasi program yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan pencatatan sipil kota Tangerang selatan dalam melakukan pelayanan 
pembuatan e-ktp? 
8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban berupa keterbukaan informasi dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang dirasakan oleh 
masyarakat? 
9. Apakah terdapat masukan / kritik yang ingin disampaikan terkait kinerja pegawai dalam 














Lampiran 4. Transkrip Wawancara 
 











1. Bagaimana kepatuhan & 
kedisiplinan pegawai terhadap 
SOP yang berlaku sebagai acuan 
kinerja dalam melakukan 
pelayanan pembuatan E-KTP?  
 
1. Kepatuhan dan kedisiplinan pegawai terhadap SOP yang berlaku sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan menurut saya alhamdulillah bisa 
dijamin walaupun mungkin tidak 100% namun saya bisa katakan sudah 
sangat mendekati karena menurut saya sudah sangat sangat transparan dan 
dengan adanya digitalisasi tadi dengan sistem daftar online itu 
mempermudah kita untuk mendeteksi dan pengawasan terhadap staff kita 
sendiri maupun ke masyarakat. bentuk kedisiplinan lain dasarnya adalah 
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015. Selama 
ini kita tetap melakukan pengawasan terkait SOP, SOP sudah kita jalankan 
bahwa proses cetak E- KTP harus sesuai dengan prosedur, artinya orangnya 
hadir, membawa persyaratan, dan petugas baru bisa melakukan pencetakan 
Akuntabilitas 
Proses  
1. Bagaimana tahap dan prosedur 
dalam pelayanan pembuatan E-
KTP 
2. Apakah terdapat biaya yang 
dibebankan dari pelayanan 
pembuatan E-KTP dan darimana 
sumber anggaran tersebut?  
3. Bagaimana dengan kepastian 
waktu pelaksanaan pelayanan 
pembuatan E-KTP pada 
Dukcapil Tangerang Selatan? 
Apakah sudah sesuai atau sering 
mengalami keterlambatan? 
4. Bagaimana bentuk responsivitas 
pegawai dalam memberikan 
pelayanan? 
1. Prosedur cetak E-KTP dibagi menjadi 3 bagian, pertama ada yang disebut 
pemilik pemula atau pembuat pemula yaitu usia 17 tahun, kalau 17 tahun 
cukup datang langsung ke Dinas atau bisa juga di kecamatan. Itu yang 
disebut offline jadi tidak daftar online melainkan datang langsung. Yang 
kedua dalam posisi rusak / hilang, misalkan anda sudah punya E-KTP pada 
saat umur 17 tahun namun selanjutnya ada yang rusak, patah, hilang nah 
itu dilayani dalam 2 jenis macam yang pertama bisa cetak di mall dengan 
daftar online dulu dan satu lagi dengan ojek online. Bisa dibayangkan jika 
pelayanan adminduk hanya dilakukan pada Dinas maka akan terjadi 
penumpukan, oleh karena itu kita membuka titik-titik pelayanan yang 
tujuan akhirnya adalah untuk memudahkan masyarakat. Perlu dipahami 
juga bahwa proses cetak E-KTP harus sesuai dengan prosedur, artinya 
orangnya hadir, membawa persyaratan, dan petugas baru bisa melakukan 
pencetakan  
2. Untuk biaya pelayanan ini bersifat gratis jadi masyarakat tidak perlu untuk 
membayar apapun silahkan melakukan pendatftaran dan cukup membawa 






5. Apakah sarana dan prasarana 
yang terdapat di Kantor dukcapil 
sudah cukup memadai untuk 
mendukung pelayanan? 
APBD dan APBN atau DAK. Bentuk pertanggungjawabanya itu kita 
mempunyai mekanisme yaitu ada pemeriksaan dari inspektorat dan 
pemeriksaan keuangan  
3. Kalau waktu boleh dikatakan tadi bersifat estimasi. Kenapa dikatakan 
estimasi karena berhubungan dengan beberapa faktor seperti jaringan dan 
listrik. Umumnya boleh dikatakan lebih dari 70% sudah dilakukan secara 
tepat waktu apalagi yang sudah menggunakan digitalisasi atau online. 
Ketepatan waktu itu kita berusaha sesuai dengan SOP yang diberikan, tidak 
melebihi UU pelayanan publik. Dalam UU tentang pelayanan publik kan 
dijelaskan bahwa pelayanan tidak boleh lebih dari 14 hari, nah itu kita 
terapkan dan tidak melebihi dari itu. 
4. Untuk layanan pengaduan dari masyarakat kita selalu berinovasi untuk 
menampung segala macam pertanyaan, aduan, keluhan, maupun saran 
maka lahirlah “SIBUDI KANCIL” dari beberapa inovasi yang berbeda-
beda dirangkum dalam 1 teknik. SIBUDI KANCIL adalah singkatan dari 
silahkan hubungi disdukcapil, hubunginya kemana? kalau offline boleh 
datang langsung, kalau online dari semua medsos ada dari twitter, 
facebook, instagram, telegram, wa, atau website. Kalau melalui website, 
instagram, dan telegram bisa diakses selama 24 jam tidak hanya jam kerja. 
Jadi kesimpulanya jangan bilang susah untuk mengurus adminduk di 
Tangsel sebelum tanya, ngadu, usul appaun di SIBUDI KANCIL 
dimanapun anda mau, bagi yang gamau nunggu hari dan jam kerja ada yang 
24 jam 
5. Untuk sarana dan prasarana bisa dikatakan sudah cukup meskipun perlu 
juga untuk dilakukan peremajaan tapi secara keseluruhan sarana dan 
prasarana yang kita punya ini dari segi fasilitas sudah mampu mendukung 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk kelengkapan alat pencetakan E-KTP 
ini kita punya 10 alat cetak yang tersebar masing- masing di kecamatan 








1. Apakah target yang diharapkan 
dari pelayanan pembuatan E-
KTP 
2. Bagaimana hasil dan pencapaian 
dari program pelayanan 
pembuatan E-KTP? 
1. Targetnya itu Jadi kita mengharapkan untuk pelayanan ini adalah 
masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang cepat selain itu kita juga 
melakukan inovasi-inovasi seperti dengan digitalisasi, ojek online, 
pelayaan adminduk di mall, untuk layanan pengaduan juga sudah ada bisa 
di akses melalui medsos lengkap. Diharapkan dengan kemudahan akses 
untuk pelayanan ini masyarakat jadi dipermudah dalam mengurus 
adminduk, kalau ada pertanyaan tinggal hubungi kita melalui medsos  
2. Kita juga sangat terbantu dengan menerapkan program daftar online karena 
online itu selain mempercepat sistem menurut kami juga bisa mengatur 
antrian masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada sistem daftar online jika 
1000 orang yang datang ke Dinas gimana ngaturnya susah kan apalagi 
dengan pandemi ini. Kalau dengan online sebelum pandemi ini kita bisa 
sampai 500 kenapa gak penuh? karena kita atur berdasarkan sistem 
pembagian waktu misalnya nomor antrian 1-100 datang jam 8, antrian 
selanjutnya datang jam 9. Kan begitu makanya antrianya tidak pernah 
padat, itulah kelebihan dengan adanya sistem online. Untuk piagam 
Alhamdulillah tahun kini kita hattrick ya dapat piagam sangat baik dari 
PANRB kemudian dapat piagam dukcapil bisa dari kemendagri dan dapat 
nilai A dari sakip. Tahun ini itu menunjukan kan kinerja semua sudah baik 
berarti kan hanya 2 pilihan kita yaitu bertahan di nilai yang sama atau naik 
lagi jangan sampai tahun depan turun. 
Akuntabilitas 
Kebijakan 
1. Kepada siapa kah pihak dukcapil 
bertanggungjawab keatas dan 
bagaimana bentuk 
pertanggungjawabanya terhadap 
kinerja pelayanan pembuatan e 
ktp tersebut? 
2. Bagaimana bentuk 
pertanggungjawaban dari kepala 
dinas dukcapil terhadap 
masyarakat terhadap kinerja 
pegawai dalam proses 
pembuatan E-KTP? 
1. Kalau bentuk pertanggungjawaban Dukcapil saya bertanggungjawab 
kepada Dirjen Dukcapil karena ini adalah milik Kemendagri tapi secara 
aturan kepegawaian saya tuh ibaratnya separoh pegawai Tangsel separoh 
saya pegawai pusat, dan berlaku untuk semua dari mulai eselon 4,3 apalagi 
saya eselon 2 punya 2 SK jadi dari walikota dan dirjen jadi bos saya cuma 
2. Ini artinya pertanggungjawaban saya ke 2 pihak yaitu kepada walikota 
dan Dirjen. Bentuk pertanggungjawabanya per bulan dalam bentuk laporan 
evaluasi bulanan, triwulan, tahunan ada, harian bahkan kita melaporkan. 
Karena yang dilaporkan pada harian adalah capaian kinerja kita, untuk 
laporan harian kita bisa dilihat melalui ig @disdukcapil.tangsel  
2. Kalau laporan pencapaian yang setiap hari di posting juga merupakan salah 






termasuk kan yang namanya kita posting kan terbuka secara umum, jadi kita 
jaman transparan apa yang diumpetin. Kami share juga di medsos agar 
masyarakat juga jadi tahu. Bentuknya ini berupa laporan seperti jumlah 
pelayanan E-KTP, KK, maupun akta, dan pengaduan 24 jam, ini kalu tanda 





1. Apa saja yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat 
dalam proses pencapaian 
akuntabilitas kinerja pelayanan 
publik dalam pelayanan 
pembuatan E-KTP? 
1. Ketersediaan blanko kita alhamdulillah sudah tersedia dan sudah normal. 
Untuk melihat stock blanko E-KTP ini bisa dilihat di website kita. Jadi bagi 
yang belum melakukan perekaman kita sangat menghimbau untuk segera 
dilakukan karena stock blanko pun tersedia. Ketersediaan blanko kita 
alhamdulillah sudah tersedia dan sudah normal. Untuk melihat stock blanko 
E-KTP ini bisa dilihat di website kita. Jadi bagi yang belum melakukan 
perekaman kita sangat menghimbau untuk segera dilakukan karena stock 










1. Bagaimana kepatuhan & 
kedisiplinan pegawai terhadap 
SOP yang berlaku sebagai acuan 
kinerja dalam melakukan 
pelayanan pembuatan E-KTP?  
 
1. Tanggungjawab kita sebagai pegawai itu berat dalam arti kepatuhan 
terhadap hukum dan perundang-undangan, ini artinya adalah apa yang 
sudah menjadi dasar proses yang dilakukan akan mengandung efek 
hukum. Jadi kami sudah tegaskan melalui maklumat dan janji pelayanan 
yang bisa dilihat di website, dan juga kami sudah menandatangani pakta 
integritas bahwa apapun yang terjadi akan berakibat hukum. Kita sudah 




1. Bagaimana tahap dan prosedur 
dalam pelayanan pembuatan E-
KTP 
2. Bagaimana dengan kepastian 
waktu pelaksanaan pelayanan 
pembuatan E-KTP pada 
Dukcapil Tangerang Selatan? 
Apakah sudah sesuai atau sering 
mengalami keterlambatan? 
 
1. Proses penerbitan E-KTP ada beberapa langkah, syarat utama membawa 
fotokopi KK yang sudah di tanda tangani kepala disdukcapil dan biasanya 
satu muatan lokal yang berguna untuk menambah verivikasi yaitu 
ditambah fotokopi akta, menghindari ketidaksesuaian KK sudah dicetak 
tapi tidak sesuai dengan akta kelahiran sehingga harus dilakukan perbaikan 
terlebih dahulu. Proses yang dilakukan penerbitan E-KTP yaitu proses 
rekam dan cetak dilakukan di dinas namun jika dilakukan di kecamatan 
masing-masing, maka dicetaknya juga di kecamatan tersebut. Sedangkan 
cetak ktp untuk yang hilang / rusak bisa mendaftarkan secara online untuk 
melakukan pencetakan di dinas dan bisa juga dicetak di mall. Pihak dinas 






dinas. Begitulah proses yang disediakan oleh disdukcapil untuk program 
cetak E-KTP  
2. Untuk tenggat waktu kita sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Untuk 
pelayanan dalam satu hari sudah bisa dicetak namun harus menunggu pada 
waktu dia mendaftarkan sesuai dengan jadwalnya. Yang jadi masalah 
adalah untuk mendapatkan kuotanya itu tidak bisa dalam sehari. Ketika 
melakukan pendaftaran online, pelaksanaanya tidak bisa dilakukan pada 
saat hari itu juga karena harus memilihtanggal, misalnya 1 minggu lagi 
berarti ya 1 minggu kemudian dia akan dilayani sesuai dengan tanggal 




1. Apakah target yang diharapkan 
dari pelayanan pembuatan E-
KTP 
 
1. Targetnya itu adalah kita mengharapkan seluruh penduduk Tangsel punya 
E-KTP itu targetnya sebisa mungkin 100%. Kita secara rutin menyisir 
penduduk-penduduk yang sampai saat ini belum memiliki E-KTP. Ada 
masyarakat bawah seperti nenek-nenek karena dia merasa tidak butuh 
KTP, maka itu menjadi tugas kita untuk menggedor, kita panggil anaknya 
dan keluarganya dan mensosialisasikan pentingnya kepemilikan E-KTP 
untuk mendapatkan akses BPJS. Hal ini dinilai penting karena jika nenek 
ini sakit untuk memiliki BPJS aksesnya dibutuhkan NIK, baru setelah itu 
akhirnya nenek ini mau untuk membuat E-KTP. Ada selain itu terdapat 
penduduk seperti orang gila, sering kita lakukan. Mereka biarpun gila 
harus tetap memiliki ktp, kerena apa? untuk pengobatan di RSJ, belum lagi 
bagi yang mengidap penyakit HIV, itu semua sudah kita lakukan, lansia, 
disabilitas, dan sekarang kita sedang menyasar panti jompo, termasuk anak 
di panti asuhan. Kan kita sebagai masyarakat saat ini tidak terpikirkan 
mereka termarjinalkan sebegitu dianggap susah untuk mendapatkan ktp 
padahal sebenarnya gampang yang penting prosedur terlalui. Target kita 
itu kami mengharapkan semua penduduk tangsel mempunyai KTP  
Akuntabilitas 
Kebijakan 
1. Kepada siapa kah pihak dukcapil 
bertanggungjawab keatas dan 
bagaimana bentuk 
pertanggungjawabanya terhadap 
1. Kalau bentuk pertanggungjawaban Dukcapil saya bertanggungjawab 
kepada Dirjen Dukcapil karena ini adalah milik Kemendagri tapi secara 
aturan kepegawaian saya tuh ibaratnya separoh pegawai Tangsel separoh 






kinerja pelayanan pembuatan e 
ktp tersebut? 
2. Bagaimana bentuk 
pertanggungjawaban dari kepala 
dinas dukcapil terhadap 
masyarakat terhadap kinerja 
pegawai dalam proses 
pembuatan E-KTP? 
saya eselon 2 punya 2 SK jadi dari walikota dan dirjen jadi bos saya cuma 
2. Ini artinya pertanggungjawaban saya ke 2 pihak yaitu kepada walikota 
dan Dirjen. Bentuk pertanggungjawabanya per bulan dalam bentuk 
laporan evaluasi bulanan, triwulan, tahunan ada, harian bahkan kita 
melaporkan. Karena yang dilaporkan pada harian adalah capaian kinerja 
kita, untuk laporan harian kita bisa dilihat melalui ig @disdukcapil.tangsel  
2. Kalau laporan pencapaian yang setiap hari di posting juga merupakan 
salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kepala dinas terhadap 
masyarakat, termasuk kan yang namanya kita posting kan terbuka secara 
umum, jadi kita jaman transparan apa yang diumpetin. Kami share juga di 
medsos agar masyarakat juga jadi tahu. Bentuknya ini berupa laporan 
seperti jumlah pelayanan E-KTP, KK, maupun akta, dan pengaduan 24 
jam, ini kalu tanda nya 0 berarti dari beberapa pengaduan yang ada sudah 





1. Apa saja yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat 
dalam proses pencapaian 
akuntabilitas kinerja pelayanan 
publik dalam pelayanan 
pembuatan E-KTP? 
1. Ketersediaan blanko kita alhamdulillah sudah tersedia dan sudah normal. 
Untuk melihat stock blanko E-KTP ini bisa dilihat di website kita. Jadi 
bagi yang belum melakukan perekaman kita sangat menghimbau untuk 
segera dilakukan karena stock blanko pun tersedia. Ketersediaan blanko 
kita alhamdulillah sudah tersedia dan sudah normal. Untuk melihat stock 
blanko E-KTP ini bisa dilihat di website kita. Jadi bagi yang belum 
melakukan perekaman kita sangat menghimbau untuk segera dilakukan 
karena stock blanko pun tersedia. Untuk hambatan yang dari internal tidak 
ada hambatan yang berarti karena kita sudah on the track semua. Pegawai 
disini juga masing-masing sudah paham jobdescnya masing-masing bisa 
dilihat juga dari latar belakang pegawainya pun kebanyakan adalah lulusan 
sarjana jadi dalam segi pengetahuan dan tanggungjawab saya rasa sudah 
sangat mendukung terlebih dalam penggunaan sistem karena sekarang kita 
sudah berbasis digitalisasi. Sarana dan prasarana bisa menjadi faktor yang 
mendukung seperti yang dikatakan tadi kami sudah merasa cukup 
kondisinya baik meskipun mungkin ada kekurangan sedikit tapi dalam hal 
pelayanan sudah mampu mendukung dan normalnya cukup memadai. Kita 
melakukan pembinaan rutin berupa briefing rutin kepada petugas setiap 






masukan dari petugas mengenai apa yang kurang, apakah ada kendala, dll 
hal tersebut untuk evaluasi kinerja kita terutama dalam memberikan 
pelayanan. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan karena masih ada 
satu atau dua masyarakat contohnya yang paling krusial adalah baru 
mengurus dokumen adminduk E-KTP ketika sudah deket-deket waktu 
yang diperlukan. Jadi seringkali masyarakat menuntut untuk hasil yang 
cepat pada hari itu juga sementara kita mengurus ribuan masyarakat 
berdasarkan antrian sesuai kuota yang harus kita dahulukan. Masih ada 
terjadi seperti itu, namun mudah-mudahan kedepanya sudah tidak. 
Masyarakat juga ada yang menuntut minta tambahan jadwal, ya seperti itu 
minta percepatan padahal kita kan sudah ada terjadwal online, dia tetep 
kekeh karena dia misalnya dapat jadwal itu masih minggu depan. 
Masyarakat biasanya kekeh karena dia butuhnya mendesak untuk hari ini, 
kan susah mau bagaimana lagi. Gak dilayani juga bagaimana tapi kalau 








1. Bagaimana kepatuhan & 
kedisiplinan pegawai terhadap 
SOP yang berlaku sebagai acuan 
kinerja dalam melakukan 
pelayanan pembuatan E-KTP?  
 
1. Pegawai sudah mentaati peraturan perundang-undangan yang dijadikan 
pedoman dalam melakukan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
masing-masing. Acuan teman-teman disini juga harus sesuai dengan SOP 
karena sistemnya kita buat sesuai SOP. Jadi ini untuk mengunci petugas 
dan teman-teman untuk tidak keluar jalur seperti dalam hal ini E-KTP 
tidak akan bisa tercetak jika tidak melakukan pendaftaran. Untuk saat ini 
pegawai tidak ada yang melakukan pelanggaran dan aman 
Akuntabilitas 
Proses  
1. Bagaimana dengan kepastian 
waktu pelaksanaan pelayanan 
pembuatan E-KTP pada 
Dukcapil Tangerang Selatan? 
Apakah sudah sesuai atau sering 
mengalami keterlambatan? 
2. Apakah sarana dan prasarana 
yang terdapat di Kantor dukcapil 
sudah cukup memadai untuk 
mendukung pelayanan? 
1. Kalau tidak ada kendala jaringan kita sudah sesuai mbak, datang langsung 
cetak. Tetapi kalau ada kendala jaringan dan berakibat mundur kita akan 
meminta nomor telefon si warga dan ketika sudah selesai dicetak kita akan 
menghubungi mereka  
2. Kalau untuk saat ini cukup sarana dan prasaranya, untuk mendukung 
pelayananya sudah cukup. Untuk anggaran sarana dan peralatan 
pendukungnya ada yang namanya DAK yaitu dana alokasi khusus yang 










1. Apakah target yang diharapkan 
dari pelayanan pembuatan E-
KTP 
 
1. Target yang diharapkan adalah pastinya ingin memuaskan warga, jadi 
targetnya adalah agar warga itu tidak meraakan kesulitan dan mudah untuk 
mendapatkan dokumen kependudukan terutama E-KTP 
Akuntabilitas 
Kebijakan 
1. Bagaimana bentuk 
pertanggungjawaban dari kepala 
dinas dukcapil terhadap 
masyarakat terhadap kinerja 
pegawai dalam proses 
pembuatan E-KTP? 
1. Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat kita ada IKM indeks 
kepuasan masyarakat yang terpampang. Jadi warga untuk melihat 
kepuasan pelayanan itu sudah ada di web dan untuk segala sesuatunya 
informasi juga kita layangkan di semua medsos fb, ig, wa, twitter itu juga 
bentuk pertanggungjawaban kita. Ketika ada cetak E-KTP yang belum 
diambil juga kita bertanggungjawab untuk memeberikan kepada warga itu 
untuk mengambil. Kita akan pasang ke medsos atau nanti kita akan 
terjunkan / turunkan ke kelurahan agar kelurahan menginformasikan ke 





1. Apa saja yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat 
dalam proses pencapaian 
akuntabilitas kinerja pelayanan 
publik dalam pelayanan 
pembuatan E-KTP? 
1. Yang menjadi pendukung adalah salah satunya sarana dan prasarana 
menurut saya sudah cukup dan tidak mengalami kekurangan. Hambatan 
yang berasal dari eksternal ini adalah jaringan dan kalau koneksi atau 
jaringanya sedang bermasalah ini bisa menyebabkan pelayananya mundur. 
Kalau umpamanya mundur nanti masyarakat akan dihubungi ketika E-









1. Bagaimana kepatuhan & 
kedisiplinan pegawai terhadap 
SOP yang berlaku sebagai acuan 
kinerja dalam melakukan 
pelayanan pembuatan E-KTP?  
 
1. Alhamdulillah sampai saat ini kita selalu berusaha untuk taat pada SOP, 
SOP itu wajib karena sudah ada ketentuanya sendiri. SOP yang sudah 
diterapkan itu wajib untuk diterapkan dan kalau ada yang urgent juga 
sudah ada bagian-bagianya jadi kita sudah tinggal menerapkan di lapangan 
saja. kita dari dulu juga disini diarahkan / dididik untuk malaksanakan 
pelayanan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Karena dari dulu pun sebetulnya untuk pembuatan atau data2 
kependudukan itu gampang, yang penting tau informasi. Kadang kan yang 
bikin susah karena tidak tau informasi dan dititipkan ke orang lain 
sehingga rentan terjadi miskomunikasi dan berujung dengan melakukan 
complain ke dinas, sedangkan kita sudah melakukan pelayanan sesuai 









1. Bagaimana tahap dan prosedur 
dalam pelayanan pembuatan E-
KTP 
2. Apakah terdapat biaya yang 
dibebankan dari pelayanan 
pembuatan E-KTP dan darimana 
sumber anggaran tersebut?  
3. Bagaimana dengan kepastian 
waktu pelaksanaan pelayanan 
pembuatan E-KTP pada 
Dukcapil Tangerang Selatan? 
Apakah sudah sesuai atau sering 
mengalami keterlambatan? 
4. Bagaimana bentuk responsivitas 
pegawai dalam memberikan 
pelayanan? 
5. Apakah sarana dan prasarana 
yang terdapat di Kantor dukcapil 
sudah cukup memadai untuk 
mendukung pelayanan? 
1. Untuk persyaratan dan prosedur tata cara sudah jelas semua ya 
diinformasikan melalui website ada, terpampang di dinding kantor juga 
ada, selain itu melalui televisi yang tersedia di ruang tunggu disitu juga 
berisi informasi mengenai pelayanan kita. Menurut saya sudah cukup jelas 
informasi ini bisa diakses masyarakat melalui media sosial apapun 
2. Dalam mengurus E-KTP ini sesuai SOP yang ditetapkan tidak ada biaya 
yang dibebankan kepada masyarakat jadi gratis  
3. Untuk saat ini alhamdulillah sudah sesuai ya mbak, kecuali kalau kita ada 
terkendala dengan jaringan. Karena kalau jaringan itu dari kominfo mbak 
ya bukan dari kita. Kalau misalnya jaringanya mati ya di kita jadi ada 
keterlambatan untuk penyelesaianya 
4. Kita masing-masing sudah ada tanggungjawabnya sendiri-sendiri, untuk 
yang di loket tanggungjawabnya sudah ada. Pelayanan pada bagian loket 
itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan sudah dibekali 
dengan keterampilan dan pengetahuan untuk melayani masyarakat dengan 
baik, tanggap, dan ramah. Selain itu karena pelayanan bukan hanya di loket 
saja untuk kita sebagai back office juga terhitung pelayanan karena kita 
back office kan menerima berkas dari loket dan dikerjakan di back office 
nanti balik lagi ke loket jadi sudah ada tanggungjawabnya masing-masing 
sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ada. 
5. Alhamdulillah dari segi sarana dan prasarana baik komputer, printer sudah 
komplit alhamdulillah pun terhitung komputer sendiri masih baru dan 
belum lama juga karena kita kan juga diperhatikan oleh pimpinan kita agar 
pelayanan itu tidak terganggu. 
Akuntabilitas 
Program 
1. Apakah target yang diharapkan 
dari pelayanan pembuatan E-KTP 
2. Bagaimana hasil dan pencapaian 
dari pelayanan pembuatan E-
KTP? 
1. Targetnya adalah setidaknya yang usia pemula yang sekian persen belum 
melakukan perekaman elektronik diharapkan untuk melakukan perekaman 
E-KTP dan target kita pencetakan E-KTP sudah mencapai 90% keatas 
bahkan sudah mencapai 100% kalau bisa, makanya kita selalu 
mengarahkan bagi yang belum perekaman atau bagi usia pemula jangan 
mundur-mundur ayo apabila ada waktu kita perekaman E-KTP karena 
blanko pun tersedia, cari informasi di website kita langsung. 
2. Kita juga sudah mengarah insyaAllah membuka pelayanan di mall selain 






pernah dijalankan namun karena pandemi tidak boleh banyak-banyak dan 
dulu pelayanan di mall karena pandemi mall tutup jadinya kita ikut tutup. 
Nah sekarang ibaratnya sudah new normal. Karena pembeda dan 
keutamaan dari pelayanan di mall itu tadi kan orang ke mall itu rata2 
weekend ya jadi sambil main dan belanja tidak ada salahnya juga dibarengi 
dengan mengurus adminduk tapi itu baru mau dimulai pada awal juni 
untuk sabtu dan minggu. Selebihnya pelayanan pada hari kerja sudah 
cukup efektif pemohon hanya perlu datang membawa persyaratan setelah 
itu cukup menunggu antrian dan untuk cetak E-KTP di mall ini 





1. Bagaimana bentuk 
pertanggungjawaban dari kepala 
dinas dukcapil terhadap 
masyarakat terhadap kinerja 
pegawai dalam proses pembuatan 
E-KTP? 
1. Banyak publikasi informasi kita bukan hanya melalui media sosial saja, 





1. Apa saja yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat 
dalam proses pencapaian 
akuntabilitas kinerja pelayanan 





1. Alhamdulillah kita sebagai pegawai selalu menjaga komunikasi dengan 
baik jadi hambatan yang miscom gamungkin tidak ada tapi hanya sebagian 
kecil. Jadi dengan kita selalu berkomunikasi jadi gampang koordinasi 
untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada 
masyarakat. Kita terkendala hambatan sih dari jaringan, karena jaringan 
kita itu dari Kominfo dan tergantung pada server dari Kemendagri dalam 
hal database, karena kita itu database semua ada disana untuk E-KTP. Jadi 
ketika mereka lancar maka kita tidak ada kendala, tapi jika salah satu 






1. Bagaimana prosedur yang harus dijalankan dalam 
proses pembuatan E-KTP? 
2. Apakah terdapat biaya yang dibebankan kepada 
masyarakat dalam pembuatan E-KTP? 
1. Prosedur yang harus dijalani untuk memperbaharui foto lama biasa standar 
aja gaada ribet apa-apa setelah mengisi formulir langsung disuruh foto 
gitu. Persyaratanya juga jelas hanya membawa KK dan KTP lama. 






3. Bagaimana ketepatan waktu dalam proses 
pelayanan pembuatan E-KTP? 
4. Bagaimana bentuk kepatuhan para pegawai 
Disdukcapil terhadap peraturan yang berlaku 
serta kejujuran pegawai dalam memberikan 
pelayanan? 
5. Bagaimana kinerja pegawai dalam 
memberikan pelayanan dalam pembuatan E-
KTP secara keseluruhan? 
6. Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan 
prasarana penunjang pelayanan pembuatan E-
ktp di kantor dukcapil Tangerang selatan 
apakah sudah memadai? 
7. Bagaimana tanggaan bapak / ibu mengenai 
inovasi program yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan pencatatan sipil kota 
Tangerang selatan dalam melakukan 
pelayanan pembuatan e-ktp? 
8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban 
berupa keterbukaan informasi dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan yang dirasakan oleh 
masyarakat? 
 
3. Ketepatan waktu cukup tepat ya karena saya sendiri kadang suka ditinggal 
dulu untuk keluar jadi ya cukup tepat tidak ada masalah dan kendala  
4. Saya sih masyarakat melihatnya sudah bagus aja ketaatan dengan 
peraturanya asal tidak membebani masyarakat berarti sudah sesuai 
sama aturannya gitu. Untuk informasinya juga sudah jelas sih karena 
rumah saya dekat sini jadi saya langsung datang aja 
5. Kalau menurut saya, saya merasa normal untuk pelayananya. Saya 
merasa dilayani dengan baik tidak ada cemberut atau apa. 
Petugasnya juga responsif dan membantu untuk mengarahkan dan 
kooperatif dalam memberikan informasi yang lengkap jadi buat 
sekarang ngurusnya enak gitu gampang gak kayak dulu. Sudah 
cukup gitu aja masyarakat merasa dilayani dengan baik sudah cukup 
lah, kalau menilai itu sifatnya relatif ya tapi saya merasa cukup 
nyaman itu aja 
6. Sudah cukup baik, yang terpenting bagi saya masyarakat dilayani 
dengan baik itu saja. untuk fasilitasnya sudah cukup 
7. Ya menurut saya sudah cukup berkembang kalau mengetahui sudah 
bisa diurus lewat ojol jadi tinggal kirim dari rumah. Saya belum 
pernah coba sih karena waktu itu mengurus langsung datang ke loket 
kebetulan rumah saya dekat tapi gampang juga 
8. Tentunya informasi-informasi harus dipertanggungjawabkan 
dengan jelas dan transparan jadi masyarakat tahu hasil dari yang 





1. Bagaimana bentuk kepatuhan para pegawai 
Disdukcapil terhadap peraturan yang berlaku 
serta kejujuran pegawai dalam memberikan 
pelayanan? 
2. Bagaimana prosedur yang harus dijalankan dalam 
proses pembuatan E-KTP? 
1. Kepatuhan para pegawai saya rasa sudah cukup baik ya bisa melayani 
kita sesuai sama prosedur yang memang seharusnya karena biasanya 
kan kalau ngurus apa-apa harus pake uang kalau disini pegawainya 
sudah sesuai jujur juga 
2. Awalnya daftar online dulu lewat website, ya agak repot sih terus 
dapet antrian, setelah dapet antrian kita baru datang ke kantor 






3. Apakah terdapat biaya yang dibebankan kepada 
masyarakat dalam pembuatan E-KTP? 
4. Bagaimana ketepatan waktu dalam proses 
pelayanan pembuatan E-KTP? 
5. Bagaimana kinerja pegawai dalam 
memberikan pelayanan dalam pembuatan E-
KTP secara keseluruhan? 
6. Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan 
prasarana penunjang pelayanan pembuatan E-
ktp di kantor dukcapil Tangerang selatan 
apakah sudah memadai? 
7. Bagaimana tanggaan bapak / ibu mengenai 
inovasi program yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan pencatatan sipil kota 
Tangerang selatan dalam melakukan 
pelayanan pembuatan e-ktp? 
8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban 
berupa keterbukaan informasi dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 




tidak sesuai gitu, nanti kita di lapangan harus antri lagi, menurut saya 
belum singkron gitu. Proses yang dijelaskan di website secara online 
dan pelaksanaanya secara offline berbeda. Website nya agak repot 
tidak mudah gitu loh 
3. Untuk biaya iya tidak ada tambahan biayanya jadi gratis sih 
4. Untuk pelayananya cepat prosesnya 1-2 hari sudah jadi 
5. Kalau untuk kinerja pegawainya sdmnya sudah bagus ya sudah cukup 
bertanggungjawab. Mereka menyambut dan melayani kita sampai 
selesai dengan sopan. Secara keseluruhan dalam sudah melayani 
dengan baik ya saya sudah merasa puas 
6. Untuk sarana dan prasaranya bagi saya sudah memadai. Yang 
terpenting ruang tunggunya nyaman 
7. Sudah bagus pelayananya saya berharapnya sih bisa terus 
berkembang dan semoga sistemnya jadi lebih mudah. Apalagi kalau 
lagi covid gini kita kan sulit ya untuk keluar ngurus, itu juga mau gak 
mau harus bikin ktp anak. Bagi saya nilai plus kalau sudah bisa 
menciptakan pelayanan yang memudahkan masyarakat 
8. Di media sosial sudah tersedia secara lengkap dari persyaratan sampai 





1. Bagaimana bentuk kepatuhan para pegawai 
Disdukcapil terhadap peraturan yang berlaku 
serta kejujuran pegawai dalam memberikan 
pelayanan? 
2. Bagaimana prosedur yang harus dijalankan dalam 
proses pembuatan E-KTP? 
3. Apakah terdapat biaya yang dibebankan kepada 
masyarakat dalam pembuatan E-KTP? 
1. Menurut saya cukup bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 
dan sudah sesuai dengan aturan kalau untuk kejujuranya ya sudah baik 
kan aturanya kita tidak dipungut biaya apapun jadi sudah sesuai 
2. Persyaratan sudah cukup jelas, bawa nya itu fotocopy KK dan KTP 
lama terus ada tahap mengisi data formulir didepan. Kemarin saya 
dibantu oleh petugas buat pendaftaranya karena habis membuatkan E-
KTP untuk anak saya. Jadi saya dibantu dan diarahkan untuk daftar 






4. Bagaimana ketepatan waktu dalam proses 
pelayanan pembuatan E-KTP? 
5. Bagaimana kinerja pegawai dalam 
memberikan pelayanan dalam pembuatan E-
KTP secara keseluruhan? 
6. Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan 
prasarana penunjang pelayanan pembuatan E-
ktp di kantor dukcapil Tangerang selatan 
apakah sudah memadai? 
7. Bagaimana tanggaan bapak / ibu mengenai 
inovasi program yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan pencatatan sipil kota 
Tangerang selatan dalam melakukan 
pelayanan pembuatan e-ktp? 
8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban 
berupa keterbukaan informasi dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tangerang Selatan yang dirasakan oleh 
masyarakat? 
9. Apakah terdapat masukan / kritik yang ingin 
disampaikan terkait kinerja pegawai dalam 
memberikan pelayanan pembuatan E-KTP di 
kantor dukcapil Tangerang selatan? 
 
 
kayak dulu ya kalo dulu susah sekarang gampang, ini saya dateng hari 
ini dan langsung jadi. Sudah tepat lah sesuai dengan SOP nya 
3. Untuk biaya nya tidak ada jadi gratis benar-benar gratis 
4. Untuk ketepatan waktu sudah bagus yang penting persyaratan yang 
dibawa dan kartu keluarganya bener itu gampang & hari itu juga 
langsung jadi 
5. Kalau bagian-bagian yang tadi sih ya bagian perekaman dia stand by 
terus jadi pelayananya cepet, tapi kayaknya bagian informasi aja ya 
mungkin saya karena datangnya pada jam istirahat tadi dan setelah jam 
1 masih nunggu lama gitu. Kalau saya bilang sih seharusnya dia 
bergantian jadi masyarakat nggak bingung ya tadi aja saya nunggu 
lama karena lagi sholat semua. Harusnya menurut saya ada 1 orang 
yang gantian. Itu aja sih untuk di bagian informasi menurut saya 
selebihnya saya sudah cukup puas 
6. Menurut saya untuk sarana dan prasarana sudah cukup bagus ya. 
Ruang tunggunya juga luas, bersih, nyaman untuk menunggu antrian. 
7. Inovasi-inovasi seperti itu penting sih mba sebenernya apalagi 
mengikuti zaman sekarang harusnya sudah serba mudah kalau dulu 
kan kayaknya ribet banget gitu. Saya juga waktu itu dikasihtau kalau 
ngurus ktp rusak bisa di Mall juga ya jadi banyak akses pelayananya 
bagus lah menurut saya 
8. Bentuk pertanggungjawabannya menurut saya yang penting 
dilaporkan saja agar masyarakat jadi tahu lebih jelas 
9. Untuk pelayanan secara keseluruhan sebenarnya saya sudah merasa 
cukup puas sudah bagus ngurusnya cuma kurangnya yang tadi saya 
harus nunggu lama setelah jam 1 habis istirahat karena petugasnya 








Lampiran 5. Logbook Penelitian 
 
NAMA    :          ANNISA RAHMA OCTAVIANY 
NIM   :          175030100111055 
JUDUL PENELITIAN     :          AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK 
 DALAM PEMBUATAN E-KTP PADA DINAS KEPE- 
NDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA 
TANGERANG SELATAN. 




Berkeliling melihat kondisi Kantor Dukcapil Tangerang Selatan 
Bukti pendukung: dokumentasi foto Gambar 4.10 – Gambar 4.12 pada 
halaman 135 
2. 26/4/2021 
Pengumpulan data mengenai jadwal pelayanan di Kantor Dukcapil 
Tangerang Selatan 
Bukti pendukung: Tabel 4.3 pada halaman 127 
3. 26/4/2021 
Berkeliling melihat kondisi sarana dan prasarana pelayanan pembuatan 
E-KTP di Kantor Dukcapil Tangerang Selatan 
Bukti pendukung: dokumentasi foto Gambar 4.9 pada halaman 134 
4. 26/4/21 
Melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk Bapak Heru 
Bukti Pendukung: Gambar 4.15 pada halaman 155 
5. 26/4/21 
Melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Bapak Dedi Budiawan 
Bukti Pendukung: dokumentasi fotoGambar 4.14 pada halaman 154 
6. 26/4/21 
Melakukan wawancara dengan Kepala Seksi SDM dan TIK Bapak 
Rendi 
Bukti pendukung: tabel 4.4 pada halaman 132 
7. 26/4/2021 
Melakukan wawancara dengan Staff Bidang Pelayanan Bapak Fajar 
Bimantoro 










Berkelilling melihat layanan drive thru ojek online di Kantor Dukcapil 
Tangerang Selatan  
Bukti pendukung: dokumentasi foto Gambar 4.13 pada halaman 143 
9. 29/4/2021 
Melakukan wawancara dengan tiga masyarakat pengguna layanan 
Bukti pendukung: dokumentasi foto pada lampiran halaman 223 
10. 1/6/2021 
Pengumpulan data mengenai target pencapaian program pelayanan 
pembuatan E-KTP 







Lampiran 6. CURRICULUM VITAE 
 
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  S t u d e n t
ADMINISTRATION STAFF
Hore Cup, Universitas Brawijaya | 2019
Support any kind of administrative needs
Responsible for collecting participant's data
SPONSORSHIP STAFF
Jambore Jazz Kampus, Universitas Brawijaya | 2018
Ensuring sponsor agreements and recognitions are correctly
implemented
Maintaining relationship with donors and sponsors
(Successfully closed a deal with 3 sponsors)
Mobile: +6282164220390
Email: Annisaocta14@yahoo.com
Address: Kencana Loka, Jl. Satwa Kencana K5/40, BSD,
Tangerang Selatan, 15318
UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Present)
Undergraduate Public  Administration student with
cummulative GPA: 3.55 / 4.00
 
SMAN 2 TANGERANG SELATAN (2017)
 
KANDIDAT MAHASISWA BERPRESTASI
Fakultas Ilmu Administrasi | 2018
I am a final year student, majoring in public
administration. I am a hardworking and self-motivated
person with a proven ability to organize and prioritize
work especially when dealing with multiple priorities at
the same time. As a public administration student, I have
developed professional skills to address challenges in
policy and management. I am currently looking for an
engaging internship position in any field related to
administration and management.
ASIA PACIFIC MODEL UNITED NATIONS 
University of New South Wales, Sydney | 2018
Represent Universitas Brawijaya as the delegate of South Africa in
UNCSW 
Manage to deal with problem solving towards global issues
PADJAJARAN MODEL UNITED NATIONS
Universitas Padjajaran | 2018 
Represent Universitas Brawijaya as the delegate of Kyrgyzstan in
UNHRC 
 
    Canva              Ms. Office                 SPSS
PUBLIC RELATION STAFF
Event organizer division, AMC FIA UB | 2018
Manage event publication campaign through social media
Looking for media partner to support the event
(Successfully collaborate with 4 media partners)
EVENT STAFF
Event organizer division, AMC FIA UB | 2017
Undertake and implements event planning, preparation, and
execution
 
ADMINISTRATION MUSIC CLUB, FIA UB
Staff of event organizer division | 2017-2018
Creating and organizing various events 
(music gigs, product launching, exhibition)
UB MUN CLUB
Member of Organization| 2018-2019
Join a regular training preparation for local and
international conference
Conduct a research and formulate a concrete
solutions 
